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PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG

W

S

BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat serta melaksanakan
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk
mengoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik
yang cepat, efisien, efektif dan transparan pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Lebong, maka perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 329 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
I57T);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021
Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Lebong.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebong sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pedoman/acuan bagi
seluruh Instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten
Lebong dalam melakukan proses pelayanan publik dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI
Salinan sesuai dengan aslinya -
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MINDRI YASER , oH., MH.
NIP. 19770530 199903 1 003




Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor 434 Tahun 2022
Tanggal 7 Desember 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG

OPD

NAMA SOP

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong

No R ®

SOP Izin Penelitian

. SOP Izin Pemasangan Reklame

Konstruksi/Besar

SOP Prosedur Izin Praktek Dokter

SOP Izin Perubahan Penggunaan Tanah
SOFP Prosedur izin Praktek Bidan

SOP Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
SOP Izin Praktek Perawat

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebong
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SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak
SOP Penerbitan SKFWNI Oniline

SOP Kartu Keluarga Online

SOP Penerbitan KTP el Online

SOP Penerbitan KTP el

SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak
SCP Penerbitan SKDWNI

SOP Penerbitan Kartu Keluarga

SOP Penerbitan Akta Kematian Daring

. SOP Akta Kematian
. SOP Penerbitan Akta Kelahiran secara

Daring

. SOP Penerbitan Akta Kelahiran

Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Kabupaten Lebong

b

SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari
Kerja (AKI)

Dinas Kesehatan
Kabupaten Lebong

b

. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Penata

Anestasi pada Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga
Gizi pada Fasilitas Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik
Elektromedis pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga
Radiografer pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga
Sanitarian pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Terapis
Gigi dan Mulut pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Izin Rekomendasi Izin
Praktik Tenaga Kesehatan Gizi
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26.

SOP Surat Rekomendasi Izin Usaha Mikro
Obat Tradisional

SOP Pemberian Surat izin Praktik Dokter

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

SOP Pemberian Surat izin Praktik Terapis
dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)

. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga

Perekam Medis pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga
Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

SOP Pemberian Surat Izin Praktik Bidan
Mandiri

SOP Pendaftaran serta Aktifitas Peserta
BPPU dan BP Pemda (Jamkesda)

. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Bidan

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

. SOP Pemberian Surat Rekomendasi Izin

Laboratorium Klinik Umum Pratama

. SOP Pemberian Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
(DAMIU)

. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga

Ahli Laboratorium Medik

. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Apotek
. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Usaha

Mikro Obat Tradisional (UMOT)

. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Toko

Obat

. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Toko Alat

Kesehatan

. SOP Pemberian Rekomendasi Izin

Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
SOP Pemberian Rekomendasi Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
(SPP-IRT)

SOP Pemberian Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Jasaboga

Badan Keuangan
Daerah Kabupaten
Lebong

N

. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB-P2) terdiri dari:

v SOP Pendaftaran Objek Pajak Baru
dengan Penelitian Kantor

v SOP Mutasi seluruh objek/subjek pajak

v" SOP Pendaftaran objek pajak baru
dengan penelitian lapangan

v' SOP Mutasi sebagian objek/subjek pajak

. SOP Pengurusan NPWPD

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Kabupaten Lebong

SOP layanan Penyediaan Buku Bacaan




No.

BUMN/BUMD /Provinsi

Nama SOP

PDAM Tirta Tebo Emas

. SOP Pelayanan

DPMPTSP Provinsi
Bengkulu

. SOP Penyampaian Informasi
. SOP Layanan Konsultasi Perizinan dan Non

Perizinan untuk Kabupaten /Kota

Intansi Vertikal

Nama SOP

Kepolisian Resort
Lebong

W M =

. SOP Pembuatan SKCK
. SOP Laporan Kehilangan Model C
. SOP Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

10.

Kejaksaan Negeri
Lebong

. SOP Layanan Tilang
. SOP Pelayanan Hukum Gratis Terkait

dalam hal Pertanahan, Waris, Perkawinan,
Pendirian dan Pembubaran P2 Hutang
Piutang

11.

Pengadilan Agama
Lebong

[y

. SOP Layanan Brosur Pengadilan
. SOP Layanan Informasi tentang syarat-

syarat Pendaftaran Perkara

. SOP Layanan Informasi tentang Posbakum

SOP Layanan Informasi tentang Prodeo

. SOP Layanan Informasi tentang Sidang

Keliling

. SOP Layanan Informasi tentang Gugatan

Mandiri

. SOP Layanan tentang Kewenangan

Pengadilan

12.

Pengadilan Negeri
Tubei

. SOP Pembuatan Akun Aplikasi e-court

pengguna lain

. SOP Pendaftaran Perkara melalui Aplikasi

bagi pengguna lain

. SOP Pembuatan Akun pada Aplikasi

eratereng untuk keperluan pembuatan
surat keterangan

. SOP Pengimputan data pemohon pada

Aplikasi
SOP Konsultasi/Advis Hukum

. SOP Informasi Pembuatan Surat

Keterangan secara Elektronck melalui
Aplikasi eratereng

SOP Informasi Pendaftaran perkara melalui
€-COoLit

SOP Informasi Protes Persidangan melalui
Aplikasi e-court

. SOP Permohonan Informasi Publik sebagai

di atur dalam SK KMA Nomor

1-144/KMA/SK/1/2011

13.

Kementerian Agama

. SOP Layanan Haji
. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat




14. | Badan Pertanahan
Nasional

SOP Pengurusan Sertifikat Tanah (Berbasis
Elektronik)

15. | BPJS Kesehatan

W N =

. SOP Pendaftaran Peserta JKN-KIS
. SOP Mutasi Data Kepesertaan JKN-KIS
. SOP Pemberian Informasi dan Penanganan

Pengaduan

. SOP Registrasi Mobile JKN

16. | KPP Pratama Curup-
Rejang Lebong

O
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. SOP Permohonan Pendaftaran dan

Penghapusan Wajib Pajak (NPWP)

. SOP Permohonan EFIN
. SOP Permohonan perubahan data wajib

pajak

SOP Permohonan Pembuatan Biling

SOP Permohonan Pengukuhan dan
Penghapusan PKP

SOP Permohonan Pemindahbukuan

SOP Permohonan Non Efektif

SOP Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
SOP Konsultasi dan Informasi Perpajakan

17. | Badan Pusat Statistik

B —

SOP Layanan Konsultasi Data
SOP Layanan Permintaan Data

18. | Badan Pengawasan
Obat dan Makanan

. SOP Registrasi Obat Tradisional dan

Makanan, Obat,Kosmetik, Makanan dan
Minuman

. SOP KIE (Komunikasi, Informasi dan

Edukasi tentang Obat, Obat Tradisional,
Kosmetik, Makanan dan Minuman.

19. | PT. Taspen

. SOP Layanan Informasi Ketaspenan
. SOP Layanan Sosialisasi/Redukasi

Digitalisasi Layanan

. SOP Menyediakan Formulir Persyaratan

Pengajuan Klim dan Non Klim
SOP Menerima Pemberkasan Klim dan Non
Klim

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MINDRI YASER —=H-, MH.
NIP. 19770530 199903 1 003

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI




SOP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



%

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS| .
TANGGAL EFEKTIF A
KEPALA DINAS PENANAMAN MOIDAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU|PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH
BIDANG PERIZINAN
Nj.NELAW
Pem
NIP. 19740710 Toom 2004
NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1ZIN PENELITIAN/SURVEY

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme Perizinan Mandiri

2. Permendagri No.64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

PERMENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Mampu mengaplikasikan Mandiri
3

§ Perbub Lebong No.13 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong

5 Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepzla Dinas DPMPTSP Lebong

6 Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non
Perizinan Kabupaten Lebong

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. lJaringan Internet
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK
PERINGATAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian . .
masalah yang dialami oleh Penanaman Modal - Disimpan sebagai Data

4, Sistem Aplikasi Mandiri dan Data LKPM

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN / SURVEY

Mutu Baku
o Kegiatan Keterangan
Pemohon Front Office Kasi Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output Blaya
1. Mengisi Formulir|
Permohonan 2. FC KTP /|
Kartu Mahasiswa, 3 FC|
Proposal  Penelitian, 4.|
Mengajukan  permohonan izin Surat Pernyataan diatas &
1. |ditempat pelayanan informasi dan materai 10.000 bahwa| 30 Menit L: syaratan
|pendaftaran berkas yang dimasukkan ke, ngkap
DPMPTSP benar adanya 5.,
Rekomendasi dari Dinas|
Teknis terkait / Universitas|
6. 1 Buah Map
Tanda Panah keatas
5. |Menerima berkas kelengkapan merunjukan
 [esmonsran tin dar pemohon Lengkap 15 Menit  |Proses lzin persyaratan belum
lengkap dikembalikan
untuk perbaikan
Gratls
Tanda Panah keatas
Menverifikasi kebenaran berkas| menunjukan
3. |persyaratan permohonan dan| Proses Izin 20 Menit  |Paraf Kasi persyaratan belum
memaraf draf surat izin lengkap dikembalikan
untuk perbaikan
Memeriksa dan memaraf Draf| R .
4. |\zin Penelitian Paraf Kasi 15Menit  (Paraf Kabid
Memeriksa dan memaraf Draf] . Paraf
5 |izin Penelitian - Pataf iabit 1Ml | etarts
) B Surat \zin| Tanda Pa'nah Kam
6 |Finalisasi tzin Peneitian Paraf Sekretaris 60Menit |ditandatangan menuniin tzh
X dikembalikan untuk
perbaikan
han Surat Izin Surat Izin
Penyeral Surat Izin Penelitian 30 Menit |diterima

Penelitian Ke Pemohon

|pemohon




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat Izin Penelitian ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Memeriksa dan memaraf Draf izin Penelitian

Memeriksa dan memaraf Draf izin Penelitian

|~ IWIN|-

Finalisasi lzin Penelitian

LANGKAH AKHIR

10

Penyerahan Surat Izin Penelitian ke Pemohon

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




€
e TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS|
TANGGAL EFEKTIF
KEPALA DINAS PENANAMAN M{DAL DAN PELAYANAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH
BIDANG PERIZINAN
NIP. 19740710 800604 2 004
NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASANGAN REKLAME
KONSTRUKSI/BESAR
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS!I PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Memiliki kemampuan tentang Pemasangan Reklame Konstruksi Besar

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dg

2 UU No, 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah 2. Mampl mengaplikasikan Mandirl
PP No.91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan . . .
3 "y i 5 3 3. Menguasai tentang Izin Pemasangan Reklame Konstruksi Besar
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
" PERMENPAN dan RB Normor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong
6 Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non
Perizinan Kabupaten Lebong
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik KKab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Sistem Aplikasi Mandiri dan Data LKPM
5.  Buku kendali izin
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Agar memperhatikan aspek keindahan, keserasian, ketertiban, keselamatan masyarakat serta

sesuai dengan tata ruang - Mencatat kedalam buku kendali izin yg sudah terbit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASANGAN REKLAME KONSTRUKSI/BESAR

No.

Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Baku

Pemohon

Front office

Tim Teknis

Kasi Perizinan

Kahid
Perizinan

Sekretaris

Kepala

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

izin ditempat pelayanan

Mengajukan permohonan

informasi dan pendaftaran

1. Mengisi Formulir Permohonan yg dittd
aleh pemohon diatas materai 10.000, 2. FC
KTP Pemohon, 3. Surat kuasa dan FC KTP
penerima kuasa, apabila pengurusan izin
dikuasakan kpd orang lain, 4. FC AKta
Pendirian perusahaan/perubahan serta akta
pengesahaannya, 5. FC NPWP Perusahaan,
6. Surat Pernyataan kesediaan utk
menanggung risiko dari penyelenggaran
reklame, 7. Surat izin pemakaian lahan ruang
milik jalan dari Pemda utk tanak milik Pemda
atau menyampaikan FC bukti penguasaan
hak atas tanah, 8. FC STNK untuk reklame
kendaraan, 9. Denah Lokasi dan Desain
Reklame, 10. FC IMBG Bangunan Reklame
untuk reklame 24 M2 atau diameter 20 cm,
11. Surat pernyataan kesediaan untuk
membongkar bangunan reklame bila masa
berlaku izin habis, 12, Rekomendasi Dinas
Teknis, 13. Surat Pernyataan diatyas materai
10.000 bahwa berkas yg anda masukan ke
DPMPTSP adalah benar, 14. Map 2 buah
{Plastik 1 buah dan kertas 1 buah), 15. Berkas
permohonan dibuat rangkap 2

20 Menit

Persyaratan
Lengkap

Menerima berkas

izin dari Pemohon

kelengkapan permchonan

Persyaratan Lengkap

15 Menit

Verifikasi Berkas
Permohonan

Tanda panah keatas
menunjukan
persyaratan belum
lengkap dikembalikan
utk perbaikan

berkas persyaratan
Permohonan

Menverifikasi kebenaran

Verifikasi Berkas Permohonan

30 Menit

Berkas Lengkap

Tanda panah keatas
menunjukan
pengembalian karena
persyaratan tidak
sesual fakta
dilapangan




Tanda panah keatas
menunjukan

; Verifikasi persyaratan blm
4|Memeriksa lapangan i
Mot pang Berieis Lenglap Ll Lapangan benar dan lengkap
dikembalikan utk
perbaikan
Melakukan Proses izin
5|dengan membuat draf Verifikasi Lapangan 30 Menit Proses lzin
surat izin
; tand h keat
Mereriksa dan memaraf . anca u.m:m .WW @
. . Paraf Kasi menunjukan izin
6|Draf Izin Pemasangan Proses lzin 30 Menit Perlina dikembalikan utk
Reklame Konstruksi/Besar - B _ 3.
perbaikan
Memeriksa dan memaraf Paraf Kabid
7 |Draf Izin Pemasangan Paraf Kasi Perizinan 30 Menit Perizinan
Reklame Konstruksi/Besar
Memeriksa dan memaraf
Draf lzin Pemasangan Paraf Kabid Perizinan 15 Menit | Paraf Sekretaris
a Reklame Konstruksi/Besar
tanda panah keatas
Finalisasi Izin Pemasangan . Tanda Tangan |menunjukan izin
Q
Reklame Konstruksi/Besar RS e Kadis dikembalikan utk
perbaikan
Penyerahan Surat Sura i IPRT
10}IzinPemasangan Reklame Tanda Tangan Kadis 30 Menit uratzin

Konstruksi.Besar

diterima Pemohon




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASANGAN REKLAME KONSTRUKSI/BESAR
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASANGAN REKLAME KONSTRUKSI/BESAR

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat Izin Pemasangan Reklame Konstruksi/Besar ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Memeriksa dan memaraf Draf izin Pemasngan Reklame Konstruksi/Besar

Memeriksa dan memaraf Draf izin Pemasngan Reklame Konstruksi/Besar

Memeriksa dan memaraf Draf izin Pemasngan Reklame Konstruksi/Besar

Memeriksa dan memaraf Draf izin Pemasngan Reklame Konstruksi/Besar

Memeriksa dan memaraf Draf izin Pemasngan Reklame Konstruksi/Besar

ViwiINIaojun|ihjwliNn|E

Finalisasi Izin Pemasangan Reklame Konstruksi/Besar

LANGKAH AKHIR

2
o

Penyerahan Surat Izin Pemasangan Reklame Konstruksi/Besar

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PERIZINAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

L*Z._.Zm_.bsb._._ SP,IVIMI
Pembina

NIP. 19740710 200604 2 004

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmaslan

Permenkes No.512/Menkes/Per/|\}/2007 Tentang lzin Praktek dan pelaksanaan
Kedokteran

4 Kepmenkes No.46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktek dan Pelaksanaan praktek
Kedokteran

Permenkes No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat
praktek mandiri kesehatan dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi

Perbub Lebong no,60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong

Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non

5 Perizinan Kabupaten Lebong

1. Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme Perizinan Mandiri

2. Mampu mengaplikasikan Mandiri

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. laringan Internet
4, Sistem OSS dan Data LKPM

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesalan
masalah yang dialami oleh Penanam Mocdlal

- Disimpan sebagai Data




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER

Mutu Baku
No. Kegiata Keterangan
" Pemohon Front Office Tim Teknis Kasi Perizinan | Kabid Perizinan Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output Wy
1. Permohonan, 2. FC KTP 3. FC STR
Dokter / Dokter Gigi yang diterbitkan dan|
dilegalisir  oleh  konsil kedokteran
indonesia uang masih berlaku, 4. Surat|
Pernyataan mempunyal tempat praktek|
atau surat keterangan dan sarana
pelayanan kesehatan sebagal tempat
prakteknya, 5. Rekomendasi dari|
Mengajukan  permohonan  izin| organisasi profesi sesuai dengan tempat
1. |ditempat pelayanan informasi dan prakteknya, 6. Rekomendasi dari Dinas| 15 Menit Persyaratan Lengkap
pendaftaran Kesehatan, 7. FC Kartu Anggota IDI, 8]
Pas Foto Warna Ukuran 4x6 sebanyak 2
Lembar, 9 Surat lzin dari pimpinan
dimana dokter/ dokter gigi bekerja, 10.,
Surat Pernyataan diatas materai 10.000)
bahwa berkas yang dimasukkan bernar
adanya, 11. 1 Buah Map, 12,
Permohonan dibuat Rangkap 3
Tanda Panah keatas
berkas Veri " menunjukan
2 | permohonan izin dari pemohon ferpjacatnlonekap M Menk P:r]r:':h::::s it b
lengkap dikembalikan
untuk perbaikan
Tanda Panah keatas
3 M"""::ﬂef::::::" ek Verifikasi Berkas Permohonan 30 Menit Ve"ﬁ“a;‘m'-::;ﬂﬂan/ mm’"::h"
,— Gratis lengkap dikembalikan
untuk perbaikan
Tanda Panah Keatas
Menunjukkan hasil
4. [Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan / Survey 1Hari Proses Perizinan survey lapangan tidak
singkron dengan
kelengkapan
persyaratan
Melakukan Proses Izin Praktek
E Proses Perizinan 30Menit | Paraf Kasi Perizinan

Dokter




Memeriksa dan memaraf Draf|

Izin Praktek Dokter Paraf Kasl Perizinan 30Menit | Paraf Kabid Perizinan
Memeriksa dan memaraf Draf|

(zin Praktek Dokter Paraf Kabid Perizinan 30 Menit Paraf Sekretaris
Memeriksa dan memaraf Draf]

1zin Praktek Dokter Paraf 15 Menit Tanda Tangan Kadis
Finalisasi Izin Praktek Dokter ‘ Tanda Tangan Kepala Dinas 1Hari | Surat lzin Dokter Terbit
:, el ke {Dekcen Surat lzin Dokter Terbit 30Meny | Suratlzin diterima

pemohon

Tanda Panah Keatas

Dikembalikan Untuk
Perbaikan




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER
LANGKAH AWAL Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran
LANGKAH UTAMA Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat lzin Dokter ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permochonan

Melakukan Survey Lapangan

Melakukan Proses izin Praktek Dokter

Memeriksa dan memaraf Drafizin prakiek dokter

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek dokter

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek dokter

Vin|IN|aojniklwiNnE

Finalisasi Izin Praktek Dokter

LANGKAH AKHIR

10

Penyerahan Surat Izin Dokter ke Pemohon

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




%

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PERIZINAN

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
DISAHKAN OLEH

NIP. 19740710\200604 2 004

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERUBAHAN

PENGGUNAAN TANAH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dg
UU No, 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

4 PP No.15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PERMENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong

Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non

6 Perizinan Kabupaten Lebong

1. Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme Perizinan Mandiri

2. Mampu mengaplikasikan Mandiri

IKETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Jaringan Internet
4, Sistem Aplikasi Mandiri dan Data LKPM

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian
masalah yang dialami oleh Penanaman Modal

- Disimpan sebagai Data




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan . . . Kabid Keterangan
Pemohon Front office | Tim Teknis | Kasi Perizinan Sl Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
1. Mengisi Formulir Permohonan, 2. FC
KTP, 3. FC Sertifikat Tanah/Surat
Kepemilikan Tanah, 4. Rekomendasi
dari BPN Kab.Lebong, 5. Surat
Mengajukan permohonan pernyataan diatas materai 10.000
ey G ) - Persyaratan
1 [izin ditempat pelayanan bahwa berkas yg dimasukkan ke 20 Menit Lenek
informasi dan pendaftaran ] DPMPTSP benar adanya. 6. Surat engikap
pernyataan diatas materai 10.000
bahwa tanah yang dimohon tidak
dalam sengketa. 7.2 buah Map. 8.
Berkas permohonan dibuat 2 rangkap.
Tanda panah keatas
Menerima berkas - menunjukan
.. | Verifikasi Berkas
2 |kelengkapan permohonan Persyaratan Lengkap 15 Menit persyaratan belum
” p Yy Permohonan , )
izin dari Pemohon 4 lengkap dikembalikan
utk perbaikan
Tanda panah keatas
enunjukan
Menverifikasi kebenaran :_m: m_..h,__umm“mm: -
3 |berkas persyaratan Verifikasi Berkas Permohonan 30 Menit | Berkas Lengkap pElg

Permohonan

persyaratan tidak
sesuai fakta
dilapangan




Tanda panah keatas
menunjukan
. . T ersyaratan blm
4{Me a 1t f P
meriksa lapangan Berkas Lengkap 1 Hari |Verifikasi Lapangan Benar danTanghng
dikembalikan utk
perbaikan
5|Melakukan Proses izin < Verifikasi Lapangan 30 Menit Proses lzin
tanda panah keatas
6 Memeriksa dan memaraf Prosasisin 30 Menit Paraf Kasi menunjukan izin
Draf izin IPPT Perizinan dikembalikan utk
perbaikan
§m3.m _.‘__Gm dan memaraf Paraf Kasi Perizinan 30 Menit _um_.mwa _”Am_u_a
Draf izin [PPT Perizinan
Memeriksa dan af \ L. . ;
G memar Paraf Kabid Perizinan 15 Menit | Paraf Sekretaris
Draf izin IPPT
v
Tanda T
9|Finalisasi Izin IPPT Paraf Sekretaris 1 Hari anca w:mm:
Kadis
Surat lzin IPPT
0{Penyerahan Surat Izin IPPT Tanda Tangan Kadis 30 Menit | . :.ﬂm zin
diterima Pemohon




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat lzin IPPT ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Memeriksa Lapangan

Memeriksa dan memaraf Draf izin ippt

Memeriksa dan memaraf Draf izin IPPT

Memeriksa dan memaraf Draf izin IPPT

Memeriksa dan memaraf Draf izin IPPT

Wi N jwin =

Finalisasi Izin IPPT

LANGKAH AKHIR

=
o

Penyerahan Surat Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




%ﬁ
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF N
KEPALA DINAS PENANAMAN DAL DAN PELAYANAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH
BIDANG PERIZINAN
NIP. 1974071 200 2004
] A
NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK BIDAN
IDASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme Perizinan Mandi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kemapuan tentangizin Praktek Perawat
3 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3 Mampu mengoperasikan Aplikasi Mandiri
Permenkes No.1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Izin dan penyelenggaraan Praktek
3. Bidan / /SKIXI g R g8 4. Menguasai tentang izin praktek perawat
4 PERMENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Kepmenkes No.46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
" Permenkes No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat
praktek mandiri kesehatan dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi
7 Permenkes No.28 Tahun 2017 Tentang lzin dan penyelenggaraan Praktek Bidan
& Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong
9 Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan
Non Perizinan Kabupaten Lebong
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 S0P Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Sistem 0SS dan Data LKPM
5, Buku Kendali Teknis
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesalan . .
masalsh yang dislami oleh Penanam Medal - Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK BIDAN

Pelaksanaan Mutu Baku

No. Kegiatan Kahid Keterangan

Pemohon Front office | Tim Teknis | Kasi Perizinan P Sekretaris Kepala Kelenglkapan Waktu Quiput

1. Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC Kartu
anggota IBl, 4, FC STR yang masih
berlaku, 5. Melampirkan SIPB {asli bagi
vg perpanjang), 6. Surat Keterangan
sehat dari dokter yg memiliki SIP, 7.
surat pernyataan mempunyai tempat
prakterk atau surat keterangan dan
sarana pelayanan kesehatan shg
tempat prakteknya. 8. Rekomendasi
Mengajukan permohonan dari oﬁmamm.m_ _u_._.u?mm. 9.
i Rekomendasi dari dinas kesehatan. 10. ; Persyaratan
1 |izin ditempat pelayanan 20 Menit
. ) Pastfhoto warna ukuran 4x6 sebanyan Lengkap
informasi dan pendaftaran 2 lembar. 11. Surat izin dari pimpinan
instansi/sarana pelayanan kesehatan.
12. Surat pernyataan diatas maternai
10.000 bahwa berkas yg dimasukkan
ke DPMPTSP benar adanva, 13. 1 buah
Map. 14 Permohonan dibuat rangkap
3, 15. Daftar sarana dan prasarana,
SUrat Keterangan/pengantar
puskesmas dari wilayah bidan

berpraktek.
Tanda panah keatas
S S Verifikasi Berkas MM.HMLMH:
s n
2 |kelengkapan permohonan Persyaratan Lengkap 15 Menit e

Permohonan |dikembalikan karena
persyaratan belum
lengkap

izin dari Pemohon




Tanda panah keatas
menunjukan

Menverifikasi kebenaran Verifikasi tan bl
3 |berkas persyaratan Verifikasi Berkas Permohonan 30 Menit |Lapangan/sury|PEyarean 2im
benar dan lengkap
Permohonan ey
dikembalikan utk
perbaikan
Tanda panah keatas
menunjukan hasil
d
4 {MelakukanSuryey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 1 Hari _uq.ow.mm i Inpangan:td
Perizinan  |singkron dg
kelengkapan
persyaratan
Melakukan Proses izin Paraf Kasi
5 y izi 30 t
Praktek Bidan Praste Perzingn Meni Perizinan
Memeriksa dan memaraf Paraf Kabid
Draf izin prakiek Bidan Peril ST iasd SaMeEnik Perizinan
Memeriksa dan memaraf
7 iy . P i i i i
Draf izin praktek Bidan araf Kabid Perizinan 30 Menit | Paraf Sekretaris
Memeriksa dan memaraf Tanda tangan
8 By ¢ tari 15 Menit
Draf izin praktek Bidan Pavatekesints =5 Kadis
tanda panah keatas
Finalisasi Izin Praktek Surat lzin menunjukan izin
9] ... T i 1 Hari
Bidan anda tangan Kadis | Dokter terbit |dikembalikan utk
perbaikan
: Surat izin
i ; i s
10 Penyarahan Surat lzin Surat lzin Dokter terbit 30 Menit diterima

Bidan ke Pemohon

pemohon




A.  DATA KEGIATAN

NAMA sOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK DOKTER
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKAS! KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK BIDAN

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat |zin Bidan ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Melakukan Survey Lapangan

Melakukan Proses izin Praktek Bidan

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Bidan

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Bidan

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Bidan

WIR|INIO|U|~|WIN|F

Finalisasi Izin Praktek Bidan

LANGKAH AKHIR

[y
[=]

Penyerahan Surat |zin Bidan ke Pemohon

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PERIZINAN

[ —————— e e e e e ]

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
KEPALA DINAS PENANAMAN DAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATY PINTU
DISAHKAN OLEH
NIP. 19740710R004G4 2 004
U

STANDAR OPERASIONAL _uwamUcy_N_z USAHA MIKRO OBAT
NAIMA sop

TRADISIONAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro Menengah
4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembina dan
Pengembangan Industri

7 Permenkes No.007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional

8 Permenkes No.006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional

Peraturan Kepala Badan POM Rl Nomeor HK.03.1.23.0611.5629 Tahun 2011 tentang
Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik

10 Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong

Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non

1. Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme Perizinan Mandiri

2. Mampu mengaplikasikan Mandiri

11 Perizinan Kabupaten Lebong
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Sistem 0SS dan Data LKPM

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah
yang dialami oleh Penanam Modal

- Disimpan sebagai Data




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan . . i Kabid . Keterangan
Pemohon Front office | Tim Teknis | Kasi Perizinan Periilian Selretaris Kepala Kelengkapan Walitu Output
1. Permohonan, 2.Akta Pendirian
Perusahaan, 3. Susunan Direksi, 4.FC
KTP, 5.Pernyataan
Pemohon/direksi/pengurus dan
komisaris/badan pengawas tidak
Mengajukan permohonan pernah terlibat pelanggaran n.m..mEE:
1 |izin ditempat pelayanan perundang-undangan farmasi 20 Menit Persyaratan
o " p I materrai 10.000, 6.FC bukti Lengkap
HioEmas cal pencaRacan penguasaan tanh dan bangunan, 7.FC
NPWP, 8.Surat Pernyataan diatas
materai 10.000 bahwa berkas yg
dimasukan ke DPMPTPSP adalah
benar, 8.Permohonan dibuat 3
rangkap 1 asli 2 FC, 9. Map
Tanda panah keatas
I menunjukan
Menerima berkas Verifikasi J
Permohonan
2 |kelengkapan permohonan Persyaratan Lengkap 15 Ment Berkas . )
o . dikembalikan karena
izin dari Pemohon Permohonan
persyaratan belum
lengkap
Tanda panah keatas
o . . [menunjukan
Menverifikasi kebenaran Verifikasi h
I . persyaratan blm
3 |berkas persyaratan Verifikasi Berkas Permohonan 30 Menit | Lapangan/sur
benar dan lengkap
Permohonan vey

dikembalikan utk
perbaikan




Tanda panah keatas
menunjukan hasil

4 [Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 1 Hari _uﬂm.mm m.::..m< lapangan tdk
Perizinan  |singkron dg
kelengkapan
persyaratan
Melakukan Proses izin paraf G
5 |Usaha Mikro Obat Proses Perizinan 30 Menit .
- Perizinan
Tradisional
Memeriksa dan memaraf Paraf Kabid
6 |Draf izin Usaha Mikro Paraf Kasi Perizinan 30 Menit .
5 e Perizinan
QObat Tradisional
Memeriksa dan memaraf
7| Draf izin Usaha Mikro Paraf Kabid Perizinan 30 Menit | Paraf Sekretaris
Obat Tradisional
Memeriksa dan memaraf Tl
8| Draf izin Usaha Mikro Paraf Sekretaris 15 Ment o %m
Obat Tradisional
tanda panah keatas
Finalisasi lzin Usaha Mikro ; Surat lIzin  |menunjukan izin
9 - i
Obat Tradisional Tanda tangan Kadis 1 Hari Dokter terbit |dikembalikan utk
perbaikan
Penyerahan Surat Izin Surat izin
10 |Usaha Mikro Obat Surat lzin Dokter terbit 30 Menit diterima

Tradisional

pemohon




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP
a. Produk Perizinan
b. Kegiatan Perizinan
Scoup/ Ruang Lingkup DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat [zin Dokter ke Pemohon

C. IDENTIFIKAS! LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Melakukan Survey Lapangan

Melakukan Proses izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Memeriksa dan memaraf Draf izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Memeriksa dan memaraf Draf izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Memeriksa dan memaraf Draf izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Vi |IN|jaojnnidlwin|eE=

Finalisasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

LANGKAH AKHIR

10

Penyerahan Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional ke Pemohon

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PERIZINAN

NOMOR sOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIS!

TANGGAL EFEKTIF

KEPALA DINAS PENANAMAN DAL DAN PELAYANAN TERPADU

DISAHKAN OLEH

NAMA sOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK PERAWAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Mengetahui dan memahami sistermn dan mekanisme Perizinan Mandiri
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kemapuan tentangizin Praktek Perawat
2 Undang-undang Rl Nomor 38 Tahun 2019 tentang Keperawatan 3 Mampu mengoperasikan Aplikasi Mandiri
3 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 4. Menguasai tentang izin praktek perawat
§ Kepmenkes No.HK,02.02/148/Menkes/SK/1/2010 Tentang lzin dan penyelenggaraan
" Praktek Perawat
4 PERMENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Kepmenkes No.46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
6 Permenkes No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat
praktek mandiri kesehatan dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi
4 Perbub Lebong no.60 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lebong
g Keputusan Bupati Lebong No.187 Tahun 2017 Tentang Penunjukan TIM Teknis Perizinan dan Non
Perizinan Kabupaten Lebong
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Aplikasi Mandiri dan Data LKPM

5. Buku kendali Izin

PERINGATAN :

|PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian
masalah yang dialami oleh Penanam Modal

Mencatat kedalam buku kendal

in yang sudah diterbitkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN PRAKTEK PERAWAT

Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Baku

Pemohon

Front office

Tim Teknis

IKasi Perizinan

Kabid
Perizinan

Sekretaris

Kepala

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengajukan permohonan

izin ditempat pelayanan

informasi dan pendaftaran

1. Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah
Asli Madya Keperawatan/ijazah
pendidikan dg kompetensi lebih tinggi
yg diakui pemerintah, 4. Surat
keterangan pengalaman kerja minami
3 tahun dari pimpinan sarana tempat
kerja khusus bagi ahli madya
keperawatan, 5. Rekomendasi dari
Dinas Kesehatan, 6. FC STR yang masih
berlaku, 7. Surat Keterangan sehat dari
dokter, 8. Rekomendasi dari arganisasi
profesi, 9. surat keterangan/pengantar
puskesmas dari wilayah perawat
berpraktek, 10. SUrat izin atasan
langsung bagi yang bekerjaa, 11.
Daftar sarana dan prasarana,. 8.
Rekomendasi dari organisasi profesi.
10. Pastfhoto warna ukuran 4x6
sebanyan 2 lembar. 12. Surat
pernyataan diatas maternai 10,000
bahwa berkas yg dimasukkan ke
DPMPTSP benar adanya. 13. 1 buah
Map. 14 Permohonan dibuat rangkap
3,

20 Menit

Persyaratan
Lengkap

Menerima berkas

kelengkapan permohonan

izin dari Pemohon

Persyaratan Lengkap

15 Menit

Verifikasi Berkas
Permohonan

Tanda panah keatas
menunjukan
persyaratan belum
lengkap dikembalikan
utk perbaikan

Menverifikasi kebenaran

berkas persyaratan
Permohonan

Verifikasi Berkas Permohonan

30 Menit

Verifikasi
Lapangan/surv
ey

Tanda panah keatas
menunjukan
persyaratan blm
benar dan lengkap
dikembalikan utk
perbaikan




Tanda panah keatas
menunjukan hasil

e ) Proses survey lapangan tdk
4 (Mel S Li 1H el
elakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey ari Potiinan  |singkrsn d
kelengkapan
persyaratan
o . Paraf Kasi
5 Melakukan Proses izin Bireesen By 30 Mentt mﬂ_ . asi
Praktek Perawat Perizinan
; bi
¢ |Memenisadan memaref Paraf Kasi Perizinan 30Mentt | P2 Rabid
Draf izin praktek Perawat Perizinan
7 goB.am__nwm dein v Paraf Kabid Perizinan 30 Menit | Paraf Sekretaris
Draf izin prakiek Perawat
Memeriksa dan memaraf Tanda tangan
8 - Paraf it
Draf izin praktek Perawat araf Sekretaris 15 Meni Kadis
tanda panah keatas
Finalisasi |zin Prakiek Surat lzin  |menunjukan izin
9 iE i .
Perawat anda Sangan Kadis THarl | o kter terbit |dikembalikan utk
perbaikan
. Surat izin
1q |Penyerahan Surat Izin Surat Izin Perawat terbit 30 Menit|  diterima

Perawat ke Pemohon

pemohon




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK PERAWAT
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala DPMPTSP

a. Produk Perizinan

b. Kegiatan Perizinan

Scoup/ Ruang Lingkup

DPMPTSP KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTEK PERAWAT

LANGKAH AWAL

Mengajukan perrmohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan Surat |zin Perawat ke Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Mengajukan permohonan izin ditempat pelayanan informasi dan pendaftaran

LANGKAH UTAMA

Menerima berkas kelengkapan permohonan izin dari Pemohon

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Melakukan Survey Lapangan

Melakukan Proses izin Praktek Perawat

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Perawat

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Perawat

Memeriksa dan memaraf Draf izin praktek Perawat

VIiK|IN|loa|uldlwIN|F-

Finalisasi lzin Prakiek Perawat

LANGKAH AKHIR

10

Penyerahan Surat lzin Perawat ke Pemohon

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masulk




SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LEBONG



Nomor SOP A0 / 9y / wikeanl / vt (2022

Tanggal Pembuatan | 28 JUNl 2021

Tanggal Revisi ‘ e
Tanggal Efektif TN )
Disahkan Oleh a PIGKEPALZ

DINAS
© umZ—uCOCdCy
KEF DAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LEBONG Nama SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi L Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1 Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2 Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3 Printer
4. SOP Penerbitan Akta kelahiran 4, Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA 5 Smart Phone
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2.  Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Kartu Identitas Anak

ditempat




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA ) ONLINE

NO AKTIVITAS AL ARG TR KET
CALL OPERATOR | PEJABAT KEPALA KEPALA
PEMOHON | center SIAK | FUNSIONAL |  BIDANG piNag | WELENGKAPAN | WAKTU QUTPUT
Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP .
1 |call center format Jpg/PDF Berkas Persyaratan| 2 Menit Berkas Pemohon
Call center Mengecek ) M ifikasi d
2 |kelengkapan Berkas Berkas lengkap 30 Menit maew”m_ __%m_. M:
samiakion menindaklanju
Operator memproses Berkas s
. Memverifikasi dan
h
pemohon Berkas lengkap 10 Menit menindaklanjut
ﬂm_mvwm ﬂcﬂ@mmﬂo:mwgm_mxﬁ_r_wzx A Berkas sudah
3 _um:s _. ast ber mmﬁ Mx: Bmec el Berkas lengkap 10 Menit teregistrasi dan
engajuan pencetakkan Dokumen sudah vaiid
Kepala Bidang Melakukan A
5  [Verivifikasi berkas Dokumen Berkas lengkap 10 Menit _umﬁm\wm%m..m yang
sudah diteliti
Kepala Dinas menandatangani
KIA dengan Tanda Tangan : Data/Berkas yang
Elektronik Berkas lengkap 30 Menit sudah diteliti
(TTE)
Operator melakukan Pencetakan
Dokumen 5 Menit KIA
Operator menyerahkan Dokumen "
8 |kepada pemohon KIA 1 Menit KIA diserahkan ke
pemohon




Nomor SOP Y30 / 9z / ukcein | Vil Jogp o
Tanggal Pembuatan | 28 JuN| 2022
Tanggal Revisi o
Tanggal Efektif T jp/d
Disahkan Oleh ; |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG Nama SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : v
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 Z: Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi
Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2.  SOP Penerbitan Pindah (SKPWN]I) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4.  SOP Penerbitan KTP el 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA 5. Smart Phone
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan
2 Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Surat Keterangan Pindah

ditempat




PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH (SKPWNI) ONLINE

PELAKSANA MUTU BAKU
OPERATOR
NO AKTIVITAS KET
CALL SIAK / PEJABAT KEPALA KEPALA
W
MR CENTER | OPERATOR |FUNGSIONAL| BIDANG DINAS KELENGRAEAN ARTU OUTPUT
ONLINE

Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP Batias Barayaraman

1 Operator Online dalam format dalam bentuk format Berkas Pemohon
<palirdt Jpg/Pdf
Operator Online memeriksa ) Memverifikasi dan
kelengkapan berkas TIDAK Herkes leghap 30 Menit menindaklanjuti
Operator SIAK memeriksa
kelengkapan berkas dan . Memverifikasi dan

2 B 15 . _—
melakukan penginputan dan erkas lengkap Manlt menindaklanjuti
pengajuan
Pejabat Fungsional memverifikasi Berkas sudah

3 Dokumen dengan kecocokan Data Berkas Pemohon | 10 Menit |teregistrasi dan sudah
dengan berkas valid
Kepala Bidang mengecek berkas

4 |dan memverifikasi pengajuan Berkas Pemohon | 10 Menit Umwwhwwﬂ_xmw_wmm:o
Kepala Dinas menandatangani Hokumen Surat

5 |Surat Pindah dengan Tanda Pindah yang sudah 30 Menit | Data/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) azmﬂ._wxww_ dan sudah diteliti

iteliti

Operator Siak menarik data surat A

6 pindaly yang mcnm_._ ditandatangani Surat Pindah 5 Menit Surat Pindah
secara elektronik dalam bentuk
Pdf
Operator Online Menerima

7 |Dokumen Dalam Bentuk Pdf Surat Pindah 2 Menit Surat Pindah
Operator Online mengirim Surat X Surat Pindah

3 Pindah dalarm bentu Pdf kepada Surat Pindah 30 Menit diserahkan ke
pemaohon Selesai pemohon dalam

bentuk PDF




Nomor SOP U0/ 93 [ pukegell /W /2025
Tanggal Pembuatan | 28 JuN| 2022
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif ;
Disahkan Oleh 7Q
(5
X _usz; AL h& udy.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NERA i& Hcowcm 1001
KABUPATEN LEBONG Nama SOP Pentrhigt SKRWA \r:ﬁ
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) .
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : ./
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2; Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3 Terampil mengoprasikan komputer SIAK

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2 Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan KTP el 4, Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA 5 Smart Phone
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PINDAH DATANG ONLINE

PELAKSANA MUTU BAKY
NO AKTIVITAS PETUGAS KET
CALL PEJABAT KEPALA KEPALA
PEMOHON CENTER OPERATOR FUNGSIONAL| BIDANG DINAS PENERIMA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
BERKAS
Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP|
1 Operator Berkas Persyaratan Berkas Pemohon
Call Center memeriksa . .
2 |kelengkapan herkas dokumen Berkas lengkap 30 Menit a_maxmzm_ﬁm. .nm.:
menindaklanjuti
format Jpa/PDF
Operator SIAK memeriksa
kelengkapan berkas dan + . Memverifikasi dan
it . .
melakukan penginputan dan TIDAK A Barkas lengiap 1o Ment menindaklanjuti
3m:omﬁ_ﬁh&. i
Wm_wumn m:a:mm_oamh 3m3<wmm_.5__wmm_ " \ Beikas sudah
3 o_o E:m,_” _w:um: epOCoRai Lo K] |= Berkas Pemohon | 10 Menit teregistrasi dan
angan barkas sudah valid
Kepala Bidang mengecek berkas *
F : : Data/Berkas yang
4 |dan memverifikasi pengajuan Berkas Pemohon 10 Menit sudah valid
Kepala Dinas menandatangani Dokumen Surat
5 |Surat Pindah dengan Tanda Pindah yang sudah 30 Menit | Data/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) diverifikasi dan sudah diteliti
diteliti
Operator mencetak y KK/KTP
6 |dokumen/Menarik Dokumen Data KK dan KTP 15 Menit KK dan KTP
dengan Format Pdf
Call Center meberitahukan ke
emohon bahwa berkas telah 4 i
pemohon banw KK Format PDF | 30 Menit | KK Format PDF
selesai/mengirim Dokumen dalam
format PDF
Petugas penerima dokumen
7 |mencatat pembukuan KK dan KTP 2 Menit KK dan KTP
.
8 Q”Mwa _AM m...wm.w: MB : < KK dan KTP Selesail 1 Menit diserahkan ke
ikiri il pemohon pemohon




3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Nomor SOP Y0 / 96\ [ wukapal /v /2022
Tanggal Pembuatan | 2% JUNl 2022
Tanggal Revisi —
Tanggal Efektif N KA =
Disahkan Oleh V£ o[y, KEPALADINAS
/S .
_, & xmnmmﬁ_%wgcxz
: DAN
3 \PENCATATAN SIPUJ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL // A\ 19 406D8 199302 1001
KABUPATEN LEBONG Nama SOP v?w@m%aa%\aﬁ?mm Online
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) R
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : o
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

ditempat

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2. Internet/jaringan
3 SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan KTP el 4, Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA 5 Smart Phone
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Kartu Keluarga




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA ONLINE

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KET
OPERATOR | OPERATOR KEPALA KEPALA
PEMOHON ONLINE SIAK PENGAJUAN BIDANG DINAS KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP Berkas Persyaratan
Operator Online
1 p format Jpg/Pdf Berkas Pemohon
Operator Online memeriksa . g
15-20 Memverifikasi dan
2 |kelengkapan berkas Berkas lengkap Menit menindaklanjuti
|
Operator SIAK memeriksa ] / I
i 15-20 Memverifikasi dan
3 |kelengkapan berkas dan mencetak , E Berkas lengkap Menit menindaklanjut
draft KK i
Pejabat Fungsional memverifikasi I
1 Berkas sudah
4 Draft KK dengan kecocokan Data L i i s s Berkas Pemohon 10 Menit |teregistrasi dan sudah
dengan berkas dan melakukan valid
pengajuan
Kepala Bidang mengecek berkas
5 |dan memverifikasi pengajuan Draft Kartu Keluarga| 10 Menit Umwhmmmwmw_m_m:m
yang sudah lengkap
Kepala Dinas menandatangani Dikirim ke EmalL Dokumen Kartu
¢ [|Kartu Keluarga dengan Tanda [rommy | mm— = Ty e = eeemE = = e Xm_:m_.mm yang 30 Menit Data/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) “ sudah diverifikasi sudah diteliti
! dan diteliti
Operator Online menghubungi warga I
bahwa dokumen telah selesai/Dikirim ! .
7 dalam bentisic PDF (Parvtintan " Kartu Keluarga 30 Menit Kartu Keluarga
Pemohon) g
Masyarakat mencetak sendiri L vk o
8 |dokumen melalui emai i Kartu Keluarga Selesai | 1 Menit Kartu Keluarga dikirim

melalui email

Selesai




Nomor SOP 420 [ 95 / BukcaRL / NN /2022,

Tanggal Pembuatan | 28 juM Zo22

Tanggal Revisi P

.,
1

Tanggal Efektif A KA
Disahkan Oleh f ~

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LEBONG Nama SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA mmmmzﬁ.mﬁ
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) n Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan KTP el 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. Smart Phone
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus KTP el

ditempat




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKRONIK (KTP EL) ONLINE

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS : PETUGAS KET
CALL PEJABAT KEPALA
TPUT
PEMOHON CENTER OPERATOR § FUNGSIONAL| BIDANG PENERIMA KELENGKAPAN | WAKTU ou
BERKAS
Pemohon mengajukan berkas ke
1 lcall center B LNeKaF Berkas Persyaratan Berkas Pemohon
Call Center memeriksa o
. . ; Memverifikasi dan
2 Wmﬂwmwﬂwﬂcm_._ﬁmscwm: jadwal Berkas lengkap 30 Menit menindaklanjut
L
Operator melakukan i 4
perekaman/memeriksa berkas | Memverifikasi dan | Sctelah data
dan mencetak draf (KTP “ Berkas lengkap 15 Menit menindaklanjuti di verifikasi
rusak/hilang/perubahan eleman) | Pusat
1
_um_.mc& _ucﬂmmmo:w_ _M_,_m_mxc_nm: “ A 1060 Beifkas sidab
3 vm:om_c_.m: : .m:om ARAN yang S AP — - Berkas Pemohon Menit teregistrasi dan
sudah diverifikasi Pusat e valid
Kepala Bidang mengecek berkas / Data/Berkas
: yang
4 |dokumen Berkas Pemohon | 10 Menit audalvaiid
Operator mencetak KTP EL \
6 KTP EL 10 Menit KTP EL
Petugas penerima dokumen )
7 |mencatat pembukuan KTP EL 2 Menit KTP EL
Petugas menyerahkan KTP EL = .
125 . . KTP EL diserahkan
8 |kepada pemohon = KTP EL Selesai 1 Menit ke pemohon
Selesai




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP

Y10 / 9o / uicanl / Vi /2022

Tanggal Pembuatan

28 JuNl 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

T

el >,

Disahkan Oleh

Pt S W
L t

e

Dasar Hukum :

Mr , %
Ly
{x {
X o7 dnd]
Nama SOP Hep Pe
iy
hd

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

2. UUno 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
8 Terampil mengoprasikan komputer SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI)
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI)

2.
3. Printer
4,

1, Komputer dengan Aplikasi SIAK
Internet/jaringan

ditempat

4. SOP Penerbitan KTP el Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1, Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus KTP el

~NIP. 19740308 199302 1001




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKRONIK (KTP EL)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PETUGAS KET
PEMOHON |OPERATOR PEJABAT SEFALAY PENERIMA KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
FUNGSIONAL| BIDANG
BERKAS
_ Mulai _

Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP
1 |operator Berkas Persyaratan Berkas Pemohon

Operator memeriksa berkas dan

melakukan proses . Memverifikasi dan

B M . I

. perekaman/perubahan f eritas lengkap HaleiBt menindaklanjuti

elamen/rusak/hilang I

Pejabat Fungsional melakukan ! Berkas sudah .
3 |pengajuan Pencetakan yang .“. & Berkas Pemohon | 10 Menit |teregistrasi dan sudah ,wmm.“m“”mwﬂ"”m,““

sudah diverifikasi Pusat T valid

Kepala Bidang mengecek berkas
4 |dokumen Berkas Pemohon | 10 Menit Data/Berkas yang

sudah valid

Operator mencetak KTP EL /
6 KTP EL 10 Menit KTP EL

Petugas penerima dokumen

Petugas menyerahkan KTP EL i
8 |kepada pemohon KTP EL Selesai | 1Menit | KT EL diserankan

ke pemohon

Selesai




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP Ut0 / 959 / QukKCAAL /W [ 900
Tanggal Pembuatan | 28 JuN| 2022

Tanggal Revisi g —— ey
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KABUPATEN LEBONG Nama SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : -
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 % Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

1 Komputer dengan Aplikasi SIAK

2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2 Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta kelahiran 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Kartu Identitas Anak




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA )

NO AKTIVITAS PELEKESNA T EAe KET
PEJABAT KEPALA KEPALA
PEMOHON | OPERATOR FUNSIONAL BIDANG DINAS KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Mulai
Pemohon mengajukan berkas ke | g s LENGKAP ;
1 Operator A | Berkas Persyaratan| 2 Menit Berkas Pemohon
Operator memproses Berkas X l L
| I . Memverifikasi dan
2 |pemohon TIDAK Berkas lengkap 10 Menit menindaklanjuti
,_wm_.m_..v.wﬂ _uc:%wwm:mrzw_mx,_hx_w:x Barks sutih
3 _um:<:. i mw xﬂ: Bw mx: g E Berkas lengkap 10 Menit teregistrasi dan
engajuan pencetakkan Dokumen sudah valid
Kepala Bidang Melakukan
5 |Verivifikasi berkas Dokumen Berkas lengkap 10 Menit Umﬁm\mm:ﬁm yang
sudah diteliti
Kepala Dinas menandatangani
KIA dengan Tanda Tangan . Data/Berkas yang
Elektronik WOIEIONGRER | OWESE | Tk el
(TTE)
Operator melakukan Pencetakan v
Dokumen 5 Menit KIA
Operator menyerahkan Dokumen .
8 |kepada pemohon KIA 1 Menit KIA diserahkan ke

pemochon

Selesai




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP Ut /953 / vuxcaal / Vin /2052
Tanggal Pembuatan | 28 JuMi 2022

Tanggal Revisi .

Tanggal Efektif AR

Disahkan Oleh S PIbd DINAS
Nama SOP Peneithitd

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3 Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) L. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2 Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan KTP el 4, Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Surat Keterangan Pindah

Datang Penduduk




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PINDAH DATANG

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PETUGAS KET
PEJABAT KEPALA KEPALA
PEMOHON |OPERATOR FUNGSIONAL| BIDANG DINAS PENERIMA KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
BERKAS
Mulai
Pemohon mengajukan berkas LENGKAP
1 |ke Operator Berkas Persyaratan Berkas Pemohon
Operator SIAK memeriksa
2 kelengkapan cm_..xmm dan Berkas lengkap 15 Menit §m3<.m::xmm_ .Qm:
melakukan penginputan dan f menindaklanjuti
pengajuan i
- - 1
Pejabat .ﬂﬂ:m.m % :M_ | Berkas sudah
g [Mamvaiiikasi Duklimen Lo 1} Berkas Pemohon | 10 Menit | teregistrasi dan
dengan kecocokan Data sudaly valid
denaan berkas
Kepala Bidang mengecek
4 |berkas dan memverifikasi Berkas Pemohon | 10 Menit i yang
. sudah valid
pengajuan
Kepala Dinas menandatangani Dokumen Surat
5 |Surat Pindah dengan Tanda Pindah yang sudah 30 Menit | DPate/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) diverifikasi dan sudah diteliti
diteliti
Operator mencetak dokumen 4
6 KK dan KTP 15 Menit KK dan KTP
7 |Petugas panerima dokumen KK dan KTP 2 Menit KK dan KTP
mencatat pembukuan
Petugas menyerahkan KK dan KTP
8 |dokumen kepada pemohon KK dan KTP Selesai| 1 Menit diserahkan ke
pemohon

Selesai




Nomor SOP Y0 / 99€ [ ukeael / Vi / zoz2
Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2022
Tanggal Revisi L
Tanggal Efektif EZ N KA, |
Disahkan Oleh 1 *ﬁ‘ NAS
G BATANG W;
— ] & xmnmwmm%mmc_gz
& PENCATATAN Sifjiel i Setiawan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL /z A%& pr1974 3405 199302 1001
KABUPATEN LEBONG Nama SOP Penérhitan SKPWN]
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) sl
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2 Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi
Kependudukan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI)

3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI)
4. SOP Penerbitan KTP el

5. SOP Penerbitan KIA

1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2 Internet/jaringan

3 Printer

4 Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Surat Keterangan Pindah

ditempat




PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PETUGAS KET
PEJABAT KEPALA KEPALA
PEMOHON |OPERATOR FUNGSIONAL| BIDANG DINAS PENERIMA | KELENGKAPAN | WAKTU OuUTPUT
BERKAS
Pemohon mengajukan berkas ke LENGKAP
1 Operator Berkas Persyaratan Berkas Pemohon
Operator memeriksa kelengkapan "..
2 cm_._am.m dan melakukan _ TIDAK Berkas lengkap 15 Menit z_maxmzmxmm_ .am_:
penginputan dan pengajuan i menindaklanjuti
I
- _ st 1
mo__wca _uﬁwmm_owm“ BM_H%M_E%J_ i Berkas sudah
3 n_o c_smnm x:mm ec e Lcada Berkas Pemohon | 10 Menit teregistrasi dan
BNGAn Helkas sudah valid
Kepala Bidang mengecek berkas E
o . : Data/Berkas yang
4 |dan memverifikasi pengajuan Berkas Pemohon | 10 Menit siidah vaiid
Kepala Dinas menandatangani l Uokumen Surat
5 |Surat Pindah dengan Tanda Pindah yang sudah | - Menit | Data/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) diverifikasi dan sudah diteliti
diteliti
Operator mencetak surat pindah
g |Yang sudah ditandatangani secara SuratPindah | 5 Menit Surat Pindah
elektronik
Petugas penerima dokumen Surat
7 |Pindah mencatat pembukuan Surat Pindah 2 Menit Surat Pindah
Petugas menyerahkan Surat . Surat Pindah
8 |Pindah kepada pemohon Surat _usnm: 1 Menit diserahkan ke
Selesai
d pemohon




Nomor SOP Y90 / 95k / oukepdL / it/ 2022
Tanggal Pembuatan | 28 JuN| 2022
Tanggal Revisi ~
Tanggal Efektif e
Disahkan Oleh A7 SANPHKEPALA DINAS
7 C\
i S
i & D5 Budd xmﬁmuﬁ.b
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL f Vit 49710408 199302 1001
KABUPATEN LEBONG Nama SOP Penhgfbitan K: Tuarga
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3 Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Pindah (SKPWNI) 2 Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Pindah Datang (SKDWNI) 3. Printer
4. SOP Penerbitan KTP el 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan KIA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Kartu Keluarga

ditempat




PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PETUGAS KET
PEMOHON |OPERATOR |PENGAJuAN | KEPALA | KEPALA | ppypRivA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
BIDANG DINAS
BERKAS

Pemohon mengajukan berkas LENGKAP

1 ke Operator Berlkas Persyaratan Berkas Pemohon
Operator SIAK memeriksa _

2 |kelengkapan berkas dan Berkas lengkap “smm.w._m EMM_.“”MM_%ML.MM:
mencetak draft KK : I

i i 1

Pejabat ,ﬂm:m.m%_._ﬂ_ ki " Berkas sudah

g [MEHNERIAC).DIA =g N B—— - Berkas Pemohon | 10 Menit |teregistrasi dan sudah
kecocokan Data dengan valid
berkas dan melakukan
Kepala Bidang mengecek /

4 |perkas dan memverifikasi . Dratt Kartu Keluarga| 10 Menit | D2'2/5e7kes Yang
pengajuan 1 yang sudah lengkap
Kepala Dinas menandatangani Dokumen Kartu

5 |KartuKeluarga dengan Tanda Keluarga yang 30 Menit | D@ta/Berkas yang
Tangan Elektronik (TTE) sudah diverifikasi sudah diteliti

dan diteliti

Operator SIAK mencetak KK yang

6 [sudah ditandatangani secara Kartu Keluarga 5 Menit Kartu Keluarga
elektronik
Petugas penerima dokumen KK .

7 |mencatit pembukuan Kartu Keluarga 2 Menit Kartu Keluarga
Petugas menyerahkan KK kepada

8 |pemohon Kartu Keluarga Selesai| 1 Menit Kartic Kl s

diserahkan ke pemohon

Selesai




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP 472/ 975 /DUKCAPIL/VII/2022

Tanggal Pembuatan 28-Jun-22
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif \m“‘wm..qm
Disahkan Oleh

Nama SOP Pene

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta kelahiran
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2.  Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kematian

ditempat




T S e e s maagy

Ket

Pelaksana Mutu Baku
N Aktivita thabid
o S Petugas Pelayanan
P i i Waktu 0 t
emohon Admin CALL Operator Acindaris Kasi Kematian Bttt Kepala Dinas Kelengkapan ak utpu
CENTER Sipil
1 hari
Mengajukan permohonan Surat Keterangan Kematian
1 Penerbitan AktaKeratian i Dari Kades/Rumah Sakit,
melalui WA CALL CENTER Kartu Keluarga Asli, KTP
DUKCAPIL yang meninggal
2
Menerima berkas online
Permohonan Penerbitan Akta Komputer dengan Whatsapp
2 |Kematian / menghubungi Web, Website, Android,
kembali pemohon jika ada Kuota
berkas yang bermasalah
Menerima dan Menginput Data Komputer, Aplikasi SIAK, < .
3 Akta Kematian Printer, Kertas Draft Draft Kutipan Akta Kematian
. N Regi Berkas Akt
Mengagendakan Berkas . omor . Spistai e sy
. ] Buku Agenda, pena, Chekslist Kematian, Nomor SK serta
4 |Permohonan Penerbitan Akta o
Kemati Berkas Checklist di Berkas
ematian Permohonan Akta Kematian
W
Memeriksa dan mengajukan Tidak \/ Ya
5 |berkas permohonan penerbitan < Komputer, Printer, Aplikasi Pengajuan Akta Kematian
. ¢ E SIAK, Kertas Draft dalam Aplikasi STAK
Akta Kematian
. Tida Ya
6 Memverifikasi Berkas Akta komputer dengan aplikasi Verifikasi Akta Kematian
Kematian SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
i/
7 |TE Komputer/Android dengan Tanda Tangan Elektronik
aplikasi SIAK untuk TTE Akta Kematian
Komputer/andorid, Printer, Kutipan Akta Kelahiran
8 Menerima File Kutipan Akta Kertas A4 80Gram

kematian melalui Email




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP 472/ 9% /DUKCAPIL/VII/2022

Tanggal Pembuatan 28-jun-22

Tanggal Revisi p——

Tanggal Efektif P r}m PR \
Disahkan Oleh \\ & ~KEPALADINAS

. 408 199302 1001

& _u_z>m
Q. | KEPENDUDUKAN
m»zz?
nnéaz.y LB

Nama SOP ARtaKe)

mmsmqw_nm%mwwm\ Daring

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

1. Komputer dengan Aplikasi SIAK

2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerhitan Akta kelahiran
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2.  Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kematian




Pelalksana Muiu Baku
N Aktivita e Ket
0. vitas 6
Petugas x Pelayanan .
L{ tu £
Pemohon bnmmrzﬂmw_._. Operator Agendaris Kasi Kematian Poiitatitai Kepala Dinas Kelengkapan Wak Outpu
Sipil
1 hari
Mengajukan permohonan Surat Keterangan Kematian
1 Penerbitan AktaKematian _ Dari Kades/Rumah Sakit,
melalui WA CALL CENTER Kartu Keluarga Asli, KTP
DUKCAPIL yang meninggal
Menerima berkas online »
Permohonan Penerbitan Akta * Komputer dengan Whatsapp
2 |Kematian / menghubungi Web, Website, Android,
kembali pemohon jika ada Kuota
berkas yang bermasalah
Menerima dan Menginput Data Komputer, Aplikasi SIAK, 2 .
2 Akta Kematian Printer, Kertas Draft BatE e AR Ralan
W .
Nomor Register Berkas Akta
Mengagendakan Berkas ) ;
N Buku Agenda, pena, Chekslist Kematian, Nomor SK serta
4 |Permohonan Penerbitan Akta A
b Berkas Checklist di Berkas
: Permohonan Akta Kematian
v
’ : Tidak Y
Memeriksa dan mengajukan 4
5 rm:ﬁm: meM—__do:mz mmm_“mwwnms < Komputer, Printer, Aplikasi Pengajuan Akta Kematian
; . P SIAK, Kertas Draft dalam Aplikasi SIAK
Akta Kematian
W
I Tida > Ya
6 Memverifikasi Berkas Akta komputer dengan aplikasi Verifikasi Akta Kematian
Kematian < SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
7 |TTE Komputer/Android dengan Tanda Tangan Elektronik
aplikasi SIAK untuk TTE Alcta Kematian
Komputer/andorid, Printer, Kutipan Akta Kelahiran
8 Menerima File Kutipan Akta Kertas A4 80Gram

kematian melalui Email




Nomor SOP 472/ 494 /DUKCAPIL/VII/2022

Tanggal Pembuatan 28-Jun-22

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif \&” mmw._wm \fn =

Disahkan Oleh > AS
L T
i, KE v\mwm.cw:zpv/

DAN
f PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL o
KABUPATEN LEBONG Nama SOP Pen
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

2. UUno 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RT Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

1. Komputer dengan Aplikasi STAK

2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta kelahiran
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kematian




Pelaksana Mutu Baku
= Ak Kabid i
0- tivitas Petugas Pelayanan 5
g E tput
Pemohon Operator Agendarls Kasi kematian Pineatitin Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Outpu
Sipil
Surat Keterangan EhH
Memasukkan Berkas Kematian Dari
1 |Permohonan Penerbitan Kades/Rumah Sakit,
Akta Kematian Kartu Keluarga Asli,
KTP yang meninggal
W
; Komputer, Aplikasi
t
2 el Z.,msm_:u: SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
Data Akta Kematian
Draft
M n Berk
engagendakan Be ; o Buku Agenda, pena, Nomor Register Berkas Akta
3 |[Permohonan Penerbitan : .
s Chekslist Berkas Kematian
Akta kematian
W
Memeriksa dan Tidak Ya i
mengajukan berkas < xo.E?ﬁn SEHoEE; Pengajuan Akta Kematiandalam
4 ) Aplikasi SIAK, Kertas 5 g
permohonan penerbitan Aplikasi SIAK
: Draft
Akta kematian
A4
Tida > Ya
5 Mernverifikasi Berkas komputer dengan Verifikasi AktaKematian dalam
Akta kematian < aplikasi SIAK, printer. Aplikasi SIAK
Komputer/Android :
6 | dengan aplikasi SIAK Tonda amsmeMWMa Kintk
untuk TTE
Mencetak Dokumen | Suareiln
Register Akta Kematian moEmz e mm: Register dan Kutipan Akta
& dan Kutipan Akta / aplikasi SIAK. printer, kematian
i ’ Kertas A4
Kematian
g Menerima Kutipan Akta 3

Kematian




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

28-jun-22

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

e \\
o R
e

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan

3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

1.
2

-

WN NM\
[
Pendidikan minimal SMA Sederajat

Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Terampil mengoprasikan komputer SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4, SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta kelahiran
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada
ditempat

Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kematian

472/ 45y /DUKCAPIL/VII/2022




Pelaksana Muiu Baku
i T Kabid i
0. tivitas et
Pemohon Operator _umn—.nmm. Kasi kematian Pelayanan Kepala Dinas Kelengkapan Walkiu Qutput
Agendaris Pencatatan
Sipil
Surat Keterangan 1 ban
Memasukkan Berkas Kematian Dari
1 |Permohonan Penerbitan Kades/Rumah Sakit,
Akta Kematian Kartu Keluarga Asli,
KTP yang meninggal
\r
: . Komputer, Aplikasi
M
2 HABEIIE SN .m:mSvE SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
Data Akta Kematian
Draft
Mengagendakan Berk
o i m_.. o8 == Bulku Agenda, pena, Nomor Register Berkas Akta
3 |Permohonan Penerbitan A ;
" Chekslist Berkas Kematian
Akta kematian
v
Memeriksa dan Tidak Ya i
mengajukan berkas 2 xo.E?.;ms Fitnter: Pengajuan Akta Kematiandalam
4 ; Aplikasi SIAK, Kertas -
permohonan penerbitan Aplikasi SIAK
) Draft
Akta kematian
. Tida > Ya
5 Memverifikasi Berkas komputer dengan Verifikasi Aktal{ematian dalam
Akta kematian < aplikasi SIAK, printer, Aplikasi SIAK
y
Komputer/Android .
El
6 |rre dengan aplikasi SIAK e ﬁzmwm_ﬁmﬂ_maax e
untuk TTE
Mencetak Dokumen L ford :
Register Akta Kematian ﬁ.o.sv.z er m:mm ! Register dan Kutipan Akta
¢ dan Kutipan Akta apliicasi STAL, priften, kematian
. P Kertas A4
Kermatian
8 Menerima Kutipan Akta mlv

Kematian




Nomor SOP 472/ v93 /DUKCAPIL/VII/2022
Tanggal Pembuatan 28-Jun-22
Tanggal Revisi —
Tanggal Efektif \ e AN
Disahkan Oleh .
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG Nama SOP Penerbi
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta Kematian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran

ditempat




Pelaksana Mutu Baku
N Akti Sabid K
o. vitas et
: = Petugas i Pelayanan -
Pemohon Admin CALL Operaton Agendaris Kasi Kematian Feieatitn Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output
CENTER g
Sipil
1 hari
Mengajukan permaohonan Fc Buku Nikah, Fe KK,
1 Penerbitan Akta kelahiran Fc KTP, Surat Ket
melalui WA CALL CENTER 2 Kelahiran dr
DUKCAPIL " Bidan/RS
Menerima berkas online m\ :
Permohonan Penerbitan Akta - Komputer dengan
2 [Kelahiran / menghubungi Whatsapn Web,
. N Website, Android,
kembali pemohon jika ada
Kuota
berkas yang bermasalah
Menginput Data Akta Kelahiran Komputer, Aplikasi
3 |dan mengupload Foto Berkas SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
online ke SIAK Draft
Mengagendakan Berkas 2059.. Register Berkas Akta
1 | Mermiokinin Persiblian Ak — Buku Agenda, pena, Kelahiran, Nomor SK serta
kelahi Chekslist Berkas Checklist di Berkas
R Permohonan Akta kelahiran
v
. . Tidak Ya .
Memeriksa dan mengajukan Komputer, Printer, . s
. e Pengajuan Akta kelahiran
5 |berkas permohonan penerbitan Aplikasi STAK, Kertas i
i dalam Aplikasi SIAK
Akta kelahiran Draft
B Tida \ / e
6 Memverifikasi Berkas Akta komputer dengan Verifikasi Akta Kelahiran
kelahiran < aplikasi SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
mo_dw‘,_nm_..\bzm.da Tanda Tangan Elektronik
7 |TTE dengan aplikasi SIAK Akta kelahiran
untuk TTE
Komputer/andorid, Kutipan Akta Kelahiran
8 Menerima File Kutipan Akta Printer, Kertas A4

Kelahiran melalui Email

80Gram




Nomor SOP 472/ 453 /DUKCAPIL/VII/2022
Tanggal Pembuatan 28-Jun-22
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG Nama SOP _umsmé_g
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi STAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4, SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta Kematian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran

ditempat




Pelaksana Mutu Baku
% Alittol Kabid v
0. tivitas et
Petugas g Pelayanan :
P t
emohon b.“._.._-m:n CALL Operator Agendarls Kasi Kematian Pencatatan Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Qutpul
NTER Sipil
1 hari
Mengajukan permohonan Fc Bulku Nikah, Fc KK,
1 Penerbitan Akta kelahiran .l\ Fc KTP, Surat Ket
melalui WA CALL CENTER N Kelahiran dr
DUKCAPIL Bidan/RS
Menerima berkas online » X 4
Permohonan Penerbitan Akta OIHRULEr cengan
: 2 Whatsapp Web,
2 [Kelahiran / menghubungi : :
. i Website, Android,
kembali pemohon jika ada
Kuota
berkas yang bermasalah
Menginput Data Akta Kelahiran Komputer, Aplikasi
3 |dan mengupload Foto Berkas SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
online ke SIAK Draft
Mengagendakan Berkas ZoEE.. Register Berkas Akta
& | Bermtianan benprbiviis Buku Agenda, pena, Kelahiran, Nomor SK serta
relahi Chekslist Berkas Checklist di Berkas
v Permohonan Akta kelahiran
Vv
Memeriksa dan mengajukan Tidak > Ya Komputer, Printer
; N L : Pengajuan Akta kelahiran
5 |berkas permohonan penerbitan Aplikasi SIAK, Kertas dalam Aplikasi SIAK
Akta kelahiran Draft p
4
- Tida > Ya X
6 Memverifikasi Berkas Akta komputer dengan Verifikasi Akta Kelahiran
kelahiran < aplikasi SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
chvw;E..\ b:m:.aa Tanda Tangan Elektronik
7 |TTE dengan aplikasi SIAK .
Alkta kelahiran
untuk TTE
Komputer/andorid, Kutipan Akta Kelahiran
8 Menerima File Kutipan Akta Printer, Kertas A4

Kelahiran melalui Email

80Gram




ditempat

Nomor SOP 472/ w52 /DUKCAPIL/VII/2022
Tanggal Pembuatan 28-Jun-22
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ]
KABUPATEN LEBONG Nama SOP PenerbitansAKt
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta Kematian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran




Pelaksana Mutu Baku
N Aktivita Sabsd Ket
0. kiivitas e
Pemohon Operator bMM”“‘anMm Kasi Kelahiran _WM.MMHM._.. Kepala Dinas Kelengkapan Waltu Qutput
Sipil
1 hari
Memasukkan Berkas Fe Bulu Niteah, Fe KK,
. . s Fe KTP, Surat Ket
1 [Permohonan Penerbitan )
Akta Kelahiran Kelahirants
Bidan/RS
W
; : Komputer, Aplikasi
M ima dan Menginput
2 |Vener i SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
Data Akta Kelahiran
Draft
Mengagaidslen Barkas 29.:9.. Register Berkas Akta
: g === Buku Agenda, pena, Kelahiran, Nomor SK serta
3 [Permohonan Penerbitan . o
Akta kelahiran Chekslist Berkas Checklist di Berkas
Permohonan Akta kelahiran
v
Memeriksa dan Tidak Ya i
mengajukan berkas < _AO.EES... PrntE, Pengajuan Akta kelahiran
4 . Aplikasi SIAK, Kertas ST
permohonan penerbitan dalam Aplikasi SIAK
. Draft
Akta kelahiran
A4
ey Tida > Ya
5 Memverifikasi Berkas komputer dengan Verifilasi Akta Kelahiran
Akta kelahiran < aplikasi SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
_Aou.:vz_“m_,.\ >ua._35 Tanda Tangan Elektronik
6 |TTE dengan aplikasi SIAK Akta kelahiran
untuk TTE
Mencetak Dokumen k S,
Register Akta Kelahiran L Register dan Kutipan Akta
7 ) aplikasi SIAK, printer. s
dan Kutipan Akta Kelahiran
. Kertas A4
Kelahiran
g Menerima Kutipan Akta L

Kelahiran




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Nomor SOP 472/ 952 /DUKCAPIL/VII/2022

Tanggal Pembuatan 28-Jun-22

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh x\\wﬁ, DINAS

I

[a

_

/»

BN \ww\? 708 199302 1001

Nama SOP

pias ety

”\ &
Penerbitan @m&m@&wﬁ»

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 1. Pendidikan minimal SMA Sederajat
2. UU no 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 2. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk
tentang administrasi kependudukan 3. Terampil mengoprasikan komputer SIAK
3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan Aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) 2. Internet/jaringan
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. Printer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Penerbitan Akta Kematian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses
2. Pelayanan tersebut selesai tepat waktu bila pejabatnya berada Masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran

ditempat




Pelaksana Mutu Baku
N s Kabid i
0. tivitas et
Petugas : Pelayanan
t i
Pemohon Operator Adenliibls Kasi Kelahiran B tta it Kepala Dinas Kelengkapan Wakitu Output
Sipil
1 hari
Miinssulkkan Berkas Fc Buku Nikah, Fc KK,
) Fe KTP, Surat Ket
1 |Permohonan Penerbitan :
Akta Kelahiran Kelehirancy
Bidan/RS
W
; ; Komputer, Aplikasi
M dan M t
g |Venerimadan Menginpu SIAK, Printer, Kertas Draft Kutipan Akta kelahiran
Data Akta Kelahiran
Draft
Metgagendakar Betkias 29:9.. Register Berkas Akta
; Buku Agenda, pena, Kelahiran, Nomar SK serta
3 |Permohonan Penerbitan : -
Akta kelahira Chekslist Berkas Checklist di Berkas
a ‘ran Permohonan Akta kelahiran
v
Memeriksa dan Tidak > Ya i
mengajukan berkas 3 mﬂmﬁv,.:m..‘ Frinter, Pengajuan Akta kelahiran
4 , Aplikasi SIAK, Kertas S
permohonan penerbitan Draft dalam Aplikasi SIAK
Akta kelahiran 4
o Tida > Ya
s Memverifikasi Berkas komputer dengan Verifikasi Akta Kelahiran
Akta kelahiran < aplikasi SIAK, printer. dalam Aplikasi SIAK
_ﬁc:%ﬁmw.\mﬁmﬁoi Tanda Tangan Elektronik
6 |TTE dengan aplikasi SIAK Akta kelahiran
untuk TTE
Mencetak Dokumen komputer d
Register Akta Kelahiran R Register dan Kutipan Akta
7 . aplikasi SIAK, printer. :
dan Kutipan Akta Kelahiran
. Kertas A4
Kelahiran
5 Menerima Kutipan Akta N

Kelahiran




SOP

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN KABUPATEN LEBONG



Nomor SOP 800/ 4 /DKT//2022
Tanggal Pembuatan | : 2/ Januari 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 2/ Januari 2022
Disahkan Oleh . Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN N & ny ] tullah, MM
SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA S & Nip. 19800510 200604 1 004
Nama SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana

1. UU 13/2003 (tentang Ketenagakerjaa)
2. PERMEN NAKERTRANS 07/Men/IV/08 (tentang Penempatan Tentang Kerja)

1. Menguasai Administrasi Umum
2. Memahami Tupoksi dari Unit Kerjanya.

Keterkaitan :

Peralatan/Kelengkapan :

Pencari Kerja dan Pemberi Kerja

Sarana / prasarana yang disediakan oleh Dinas : Meja, kursi, komputer,
alat tulis, Blangko AK 1, Ruang tunggu, WC umum,dan parkir.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pencari ketja yang akan mencari pekerjaan harus terdaftar di Dinas Ketenagakerjaa n dan
Transmigrasi

Pencari kerja harus membawa :

- Fotocopy KTP yang dilegalisir

- Fotocopy ljazah yang dilegalisir

- Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 1
lembar.




A.

B.

FORM LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

DATA KEGIATAN
1. Judul SOP :  Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning /AK.1)
2. Qutput . Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning /AK.1)

3. Pelaksanaan

L

S

. dst

PELAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

No Uraian Kerja/Prosedur

1. | Menerima calon pencari kerja

2. | Melakukan tanya jawab/wawancara dengan calon pencari kerja

3. | Memeriksa berkas persyaratan pembuatan kartu pencari kerja

4, | Pencari kerja mengisi blangko AK.2

5. | Menginput data berkas pencari kerja

6. | Mencetak dan menerbitkan kartu pencari kerja/AK. 1

7. | Kartu pencari kerja di tandatangani oleh petugas penggantar kerja atau kasi

8. | Meminta pencari kerja untuk memfotocopy kartu pencari kerja untuk dilegalisir
9. | Fotocopy kartu pencari kerja dilegalisir

10. | Kartu pencari kerja serta fotocopyannya di serahkankan ke calon pencari kerja
11. | Menyimpan arsip data pencari kerja




URATAN PROSEDUR

A PELAKSANA MUTU BAKU KET
e URAIAN. FROSEDYR Kabid | Kasi | Staf Naker | Pencaker Persyr/klkpn Waktu Qutput
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Menerima calon pencari kerja e ey Calon pencari kerja Jangka waktu Kartu
5 Melakukan tanya jawab/wawancara H - Calon pencari kerja Proses Pencari
" | dengan calon pencari kerja poe— penyelesaian Kerja
m Fotocopy KTP yang dilegalisir | selama + 15- (Kartu
_k_.w Fotocopy ljazah yang 20 menit Kuning
3 Memeriksa berkas persyaratan pembuatan F\_ dilegalisir /AK.1)
" | kartu pencari kerja “ Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2
B ] lembar, Pasfoto ukuran 4x6
| sebanyak 1 lembar.
4. | Pencari kerja mengisi blangko AK.2 .LF.
5. | Menginput data berkas pencari kerja o e
6. | Mencetak dan menerbitkan kartu pencari B
| kerja/AK.1 o
- Kartu pencari kerja di tandatangani oleh Bw\ Kartu pencari kerja telah di
" | petugas penggantar kerja atau kasi 1 ] cetak
Meminta pencari kerja untuk %
8. | memfotocopy kartu pencari kerja untuk — E\ﬂ
dilegalisir rd
9. | Fotocopy kartu pencari kerja dilegalisir = Fotocopyan kartu pencari kerja
10, | Kartu pencari kerja serta fotocopyannya di n..__u
* | serahkankan ke calon pencari kerja ]
11. | Menyimpan arsip data pencari kerja _- o mm Berkas persyaratan dan o
2 fotocopyan kartu pencari kerja




SOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG



NOMOR 0P T
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS| ﬁ
TANGGAL EFEKTIF “
- ——— SEMAA KahUPATEN LeBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatandan Yankes JIV.b
€ NIE-49760 405199703 1 073
N
—— PEMBERIAN SURAT I8 BRAKTIK PENATA ANESTASI PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR HUKUM ; KUALIFIKASI PELAKSANA - T
1 Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Memahami Peraturan _um_.:znmzm.c:amumm: yang terkait
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memaharni Persyaratan Perizinan
8. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan g Mempunyai Komitman tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggarzan Praktik Penata Anestasi 4, Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2, Pemeriksa Berkas 1 Orang
= Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERICAITAN : _umzb_.b._..uZ\_umz_.mzmeuhz :
2 SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.lebong 1. Kemputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2, ATK 4. Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalak yang dialami

- Mencatat kedalam buky kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian lzin

Pemberian lzin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Penata Anestesi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasl
Penyerahan Surat |zin Praktik Penata Anestesi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Penata Anestesi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permaohonan Izin Praktik Penata Anestasi
Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohoen izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat |zin Praktik Penata Anestasi
Penyerahan Surat |zin Praktik Penata Anestasi

Nowuswen e

SURAT MASUK

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK PENATA ANESTASI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan

Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Bidang Y. Keterangan
¥ Pemohon Penerima Berkas Tim Verifikasi i ieing Yarkas Kepala Kelengkapan Waktu Output s
dan SDMIK
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR
i 5.S8IP P
Mengajukan Surat permohonan yang masih berlaku, mnmq_m {untuk permohonan|
3 SIP  Kedua atau  perpanjangan), 6. Surat
untuk menerbitkan Pemberian 5 % Kelengkapan Berkas,
_ ; . keterangan/pengantar  dari  fasilitas  pelayanan
1. |izin Praktik Penata Anestasi . . 1 Hari Permohonan dan
i kesehatan tempat Penata Anestasi akan berpraktik, 7. .
Pada Fasilitas Pelayanan 3 Disposisi
P Surat izin atasan langsung, 8, Surat keterangan sehat, 9.|
Surat rekomendasi dari organisasi profesi, 10. Pasphoto
4Ax6 sebanyak 2 lembar,
2 Menerima  Permohonan  fzin Kelengkapan Berkas Permohanan dan Disposisi 15 Menit |Persyaratan Lengka
" |Praktik Penata Anestasi Ekap P v gkap
3 ms.mﬂm::xmm_ data pemohon Persyaratan Lengkap 30 Menit Hasil <m_._.4‘__mmm_ data
izin pemohon izin
Memeriksa kelengkapan dan Berita Acara Hasi Tanda panah
4. |kebenaran dokumen Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit <M““+._ﬂmmmnvmmMN_:m= keatas
persyaratan menunjukan
% |Momedlides qdte. pemohon Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit |Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat |zin —— ; Surat lzin Praktik]
% Praktik Penata Anestasi Haslivaldss] it Penata Anestasi
Pen b Surat I7in Surat Izin Praktik
7. vera 2 Surat Izin Praktik Penata Anestasi 30 Menit |Penata Anestasi

Praktik Penata Anestasi

sudah diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Surat Izin Praktik Penata Anestesi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. |Surat Permohonan
2. |FCKTP
3. |FCljazah
4. |STR yang masih berlaku
5 SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua atau
" |perpanjangan)
6 Surat keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan
" |kesehatan tempat Penata Anestesi akan berpraktik
7. |Surat Izin atasan langsung
8. |Surat keterangan sehat
9. |Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes

NOMOR sop

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

A m.w 06/499703 1 003
L e p O
A— PEMBERIAR-SURAT- 1K TENAGA GIzI PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PE| LAKSANA : ~
2 Undang-Undang Norrior 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2 Undang-Undang Nomror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2, Memahami Persyaratan Perizinan
3 Undang-Undang No.26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
8 wm_.m:.__,mJ _.smsﬂmw_. Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Prakeik a Kegiatan tepat sasaran dan tepREWAREG
Tenaga Gizi
Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2, Pemeriksa Berkas 1 Orang
3. Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai benerima, Tim Tekais, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENG KAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong % Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2, ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami
oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam buky kendaliizin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian lzin

Pemberian lzin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Gizi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Tenaga Gizi (SIKTGz))

C. IDENTIFIKASI LANGKAH
LANGKAH AWAL 1. Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Gizi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
LANGKAH UTAMA 2. Menerima Permohonan lIzin Praktik Tenaga Gizi
3 Menverifikasi data pemohon izin
4, Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
5. Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
6. Menandatangani Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz)
LANGKAH AKHIR 7 Penyerahan Surat Izin Prakiik Tenaga Gizi (SIKTGz)

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Penerima Kepala Bidang Keterangan
Pemohon Btk Tim Verifikasi Yankes dan SDMK Kepala Kelengkapan Waktu Output
1.Surat Permchonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4.
STR yang masih berlaku, 5. SIP Pertama {untuk
Mengajukan Surat| permohonan SIP Kedua atau perpanjangan), 6.
permohonan untuk Surat  keterangan/pengantar dari fasilitas Kelengkapan  Berkas
1 |menerbitkan Pemberian izin pelayanan kesehatan tempat Tenaga Gizi akan| 1 Hari |Permchonan dan
Praktik Tenaga Gizi Pada berpraktik, 7. Surat izin atasan langsung, 8, Surat Disposisi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan keterangan sehat, 9, Surat rekomendasi dari
organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2
lembar.
Menerima Permohonan Izin y s ;
2 i Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit |Persyaratan Lengkap
Tenaga Gizi
M ; 3 - —
3 ..m:<m:zxmm_ data pemohon Betsyarstsn Langkap 30 Menit Hasil <m_..:._xmm_ data
izin pemohon izin
i kelengk d t;
Memeriksa kelengkapan dan o - |Berita  Acara  Hasil Tanda . panah keatas
4 |kebenaran dokumen Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit S ; menunjukan
Verifikasi Perizinan
persyaratan permohonan ditolak
idasi
s [Pemilisal data. pamalion Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit |Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin i . Surat  lzin Praktik|
6 |praktik Tenaga Gai (SIKTGz) Rl Valiens) 30 Menit | haga Gizl (SIKTG2)
Penyerahan Surat lzin Praktik SIKTGz sudah
Si i i (€} i
7 Tenaga Gizi (SIKTGZ) urat |zin Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz) 30 Menit diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1 Format Surat Masuk
2 Perihal Surat Masuk

3




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIS|

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

L

NAMA sop

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA ;

L. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Undang-Undang No.45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait

2 Memahami Persyaratan Perizinan

3; Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4, Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1 Penerima Berkas 1 Orang

2; Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Verifikasi 5 Crang

Pengaviasan Internal

Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

|KETERKAITAN ;

vmxbs.—.bz.\tmw_.mzmzbvbz :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1 Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 SOP surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

S lJ”rl -
PEMBERIAN SURAT 121N PRAKTIK _.mx._.zom*_mo_m PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

= lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan rmempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh

- Mencatat kedalam buku kendali izin vang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

JENIS KEGIATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Pemberian Izin

b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Elektromedia Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Praktik Elektromedia (SIP-E)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Elektromedia Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Praktik Elektromedia (SIP-E)
Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Praktik Elektromedia (SIP-E)

NouswNn &

Penyerahan Surat Izin Praktik Elektromedia (SIP-E)

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2 Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK

ELEKTROMEDIA PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Kepal Keteran,
8 Pemohon Penerima Berkas | Tim Verifikasi upeis Dicang Vankes Kepala Kelengkapan Waktu Output erangan
dan SDMVIK
1.5urat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR yang
masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP)
Mengajukan m:.qa permohonan Kedua atau perpanjangan), 6. Surat| Kelengkapan Berkas
untuk menerbitkan Pemberian keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan kesehatan :
L | ) : 1Hari |Permohonan dan
izin Praktik Elektromedia Pada tempat Elektromedia akan berpraktik, 7. Surat izin Dispitisis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atasan langsung, 8. Surat keterangan sehat, 9. Surat
rekomendasi dari organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6
L Le L b
Menerima Permohonan  lzin . ;
2 Praktik Elektromedia (SIP-E) Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit |Persyaratan Lengkap
3. |Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit Hasil <m:+.,_xmw_ data
pemohon izin
Tanda panah keatas
Memeriksa  kelengkapan dan ; . ; Rl . |Berita Acara Hasilimenunjukan
; t . et )
4 kehemaran Hakormen pEmyarsn Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Meni Verifikasi Perizinan  |permohonan
clitalal
5. .gm_.s,..m_amm_ n.m»m. vmﬂo:o: Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit |Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat |zin T . Surat lzin  Praktik
i " ’ Hasil Validasi 30
8 |Praktik Elekiromedia (SIP-E) il Menit | rektromedia (SIP-E)
i i Surat  Izin  Praktik|
7. |Penyerahan Surat lzin Praklik( Surat Izin Praktik Elektromedia (SIP-E) 30 Menit |Elektromedia  (SIP-E)

Elektromedia (SIP-E)

sudah diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Surat Izin Praktik Elektromedis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Surat Permohonan

FC KTP

FC ljazah

STR yang masih berlaku

AR Eal Kol I e

SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua atau
perpanjangan)

o

Surat keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan
kesehatan tempat Elektromedia akan berpraktik

Surat Izin atasan langsung

Surat keterangan sehat

©wle|N

Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seltsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes

NOMOR 50P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

— —=
NAMA SOb PEMBERIAN SURAT IZIN umbx,_.__ﬂ._,.m_gbﬂ RADIOGRAFER PADA FASILITAS PELAYANAN
_ |KEsEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan nmE:amzm.:aamzmm: vang terkait
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2, Memahami Persyaratan Perizinan
3: Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - 1 Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4 Peraturan Menteri Kesehatan R Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pekerjaan a Kegiatan tepat sasaran dan tepat wakty
Radiografer
Jumlah Pelaksana
1 Penerima Berkas 1 Orang
2. Pemeriksa Berkas 1 Crang
3. Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai benerima, Tim Teknis, Kepala Scksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
L SOP Pelayanan OPD/instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami
oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendalj izin yang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA RADIOGRAFER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian lzin
b. Kegiatan Pemberian lzin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA RADIOGRAFER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Radiografer Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Penyerahan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Radiografer Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Tenaga Radiografer
Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
Penyerahan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

NV s wWwN B

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA RADIOGRAFER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Keglatan Kepala Bidang Keterangan
taf SDI i
Pemohon Sta MIK | Tim Verifikas| Yankes dan SDVIK Kepala Kelengkapan Waktu Output
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR
yang masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan
Mengajukan surat permohonan SIP  Kedua  atau perpanjangan), 6. Surat
i untuk menerbitkan Pemberian izin keternagnan/pengantar  dari  fasilitas  pelayanan 1 Hari Kelengkapan Berkas
" |Praktik Tenaga Radiografer Pada kesehatan tempat Tenaga Radiografer akan berpraktik, Permohonan dan Disposisi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Surat izin atasan lagngsung, 8. Surat keterang sehat,
9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, 10.
Paspheto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Tanda panah keatas)
Menerima Permohonan Izin| ikl Permokisgan
2, i Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 30 Menit |Persyaratan Lengkap dikembalikan _S«m:w_
Tenaga Radiografer
persyaratan belum|
lengkap
o . . |Hasil  Verifikasi data
3. |Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit pemohon izin
" ; . |Tanda panah keatas|
Memerik kelengk da ; : ; .
4. emeriksa e m:.m apan n Hasil Verifikasi data permohon izin 30 Menit mm_._ﬁm : >nm.:.m Hrnll menunjukan permohonan
kebenaran dokumen persyaratan Verifikasi Perizinan 5
ditolak
5, |Memwaldas) deia pemotian; kan Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit Hasil Validasi
yang telah diverifikasi
Menandatangani  Surat  lzin cr e o ; Surat Izin  Kerja
8 |Kkerja Radiografer (SIKR) Hasi| Vilidess 30 Menit| o diografer (SIKR)
7. |Penverahan Surat lzin Kerja Surat Rekomendasi pemberian Izin Toko Obat | 30 Menit |SIKR di serahkan

Radiografer (SIKR)




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk

3.




Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nemor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggarzan Pekerjaan Tenaga Sanitarian

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI ST iy
TANGGAL EFEKTIF Lot 08, N
%ﬂb DINAS KESEF \O. AHUPATEN LEBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG (Z[ 05
DINAS KESEHATAN | | KESEHATAN (
DISAHKAN OLEH T _‘ *
BIDANG YANKES DAN SDMK / * i
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes //A
NITARIAN PADA EASILITAS
NAMA S PELAYANAN KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan Parundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memahami Persyaratan Perizinan

3
4,

Mempunyai Komitmen tinggi untuk menvelesaikan setiap tahapan
Kegiatan tepat sasaran clan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1.  Penerima Berkas 1 Orang

2. Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Verifikasi 5 Orang

Pengawasan Internal

Berjenjiung mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. 50P Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. S0P Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN £

- lJika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yarig dialami oleh
Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendali izin vang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Pemberian lzin

b. Kegiatan Pemberian lzin

Scoup/ Ruang Lingkup

Dinas Kesehatan Kahupaten Lebong

B. IDENTIFIKAS| KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Sanitarian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Penyerahan Surat lzin Tenaga Sanitarian (SIKTS)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Prakiik Tenaga Kesehatan Sanitarian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Sanitarian
Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Menandatangani Surat |zin Tenaga Sanitarian (SIKTS)
Penyerahan Surat Izin Tenaga Sanitarian (SIKTS)

Ukuran Surat Masuk

1 Format Surat Masuk

2, Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN PADA FASILITAS KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Bidang Keterangan
Staf S Tim Verifikasi Wakt
Pemohon af SDMIC m Verifikasi Yankes dan SDMK Kepala Kelengkapan akiu Output
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR yang
Mengajukan surat permohonan masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP
untuk menerbitkan Pemberian u Kedua atau perpanjangan), 6. Surat keterangan/pengantar, Kelengkapan Berkas|
1. |izin Praktik Tenaga Kesehatan s m_. dari fasilitas pelayanan kesehatan Tempat Tenaga| 1Hari |Permohonan dan
Sanitarian Pada Fasilitas| —g Sanitarian akan berpraktek, 7. Surat izin atasan langsung, Disposisi
Pelayanan Kesehatan 8. Surat keterangan sehat, 9. Surat rekomendasi dari
organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
2 Menetima _Petmohansh  Rip Kelengk Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit |Persyaratan Lengk;
" |Tenaga Kesehatan Sanitarian EXERaN. © nspasisl ent ¥ EER
3. [Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit N_M_._m.,_»_u_“m h_ﬁwm_ data
Tanda panah keata
Memeriksa  kelengkapan dan . I e Berita Acara Hasil|menunjukan J
4. emoho i PRI, e
kebenaran dokumen persyaratan Hlasil Verfikast data pemohon tein SMenix Verifikasi Perizinan |permohonan
ditolak
Memvalidasi data pemohon . ’ : s o . :
5 izin yang telah diverifikasi Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 0 Menit |Hasil Validasi
Menandatangani  Surat  Izin ) .. |Surat lzin Tenaga
; ik P Valid -
8 |Tenaga Sanitarian (SIKTS) HasiNdEs 3O Menit | nitarian (SIKTS)
Surat lzin Tenaga
e i ; oo itari
7 |ewerahan SUrdt.lin Tenaga Surat Izin Tenaga Sanitarian (SIKTS) 30 Menit |-2nitarian

Sanitarian (SIKTS)

(SIKTS)sudah
diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

ol i




NOMOR SOP
TANGGAL PEMBIATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMK M, SKVI
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes Pofyllina Fl1/IV.h
1 . NIP Awyw h_ 06 199703 1 003
N 4
— vmzwmz_%.ﬂ_ma%.%@ﬁa "_.M_Sv.m GIGI DAN MULUT PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATA
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA : —
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan L. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2, Memahami Persyaratan Periziran
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3; Mempunyai Komitmen tinggi untuk menvyelesaikan setiap tahapan
s Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nemeor 20 Tahun 2016 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 4, Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2. Pemeriksa Berkas 1 Orang
3. Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : ) PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. S0P Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh
Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN I1ZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

JENIS KEGIATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Pemberian lzin

b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA

Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Terapis Gigi sdan Mulut Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

LANGKAH AKHIR Penyerahan Surat Izin Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
LANGKAH AWAL 1. Mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Terapis Gigi sdan Mulut Pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
LANGKAH UTAMA 2. Menerima Permohonan Izin Tenaga Kesehatan terapis Gigi dan Mulut
3, Menverifikasi data pemohon izin
4, Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
5. Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
6. Menandatangani Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
LANGKAH AKHIR 7. Penyerahan Surat Izin Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT PADA FASILITAS KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Bidang Keterangan
Pemohon Staf SDMIK Tim Verifikasi Yankes dan SDMK Kepala elengkapan Waktu Output
1.Surat Permohonan, 2, FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR yang
Mengajukan surat permohonan masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP
untuk menerbitkan Pemberian Kedua atau perpanjangan), 6. Surat keterangan/pengantar| Kelengkapan Berkas
1 |izin Praktik Tenaga Kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan Terapis gigi dan mulut] 1 Hari Permochonan  dan
Terapis Gigi sdan Mulut Pada akan berpraktek, 7. Surat izin atasan langsung, 8. Surat| Disposisi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan keterang sehat, 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi,
10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Menerima  Permohonan  lzin
2 |Tenaga Kesehatan terapis Gigi Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit  [Persyaratan Lengkap
dan Mulut
3 |Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit Hasil <m~.=q_._nmm_
data pernohon izin
’ .|Tanda panah keatas
Memeriksa kelengkapan dan = . s > mm_._ﬁm >.nmwm Hasil 3m=:=wc_$3
4 Hasil Verifikasi data permohon izin 30 Menit  |Verifikasi
kebenaran dokumen persyaratan f permohonan
Perizinan -
ditolak
5 (ARt GRs peimolion Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit  |Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani  Surat  Izin Surat Izin Praktik|
6 |Praktik Terapis Gigi dan Mulut Hasil Validasi 30 Menit  |Terapis Gigi dan
(SIPTGM) Mulut (SIPTGM)
Penyerahan Surat lzin Surat Surat lzin  Praktik
7 |lzin Praktik Terapis Gigi dan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 30 Menit  [Terapis Gigi dan|

Mulut (SIPTGM)

Mulut (SIPTGM)




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1 Format Surat Masuk
2 Perihal Surat Masuk

3




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Suinber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes

NOMOR SOP

TANGGAL PEIMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA sop
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tah un 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memahami Persyaratan Perizinan
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2011 tentang Tenaga Kesehatan 3 Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
u = .38 2 ji i
2 m““.“_m:m Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga 4 Kegiatan tepat sasaran dan tepaEwakin
5 umEEE:. Menteri _mew:mg: RINomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan umlah Pelaksana
dan Praktik Tenaga Gizi
1. Penerima Berkas 1 Orang
2. Pemeriksa Berkas 1 Orang
3; Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang
dialami oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit

PEMBERIAN SURAT zmmm&@mz_uhm_ IZIRl PRAKTIK TENAGA KESEHATAN Gizl




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk

b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDAS! IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN GIZI

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian lzin

Pemberian Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI 1ZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN GIZ|

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi

Menerima Permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi, kajian teknis dan Validasi data

Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi

CENOU A WL P

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN GIzI

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Penerima X . Kepala Bidang Keterangan
h T ikasi
Pemohon Berkas im Verifikasi Tim Teknis Yankes dan SDMK Kepala Kelengkapan Waktu Output

1.Surat Permohonan, 2.5can Asli KTP, 3. Scan Asli ljazah,

4.5can Asli STRTGizi vyang masih berlaku, 5. Scan Asli

SIPTGizi atau SIKT Gizi Pertama (untuk permahonan SIPTGizi
M ¢ " ; "

engajukan mc.aﬁ cmqao_._o:.m_._ atau SIKTGz xma:.m m.mE umﬂnmamzm.m:r 6. Scan >w_.. surat Ralarighiipan Sois
i untuk menerbitkan Pemberian pernyataan memiliki tempat praktik, 7. Scan Asli surat 1 Harl permohonan d
izin Praktik Tenaga Kesehatan ketrangan/pengantar puskesmas di wilayah bidan praktik 2 % an
i . . | Disposisi
Gizi secara mandiri, 8. Scan Asli surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki SIP, 9. Surat Rekomendasi Asli Cap
Basah dari organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x5 sebanyak 2
lembar.
Menerima Surat permehonan
untuk menerbitkan Pemberian . . )

2 2ii Praktik Tenaga Kesehatan Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit  |Persyaratan Lengkap

Gizi
ikasi  dat, h 3 . .

3 _<_m=<m13 asi data pemohon Persyaratan Lengkap 20 Menit Hasil <mﬂ,.m_amm_ data
izin pemohon izin
Memeriksa kelengkapan dan ; :

4 |kebenaran dokumen Hasil Verifikasi data pemohon izin 20 Menit mm«_wm vomﬂm. Hael

Verifikasi Perizinan
persyaratan
Membuat analisa/kajian teknis Beri Hei

g dan/atau melaksanakan Berita A Hasil Verifikasi Perizi 1 Harl ﬂm_._nm ik Aen =l
péiiedkeaan o Tapangan dah erita Acara Hasil Verifikasi Perizinan ari rmm:wﬂ:mﬂmm:
memberikan rekomendasi Eeg
Memvalidasi data pemohon : i i . . .

6 izin yang telah diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 20 Menit  |Hasil Validasi
Melakukan Penilaian Hasil Tanda panah keatas

7 |Verifikasi , kajian teknis dan Hasil Validasi 20 Menit  |Hasil Penilaian menunjukan
Validasi data permohonan
Menandatangani Surat e

. . . Surat

8 |Rekomendasi |zin Praktik Hasil Penifaian 20 Menit wE”:_AxM_SBm:M.m w_ ket
Tenaga Gizi rAidiklenaga it
Penyerahan Surat Surat Rekomendasi Izin

9 |Rekomendasi Izin Praktik # Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Gizi 20 Menit  |Praktik Tenaga Gizi
Tenaga Gizi telah diserahkan




Cheklist SOP Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan Gizi
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. |Surat Permohonan
2. |Scan Asli KTP
3. |Scan Asli ljazah
4. |Scan Asli STRTGizi yang masih berlsaku
Scan Asli SIPTGizi atau SIKTGizi Pertama (utk permohonan SIPTGizi
5. ..
atau SIKTGizi kedua)
6. |Scan Asli surat pernyataan memiliki tempat praktik
5 Scan Asli surat keterangan/pengantar puskesmas diwilayah
" |bidan berpraktek
8. |Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
9.
10. |Scan Asli rekomendasi dari organisasi Profesi
Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar
Tim Verifikasi Mengetahui
i | Kepala Bidang
2 Pelayanan Kesehatan dan SDMK
3
4

ul

............................................




NOMOR SoP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMIK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes
N o 3

NAMA SOP SURAT REKOMENBASLIZIN YSAHAMIKRO OBAT TRADISIONAL

DASAR HUKUM, : KUALIFIKASI PELAKSANA : |

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
Peraturan Menteri Kesehatan RI Noemar26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinzn Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik sektor Kesehatan Laboratorium Klinik

i

1. Memahami Peraturan vmézam_._m.:an_m:mm: yang terkait

2. Memahami Persyaratan Perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat wakty

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Tim Verifikasi 5 Orang

3. Tim Teknis

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan OPD/instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong
2. S0P Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. laringan Internet

4. Printer
5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- |Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dlialami oleh
Penanam Modal

= Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudal terbit




A.  DATA KEGIATAN

NAMA SOP PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian lzin
b. Kegiatan Pemberian lzin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umurm Pratama
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

C.  IDENTIFIKAS] LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Menerima permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Menverifikasi data pemohon izin
“Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi, kajian teknis dan Validasi data
Menandatangani Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Penyerahan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

©ENOU A BN P

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENMBERIAN SURAT REKOMENDASI iZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

Pelaksanaan Mutu Baleu
Kepala Bidang
No. Kegiatan Keterangan
< Perohon 1””_”_“» Tim Verifikasi Tim Teknis Yankes dan Kepala Kelengkapan Waktu Output ¥
SDMIK
1.Surat Permohonan, 2. Scan asli akta pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah (lika
berbentuk Badan Usaha), 3. Scan asli susunan direksi/pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas|
{Jika permohonan bukan perorangan), 4. Scan asli KTP Pemilik/Direksi/Pengurus dan Komisaris
Pengawas UMOT, 5. Scan asli NPWP Pemilik/Direksi/Pengurus dan Komisaris Pengawas UMOT, 6.
Scan asli bukti kepemilikan tanah/sertifikat, 7. Scan asli IMB bangunan laboratorium/surat
perfanjian sewa-menyewa bangunan, 8. Scan asli KTP Tenaga Teknis Kefarmasian
Mengajukan Surat permohonan untuk _umsm:nm::mmmimw..m. Scan asli NPWP Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab, 10. SCan asli Kelengkapan Berkas
1 |menerbitkan Rékotfierdas i ljazah Tenaga Teknis xmngmmm.m: Penanggungijawab, 11. Scan asli STR Tenaga Teknis Kefarmasian 1 Hari Permohonan  dan|
Laboratorium Klinik Umum Pratama Penanggungjawab yang masih berlaku, 12. Scan asli SIP Tenaga Teknis Kefarmasian Disposisi
Penanggungjawab (lika telah ada terbit), 13. Scan asli NIB (0SS), 14. Scan asli SIUP (0SS), 15. Scan
asll lzin Komarsil/Operasional (0SS), 16. Scan asli peta lokasi dan denah bangunan UMOT, 17. Scan|
asli Surat Pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab bersedia menjadi menjadi
penanggungjawab UMOT dan tidak bekerja purna waktu pada sarana kefarmasian lainnya, 18. Scan|
asli pernyataan pemilik UMOT tidak terlibat pelanggaran peraturan di bidang farmasi, 19. Sean asli
Surat Pernyataan sediaan obat tradisional yang menjadi kewengan UMOT, 20, Pas Foto 4x6 2
lambar
Menerima permohanan untuk Gersvaratan
2 |menerbitkan Rekomendasi izin Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit e e_.ﬁ
Laboratorium Kiinik Umumn Pratama nakap
e L . Hasil Verifilkasi
3 |Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit data pemohon izin
i Berita Acara Hasil
4 ﬁﬂ“ﬂ&wmﬁ”ﬂ”ms Hankebesaaly Hasll Verifikasi data pemohon izin 30 Menit Verifikasi
DerLy Perizinan
Membuat analisa/kajian teknis danfatau Berita Acara Hsil
5 |melaksanakan pemeriksaan di lapangan! Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 1 Hari Pemeriksaan
dan memberikan rekemendasi teknis Lapangan
Memvalidasi data pemohon izin yang . . i G
A . Hasil Val
6 telah diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 25 Menit asil Validasi
Tanda panah keatas
Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi it 2 . menunjukan
¥ : ol k ilaf
¢ kajian teknis dan Validasi data Hasil Validasi B0 Mt Hesll Penilatan permahonan
ditolak
Menandatangani Surat permohonan Surat Rekomendasi
8 |untuk menerbitkan Rekomendasi izin Hasil Penilalan 30 Menit Laboratorium Klinik]
Laboratorium Klinik Umum Pratama Umum Pratama
Surat Rekomendasi
Penyerahan  Surat  permohonan ruwowmsmz: o Klinik
9 |untuk menerbitkan Rekomendasi izin Surat Rekomendasi Laboratorium Klinik Umurm Pratama 30 Menit

Laboratorium Klinik Umum Pratama

Umurn Pratama
telah diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WM




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR sOpP

TANGGAL PEMEUATAN

TANGGAL REVIS|

TANGGAL EFEKTIF

2. Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3, cuam:m.r_:n_m:m No.26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-Undang No2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

DINAS KESEHATAN

DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDME &
Seksi SDMK dan Yankes \ ¢ N Pempb
/ m, P19
e PEMBERIAN SURAT IZIN-PRAKTHCDOK|ER PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : "
1. Undang-Undang Norior 36 Tahtin 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait

2. Memihami Persyaratan Perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4, Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2, Pemeriksa Berkas 1 Orang
3. Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Tekni 5, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : _vm=>_.>._.>2\vmw_.mzmxbvhz H
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi vang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOPSurat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah
vang dialami oleh Penanam Maodal

- Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Pemberian Izin

b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Dokter Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Praktik Dokter

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Dokter Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Praktik Dokter

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Praktik Dokter

NOU A wWN e

Penyerahan Surat Izin Praktik Dokter

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK DOKTER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan

Mutu Baku

No. Kegiatan . Kepala Bidang Keterangan
Pemohon Penerima Berkas Tim Verlfikasi Yankes dan SDMK Kelenghkapan Walktu Quiput
1.Surat Permchonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR yang
. ) masih berlaky, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua
Mengajukan Surat permohonan
: S atau perpanjangan), 6. Surat keterangan/pengantar dari
untuk menerbitkan Pemberian izin = . Kelengkapan Berkas
1. : e fasilitas pelayanan kesehatan tempat DOkter akan 1 Hari o
Praktlk DOkter Pada Fasilitas| i X Permohonan dan Disposisi
Palaivnian Kesahistan berpraktik, 7. Surat izin atasan langsung, 8. Surat keterangan
Y sehat, 9. Surat rekomendasi dari profesi, 10,
Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
2 PAAHRY  CGRD R Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit  |Persyaratan Lengka
" |Praktik Dokter gkap o 4 Exap
3. |[Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit Pl (.m_.armm_ data
pemaohon izin
i ; ; J |Tanda panah keatas|
ke kelengk: g 7 5 o . .
4, hemerikss elengizpan _dan Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit mmq_ﬁ Poara:Hasl Viatikeel menunjukan
kebenaran dokumen persyaratan Perizinan .
permohenan ditolak
Memvalidasi data pemohon izin . . : R— : =
yang telah diverifikasi Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit  |Hasil Validasi
6. z__m:m.:n_mﬁm:mm:m Surst  lzin Hasil Validasi 30 Menit | Surat Izin Praktik Dokter
Praktik Dokter
i i t lzin Prakti
7. Penyerahan Surat lzin Praktik Surat |zin Praktik Dokter 30 Menit Surat |zin Praktik Dokter

Dokter

sudah diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Surat Izin Praktik Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Surat Permohonan

FCKTP

FC ljazah

AW N

STR yang masih berlaku

SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua atau
perpanjangan)

Surat keterangan/pengantar dari fasilitas
pelayanan kesehatan tempat Dokter akan
berpraktik

Surat Izin atasan langsung

Surat keterangan sehat

W00 |~ |

Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes

NOMOR 350p

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIS|

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

& |
\ e /
| ; U
T PEMBERI mér@uz'va%m? K\ IS DAN MULUT (Praktek Secara
Mandiri) iy 8 o E
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : TE e J
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Z Memahami Persyaratan Perizinan
B Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setlap tahapan
4, i I N P i i
vm«mﬂm_a: _m._m_._ﬂm: Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang lzin dan Penvelenggaraan Praktik " Kegiatan tepat sasaran dan tepat wiikiii
Terapis Gigi dan Mulut

lumlah Pelaksana

1 Penerima Berkas 1 Orang

2 Pemeriksa Berkas 1 Orang

3, Tim Verifikasi 5 Orang

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Ovc\_:mnmzm:m:w bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1 Komputer dan Printer 3. laringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4, Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- lika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami
oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam hulku kendali izin yang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN
NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk

b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

B. IDENTIFIKAS]I KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (Praktik Secara Mandiri)

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian Izin

Pemberian lzin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (Praktik Secara Mandiri)

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Muliut (Praktik Secara Mandiri)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)

Menerima Permohonan izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi , kajian teknis dan Validasi data

Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)
Penyerahan Surat RekomendasiPemberian izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek Secara Mandiri)

©ENOU AWM P

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masulk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (Praktek Secara Mendiri)

Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang
No. Kegiatan Penerima Ket
€ Pemohon © Tim Verifikasi Tim Teknlis Yankes dan Kepala Kelengkapan Walktu Output erangan
Berkas
SDMIK
1.5urat Permohonan, 2.5can Asli KTP, 3. Scan Asli ljazah, 4.5can As
STRTGM yang masih berlaku, 5. Scan Asli SIPTGM Pertama (untuk
Mengajukan Surat permohonan untuk permohonan SIPTGM Kedua atau perpanjangan), 6. Scan Asli surat
1 menerbitkan Pemberian izin Praktik pernyataan  memiliki tempat praktik, 7. Scan Asli surat] 1 Harl Kelengkapan Berkas
" |Terapis Gigi dan Mulut (Praktek secara ketrangan/pengantar puskesmas di yah bidan praktik secara Permehonan dan Disposisi
mandiri) mandiri, 8. Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang mem
SIP, 9. surat Rekomendasi Asli Cap Basah dari organisasi profesi, 10.
Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Menerima permohonan untuk
menerbitkan Pemberian izin Praktik
2. Berk: h isi 15 Menit
Terapis Gigi dan Mulut (Praktek secara Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi enit |Persyaratan Lengkap
mandiri)
I - Hasil Verifikasi data
3. |Menverifikasi data pemohon izin .mi : Persyaratan Lengkap 20 Menit pemohon izin
Memeriksa lengk d S s e s i il Veri i
4, em kelengkapan < Y Hasil Verifikasi data pemohon izin 20 Menit mmEm Acara Hasil Verifikasi
kebenaran dokumen persyaratan | A o Perizinan
Membuat analisa/kajian teknis
danfatau melaksanakan pemeriksaan . . . R Berita Acara Hsil
5. 1 Hari .
di lapangan dan  memberikan Bt Anata sl Nonkasl e iRah 4" | Pemeriksaan Lapangan
rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin 5 ; . sl
6. yang tetah diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 20 Menit |Hasil Validasi
Melakukan Penilaian Hasil Tanda panah keatas
7. |Verifikasi |, kajian teknis dan Hasil Validasi 20 Menit |Hasil Penilaian menunjukan
Validasi data permohonan ditolak
gm:m:amﬁzmm:_. . mciﬁ Surat Rekomendasi lzin
g |[ekomendasi bin Praklk Terapie Hasil Penilaia 20 Menit |Praktik Terapis Gigi dan Mulut
" |Gigi dan Mulut (Praktek secara n _um Ktek pis Glg diri) s
mandiri) (Praktek secara mandiri|
Surat Rekomendasi lzin
Penyerahan Surat Rekomendasi s : : . .
: S A it Rek dasi Izin Praktik igl dan Mulut (Praktek ”
9. |izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Surat Rekomendasi lzin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Praktek secara 20 Menit Praktik Terapis Gigi dan Mulut|

(Praktek secara mandiri)

mandiri)

(Praktek secara mandiri) telah
diserahkan




Cheklist SOP Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan mulut (Praktek Secara Mandiri)
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

=
(=)

Kegiatan Yang dicek

Sesuai Tidak Sesuai

Surat Permohonan

Scan Asli KTP

Scan Asli ljazah

Scan Asli STRTGM yang masih berlsaku

Scan Asli SIPTGM Pertama (utk permohonan SIPTGM kedua)

Scan Asli surat pernyataan memiliki tempat praktik

Scan Asli surat keterangan/pengantar puskesmas diwilayah
bidan berpraktek

Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

WG] ™ o s ey R

Scan Asli rekomendasi dari organisasi Profesi

=
=

Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar

Tim Verifikasi

1

ur s wN

Mengetahui
Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan dan SDMK




Cheklist SOP Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan mulut (Praktek Secara Mandiri)
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. |Surat Permohonan
2. [Scan Asli KTP
3. |Scan Asli ljazah
4. [Scan Asli STRTGM yang masih berlsaku
5. |Scan Asli SIPTGM Pertama (utk permohonan SIPTGM kedua)
6. |Scan Asli surat pernyataan memiliki tempat praktik
7 Scan Asli surat keterangan/pengantar puskesmas diwilayah
" |bidan berpraktek
8. |Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
9. |Scan Asli rekomendasi dari organisasi Profesi
10. |Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar
Tim Verifikasi Mengetahui
1 Kepala Bidang
2 Pelayanan Kesehatan dan SDMK
3
4

;]




NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Surnber Daya Manusia Kesehatan dan Yanlces

— A E o M -
PEMBERIAN SURAT 1ZIN PRAKTIR TENAGA- BEREKAMI MIEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN

NAMA sop P W ot
KESEHATAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : /

1. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kasehatan Rl Nomar 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan vang terkait
2. Memahami Persyaratan Perizinan
3 Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan

4 Kegiatan tepat sasaran dan tapat wakty

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Teknis 5 Orang

Pengawasin Internal

Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : 1mwh;4b2\1mxrmzm§vbzu
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi vang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

+ lika SOP Perbinaan tidak dijalankan dangan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh
Penanam Modal

= Menczatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PERKAM MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB

Rutin
Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Pemberian Izin
b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PERKAM MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN
NAMA KEGIATAN
KESEHATAN
LANGKAH AWAL Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Perekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

Melakukan Survey Lapangan
Penyerahan Surat Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Perekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Tenaga Perekam

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)

Penyerahan Surat Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)

SN IS Y o R

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA PEREKAM MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Bidang Keterangan
Staf S i i
Pemohon DMK | Tim Verifikasi Yankes dan SDMK Kepala Kelengkapan Wakiu Qutput
LSurat Permohonan, 2. FC KTP, 3, FC ljazah, 4. STR yang|
masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP|
Mengajukan Surat permohonan :
: Kedua atau perpanjangan), 6. Surat|
untuk menerbitkan Pemberian . . Kelengkapan Berkas
5 : keternagnan/pengantar  dari  fasilitas  pelayanan .
1. |izin Praktik Tenaga Perekam ) 1 Hari Permohonan dan
. - kesehatan tempat Tenaga Perekam Medis akan N )
Medis Pada Fasilitas Pelayanan 3 oy Disposisi
Kesaitan berpraktik, 7. Surat izin atasan langsung, 8. Surat
keterangan sehat, 9. Surat rekomendasi dari organisasl|
profesi, 10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Tanda panah keatas
Menerima Permohonan lzin ; - " menunjukan Permohonan
2 Tenags Perskain Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 30 Menit  |Persyaratan Lengkap dikembalikan Karena
persyaratan belum lengkap
M ifikasi da h i i i
3 | enverifikasi data pemohon piitiyaatan Cenghap 30 Menit Hasil <m:m._wmm_
izin data pemohon izin
Memeriksa kelengkapan dan Berita A Hasil Tanda panah keatas,
4. |kebenaran dokumen Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit et tn, e menunjukan permohonan|
Verifikasi Perizinan |
persyaratan ditolak
Memvalidasi data pemohon ; ; ; e
izin yang telah diverifikasi Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 1 Hari Hasil Validasi
Menandatangani Surat Izin Siivat  Giw KerA
6. |[Keria  Perekam  Medis Hasil Validasi oMentt P77 0 1
(SIKPM) erekam Medis
Penyerahan Surat Surat lzin
: ’ S d
7. |Kerja Perekam Medis| A Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 30 Menit a_hwq__“_:rm: sdaly

(SIKPM)




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

Wi =




Nomor 889/Menkes/Per/\/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan |zin Kerja Tenaga Kefarmasian

NOMOR soOp
TANGGAL PEMBUATA
TANGGAL REVIS| -
TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMIK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Farmasi
\ 03 1003
E o
PEMBERIAN SURAT JZIN 1% ﬂ.mzh.mﬁzm‘ RMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN
NAMA SOP - —
KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait J
o8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memahami Persyaratan Parizinan
3 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
3 Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nemor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atzs Peraturan Menteri Kesehatan

4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Verifikasi 5 Orang

Pengawasan Internal

Berjenjang mulaj penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kzpala Dinas

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh
Penanam Modal

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
i SOP Pelayanan QPD/instansi yang bergabung dalam pelayanan pubtik Kab.Lebeng 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Mencatat kedalam buku kendali izin vang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan

Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan
Pemberian lzin
Pemberian Izin

Dinas Kesehatan Kahupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Keparmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Keparmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Menerima Permohonan lzin Tenaga Teknis Kefarmasian

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Menandatangani Surat lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Penyerahan Surat [zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

NouvswN e

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan i Kete
- e Pemohon Penerima Berkas | Tim Verifikasi <nﬂ.m=ﬂﬂ.ﬂ”...ﬂmhﬂ: Kepala Kelengkapan Wakiu Output clerangan
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR yang
Mengajukan Surat masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan SIP
permohonan untuk Kedua atau perpanjangan), 6. Surat
1 menerbitkan Pemberian izin keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan kesehatan 1 Hari Kelengkapan Berkas
Praktik Tenaga Kefarmasian tempat Tenaga Kefarmasian akan berpraktik, 7. Surat izin Permohonan dan Disposisi
Pada Fasilitas  Pelayanan atasan langsung, 8. Surat keterangan sehat, 9. Surat
Kesehatan rekomendasi dari organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6
sebanyak 2 lembar.
Menerima Permechonan lzin .
2 . Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit [Persyaratan Lengkap
Tenaga Kefarmasian
o Menverifikasi data pemohon Distkigavatan sngai 30 Menit Hasil <w_.3_6m_ data)
izin pemohon izin
Memeriksa kelengkapan dan ) .|Tanda panah keatas|
4 |kebenaran dokumen Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit maﬁm .>nm.qm Hasil menunjukan
Verifikasi Perizinan i
persyaratan permchonan ditolak
Memvalidasi data
5 |pemohon izin yang telah Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit [Hasil Validasi
diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Surat lzin Kerja Praktik
6 [Praktik Tenaga Teknis Hasil Validasi 30 Menit |Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIPTTK) Kefarmasian (SIPTTK)
Penyerahan  Surat lzin ; . ; . :
g 2 Surat lzin Ki P k T
7 |Praktik . Tenaga Teknis bR 1R KA RrakEin Tatsagy Tel hetathantar: 30 Menit | SIPTTK sudah diserahkan

Kefarmasian (SIPTTK)

(SIPTTK)




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk

3,




NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS|
TANGGAL EFEKTIF
T E m,.ﬁ_imh%m... ATAN KABUPATEN LEBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Yankes /IV.b
d u.om‘ 99703 1003
i
NANA 855 _umgwmm_baﬁcz@ _au_ _,msmﬂ RAWAT PADA FASIIITAS PELAYANAN
KESEHATAN  "~.

DASAR HUKUM : KUALIFIIGAS] PELAKSANA : \

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1, Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2, Memahami Persyaratan Perizinan

3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tantang Tenaga Kesehatan 3 Mempunyai Komitman tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4. Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Tpenyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Perawat 4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Verifikasi 5 Orang

Pengawasan Internal

Berjenjzng mulai penerima, Tirn Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab, Lebong 1. Kemputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pacla DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN -

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh

Penanam Modal - Meneatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian Izin

Pemberian lzin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Keparmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

C. IDENTIFIKAS] LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

1. Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Tenaga Keparmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permochonan Izin Tenaga Teknis Kefarmasian

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Penyerahan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian {SIPTTK)

NoO s wN

Ukuran Surat Masuk

1.  Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan

Mutu Baku

No. Keglatan . . Kepala Bidang Keterangan
Pemohon Penerima Berkas| Tim Verifilcasi Yankes dan SDMK Kelengkapan Walktu Output
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4. STR|
Mengajukan surat yang masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk permohonan
SIP Kedua  atau perpanjangan), 6. Surat
permohaonan untuk R :
. L keterangan/pengantar  dari fasilitas  pelayanan . Kelengkapan Berkas,
1 [menerbitkan Pemberian izin . 1 Hari = ;
- kesehatan tempat Perawat akan berpraktik, 7. Surat Permohonan dan Disposisi
Praktik Perawat Pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan izin atasan langsung, 8. Surat keterangan sehat, 9. Surat
d rekomendasi dari organisasi profesi, 10, Pasphoto 4x6
sebanyak 2 lembar.
2 Meneriog Permehonan (xn Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit  |Persyaratan Lengka
" |Tenaga Kesehatan Perawat K2R P ¥ gkap
5, Emgmzmxma data pemchon Persyaratan Lengkap 30 Menit .I.mm__ Verifikasi data pemohon
izin izin
Memeriksa kelengkapan dan 3 X ; [|Tanda panah keatas
4. |kebenaran dokumen Hasill Verifikasi data pemohon izin 30 Menit WMMM:MASE Hasil Verifikesi menunjukan
persyaratan permohonan ditolak
5 ,_<_.m3<m=n_mw_ nﬂm moaoao: Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit  [Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat lzin . ’ .
6. Prakiik Perawat ( SIPP) Hasil Validasi 30 Menit  |Surat Izin Praktik Perawat ( SIPP)
i t Izin Prakti P
7 Penyerahan  Surat  lzin Surat lzin Praktik Perawat ( SIPP) 30 Menit Surat Izin Praktik Perawat ( SIPP)

Praktik Perawat ( SIPP)

sudah diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Surat Izin Praktik Perawat Padfa Fasilitas Pelayanan Kesehatan
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Surat Permohonan

FCKTP

FC ljazah

-t o il 2

STR yang masih berlaku

SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua atau
perpanjangan)

Surat keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan
kesehatan tempat perawat akan berpraktik

Surat Izin atasan langsung

Surat keterangan sehat

©olo|N| o |u

Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar




NOMOR sop
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMIK
Seksi SDMK dan Pelayanan Kesehatan
NAMA sop PEMBERIAN SURAT 1ZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI
DASAR _._..__NC_S L KUALIFIKASI _um_.hxm>2>“

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 28 Tahun 2017 tentarg lzindan

a,
Penyelenggaraan Praktik Bidan

1. Memahami Peraturan vm_.::mm:w.::nmzmm: vang terkait
2. Memahami Persyaratan Perizinan
3. Mempunvyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Pemeriksa Berkas 1 Orang

3. Tim Verifikasi 5 Orang

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bideng dan Kepala Dinag

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. S0P Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kah.Lebong
2. S0P Surat Kelyar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong

1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet

2, ATK 4, Printer
5. Ruang Tunggu

| PERINGATAN ;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pernbinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi
penyelesaian masalah vang dialami cleh Penanam Modal

= Mencatat kedalzm buky kendali izin yanz sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA sOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI

JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian lzin
b. Kegiatan Pemberian lzin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKAS! KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI
LANGKAH AWAL Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Bidan Mandiri
LANGKAH UTAMA Melakukan Verifikasi
LANGKAH AKHIR Penyerahan Surat Rekomendasi lzin Praktik Bidan Mandiri
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
LANGKAH AWAL Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Bidan Mandiri

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Menerima Permohonan Izin Praktik Bidan Mandiri

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi , kajian teknis dan Validasi data

Menandatangani Surat Rekomendasi lzin Praktik Bidan Mandiri

Penyerahan Surat Rekomendasi lzin Praktik Bidan Mandiri

©E N VA WN R

Ukuran Surat Masuk

1, Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI

. Mutu Baku
Itegiatan Kepala Bid Keotal
g Pamohon Penerima Berkas Tim Verifikasi Tim Teknis epala By Mm_n_“m.__ﬁm sl Kepala Kelengkapan Waldu Output RERRpAR
1.Surat Permohonan, 2.5can Asli KTP, 3, Scan Asli [jazah,
4.5can Asli STRB yang masih berlaku, 5. Scan Asli SIPB
Merigajukan — _um_.nmiw (untuk Um_._.:or.c:m: SIPB  Kedua m_rw_._
perpanjangan), 6. Scan Asli surat pernyataan memiliki
permohonan untuk; N n Kelengkapan Berkas Permohonan dan
: ) tempat praktik, 7. Scan Asli surat ketrangan/pengantar 1 Hari -
menerbitkan Pemberian N ; " s Disposisi
Praktik Bidan puskesmas di wilayah bidan praktik secara mandiri, 8.
Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang
menmiliki SIP, 9, Surat Rekomendasi Asli Cap Basah dari
organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Menerima Permohanan
Pemberian Izin Ahli Praktek Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit Persyaratan Lengkap
Bidan
N”ge::rmm. gt penriohary Persyaratan Lengkap 30 Menit Hasil Verifikasi data pemehon izin
Memeriksa kelengkapan dan| % I F h
iskernean dokumen Hasil Verlfikasi data pemohon izin 30 Menit o M S
persyaratan
Membuat analisa/kajian teknis
dan/atau melaksanakan Beri i iksaa
pemeriksaan di lapangan dan) Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 1 Hari _.u_”“ mmﬂnmﬁ Hsil Pemeriksaan
memberikan rekomendasi
talenic
Memvalidasi data pemohon . . . —
izin yang telzh diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 30 Menit Hasll Validasi
Melakukan Penilaian Hasil Tanda panah keatas
Verifikasi |, kajian teknis dan| Hasil Validasi 30 Menit menunjukan permohanan
Validasi data ditalak
Menandatangani Surat| B i
5 d
Rekomendasi lzin Praktik Hasil Penilaian 30 Menit Msn Rekomendasi lzin Praktik Bidan
Bidan Mandiri n
Penyerahan Surat] . .
5o 5 - —— . : S ke
Rekomendasi |zin Praktik Surat Rekomendasi lzin Praktik Bidan Mandiri 25 Menit Emﬂ. wm o_.amq.ammm 12in Prekuik B
Bidan Mandiri Mandiri telah diserahkan




Chekclist / Pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1. |Surat Permohonan
2. |Scan Asli KTP
3. |Scan Asli ljazah
4. |Scan Asli STRB yang masih berlaku
5. |Scan Asli SIPB Pertama (utk permohonan SIPB kedua)
6. |Scan Asli surat pernyataan memiliki tempat praktik
. Scan Asli surat keterangan/pengantar puskesmas diwilayah
" |bidan berpraktek
8. [Scan Asli surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
9. |Scan Asli rekomendasi dari organisasi Profesi
10. |Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar
Tim Verifikasi Mengetahui
1. Kepala Bidang

Gos W

Pelayanan Kesehatan dan SDMK

ssEsesssus s ERIT BB ET e sessasseuas sassnanan




NOMOR SOP

[ TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF T

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Pelayanan Kesehatan

. 199703 1003
~ o ~
T——— PENDAFTARAN %@m%mmz; PBPU DAN BP PEMDA
(JAMKESDA) e
DASAR HUKUM : KUALIFII(AS] PELAKSANA : . \
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Memahami Peraturan nmé:nmzmé:amamm: vang terkait g
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah % Memahami Persyaratan Perizinan
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan 4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Tim Verifikasi 5 Orang
3. Kabid Yankes dan SDMK
Pengawasan Internal
Berjenjiing mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Selsi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1 Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2, ATK 4, Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh

Penanam Modal ] Mencatat kedalam buku kendal

in yang sudah terbit




A,  DATA KEGIATAN

NAMA SOP PENDAFTARAN SERTA AKTIFASI PESERTA PBPU DAN BP PEMDA (JAMKESDA)
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian Izin
b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

PENDAFTRAN SERTA AKTIFASI PESERTA PBPU DAN BP PEMDA (JAMKESDA)

Mengajukan Surat permohonan Pendaftaran atau mengaktifkan kembali Kepesertaan Jamkesda non aktif (PBPU dan BP Pemda)
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Kartu JKN KIS segmen PBPU dan BP Pemda serta Aktivitas Kartu Peserta

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGIKAH AKHIR

1. Mengajukan Surat permohonan Pendaftaran atau mengaktifkan kembali Kepesertaan Jamkesda non aktif (PBPU dan BP Pemda)

2. Menerima Surat permohonan Pendaftaran atau mengaktifkan kembali Kepesertaan Jamkesda non aktif (PBPU dan BP Pemda)

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan persyaratan peserta baru atau peserta pengaktifan kembali kepesertaan
Jamkesda non aktif (PBPU dan BP Pemda)

4, Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

5. Menerbitkan Kartu JKN KIS segmen PBPU dan BP Pemda serta Aktivitas Kartu Peserta

6. Penyerahan Kartu JKN KIS segmen PBPU dan BP Pemda serta Aktivitas Kartu Peserta

Ukuran Surat Masuk
1. Format Surat Masuk

2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN SERTA AKTIFITAS PESERTA PBPU DAN BP PEMDA (JAMKESDA)

No. Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Pemohon Staf Pelayanan | Tim Verifikasi{Kasub | Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OQutput
Kesehatan Bid.Pelayanan Yankes dan
Kesehatan) SDMK

1 [Mengajukan Surat permohonan L. FCKTP (untuk NIK Update Capil), 2. FCKK| 1Hari |Kelengkapan Berkas|Petugas memberikan penjelasan|
Pendaftaran atau mengaktifkan (Utk NIK Update Capil), 3, FC Akte Anak, 4. Permohonan dan|kepada pemohon terkali]
kembali Kepesertaan Jamkesda Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Disposisi penerbitan kartu dan
non aktif (PBPU dan BP Pemda) Dinas Sosial (Bagi Masyarakat Kurang pengaktifan kembali kepesertaan

Mampu), 5. FC Kartu Kepesertaan JKN KIS JKN KIS segmen PBPU dan BP
sebelumnya (bagi vang sudah pernah Pemda (Jamkesda) pertiap awal
terdaftar namun Non Aktif karena berbagai bulan dan meminta nomor HP
penyebab, 6, Nomor HP Pemohon

2 |Menerima Surat permohonan Kelengkapan Berkas Permohonan dan| 20 Menit Persyaratan Lengkap
Pendaftaran atau mengaktifkan Disposisi
kembali Kepesertaan Jamkesda
non aktif (PBPU dan BP Pemda)

3 |Memeriksa  kelengkapan dan Persyaratan Lengkap 1-3lam |Hasil Verifikasi data|Memverifikasi data pengusulan
kebenaran dokumen persyaratan pemohon peserta baru dan peserta non
persyaratan peserta baru atau aktif setiap tanggal 20 pertiap)
peserta  pengaktifan  kembali bulannya
kepesertaan Jamkesda non aktif|
(PBPU dan BP Pemda)

4 |Memvalidasi data pemohon izin Hasil Verifikasi data pemohon 1-3 Jam |Hasil Validasi Memvalidasi data pengusulan
yang telah diverifikasi peserta baru dan peserta non

aktif setiap tanggal 25 pertiap
bulannya

5 [Menerbitkan Kartu JKN KIS Hasil Validasi 1Bulan [Penerbitkan Kartu JKN
segmen PBPU dan BP Pemda serta KIS segmen PBPU dan
Aktivitas Kartu Peserta BP Pemda serta

Aktivitas Kartu Peserta

6 |Penyerahan Kartu JKN KIS Penerbitkan Kartu JKN KIS segmen PBPU| 1Hati [Kartu JKN KIS segmen
segmen PBPU dan BP Pemda dan BP Pemda serta Aktivitas Kartu Peserta PBPU dan BP Pemda
serta Aktivitas Kartu Peserta serta Aktivitas Kartu

Peserta di serahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WIN =




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi SDMK dan Pelayanan Kesehatan

NOMOR sop

|

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA sop

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

i Undang-Undang Nomaor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Unda ng No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Prakeik

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan vang terkait
2. Memahami Persyaratan Perizinan
3. Menipunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan sstiap tahapan

4. Bidan 4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat wakty
Jumlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2. Pemeriksa Berkas 1 Orang
3. Tim Verifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Ke pala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : vmxb;4>2\_tmzrmzm§_ubz T
1 SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Prirtter
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

= Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang
dialami oleh Penanam Modal

= Men:zatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A.  DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian Izin
b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Bidan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Izin Praktik Bidan

C IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

=

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Bidan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menerima Permohonan Izin Praktik Bidan

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi
Menandatangani Surat Izin Praktik Bidan

Penyerahan Surat Izin Praktik Bidan

N U A wWN

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK BIDAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan

Mutu Baku

Kepala Bidang

No. Kegiatan Keterangan
. Pemohon Penerima Berkas Tim Verifikasi Yankes dan Kepala Kelengkapan Waktu Output e
SDMIK
L.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC ljazah, 4.
STR yang masih berlaku, 5. SIP Pertama (untuk|
honan § d t erpanj , 6.
Mengajukan Surat permohonan pETORGhan SIPKedua At b um:._msmm:.u.
\ . Surat  keterangan/pengantar  dari fasilitas Kelengkapan Berkas
untuk menerbitkan Pemberian :
1 . A y pelayanan kesehatan tempat Bidan  akan 1 Hari Permohonan dan
izin Praktik Bidan Pada Fasilitas ) 5 .
Délayanah Kesehakan berpraktik, 7. Surat izin atasan langsung, 8. Surat Disposisi
¥ keterangan sehat, 9. Surat rekomendasi dari
organisasi profesi, 10. Pasphoto 4x6 sebanyak 2
lembar.
2 Menerima Permchonan  fzin Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit Persyaratan Lengka
Praktik Bidan grap r rmohon posis rsy. gkap
P : Hasil Verifikasi data
3 Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit pemohon izin
. .|Tanda panah keatas
M i ki . " . 5 il
4 emeriisa kalengkapan  dah Hasil Verifikasi data pemochon izin 30 Menit Be .ﬁ >.om_,m. .mmm__ menunjukan
kebenaran dokumen persyaratan Verifikasi Perizinan .
permohonan ditolak
5 _<_ .m:émw_amm_ a_m e _uow.uo:o: Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 30 Menit Hasil Validasi
izin yang telah diverifikasi
Menandatangani  Surat  |zin 3 Surat lzin Prakiik|
g A 30
6 Praktik Bidan Hasil Validasi Menit Bidan
" ' Surat lzin Praktik
7 M_M_Mﬁmﬂm:m: Surat lzin Praidik & Surat Izin Praktik Bidan 30 Menit Bidan sudah

diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Surat Izin Praktik Bidan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

=
o

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Surat Permohonan

FC KTP

FC ljazah

STR yang masih berlaku

SIP Pertama (untuk permohonan SIP Kedua atau perpanjangan)

Surat keterangan/pengantar dari fasilitas pelayanan kesehatan
tempat Bidan akan berpraktik

Surat Izin atasan langsung

Surat keterangan sehat

wlolNl o [uils|wive

Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar




PEMERINTAH KABUPATH Kk ONG
DINAS —mm..mm:ﬁ..—.i

o

BIDANG YANKES DANSjp -
Seksi Pelayanan Kesehgay

NOMOR SOp

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIS)

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA sop

_.mawmz_»zmmwiwmxo%mza_ _N_zEmo?._,czsz:z_x
UMUM PRATANMA

DASAR HUKUM :

% c:am:m;c:o_m:m Nornor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan -

c:mmzm.c:n_m:m Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

c:n_m:.w.c:n_msm No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan )

Peraturan Menterj Kasehatan RI Nomor ﬁp\gmzwmm\nmw\_:\wo»o tertang Laboratorium Klini{

vm«mﬁ:_.m:?._m:nm:. xmmmrmﬁw:z_zo_.:n__.mm Tahun 2018 tentang Pelaygap Perizinan BerusahaTerintegrasi secara
Elektronik sektor Kesehatan Laboratorium Klinik

)

ol

_Eb_._m_..n.pm:um_..pxmhz.p" '
1. Memahami Peraturan umq:;nmsm.::qmsmm: Yang terkait _

2 Memahami Persyaratan Perizinan

3. Mempunvyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

4,

Kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu
Jumiah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang

2. Tim Verifikasi 5 Orang

3 Tim Teknis

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai benerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN: —~— ————————

1. SOP Pelayanan OPD/Instansi vang bergabung dalam pelayanan

PERALATAN/PERLENG KAPAN :
1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2 ATK 4, Printer

5. Ruang Tu nggu

PENCATATAN DAN PE NDATAAN :

PERINGATAN :
- Jika sop Pembinaan tjdak dijalankan dengan baijl

- Mencatat kedalam buky kendali izin vang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Pemberian Izin
b. Kegiatan Pemberian Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

p.
2. Menerima permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

3. Menverifikasi data pemohon izin

4. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

5. Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan

6. Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

7. Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi , kajian teknis dan Validasi data

8. Menandatangani Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum

9. _Penyerahan Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI 1ZIN PRAKTIK LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Keglatan Penerima Kepala Bidang Keterangan
knis 1 Outy
Pemohon — Tim Verifikasi Tim Tekn Varikos dan SBMIC Kepala Kelengkapan Walktu utput
1.Surat Permchonan, 2, Scan asli KTP Pemilik , 3.Scan asli NPWP Pemiiik, 4.
Scan asli KTP penanggungjawab teknis, 5. Scan asli NPWP penanggungjawab
teknis, 6. Scan asli ijazah penenggungjawab teknis, 7. Scan asli STR dokter|
penangguingjawab yang masih berlaku, 8. Scan asli sertifikat pelatihan teknis|
dan manajemen laboratorium bagi dokter penanggungjawab teknis, 9. scan asli
lfazah  administrasi, 10. Scan asii NIB (0SS), 12. Scan asli lzin
Mengajukan Surat permohonan xoam.ﬂ__...onm«mm_gm_ _Ommr. 13. Scan asli SIUP (OSS), 14. Scan asli akta
§ " pendirian badan usaha (jlka berbentuk badan usaha), 15. Scan asli
untuk menerbitkan Rekomendasi L : o 2 % R Kelengkapan Berkas Permohonan,
1 . . y sertifikat/bukti kepemilikan, 16. Scan asli IMB bangunan laboratorium/surat 1 Hari AL
izin Laboratorium Klinik Umum I . . dan Disposisi
Pratama perjanjian sewa-menyewa bangunan, 17, Scan asli Dokumen SPPL, 18. Scan a
surat keternagn domi: usaha dari kelurahan setempat, 19. Scan asli
Rekomendasi Puskesmas setempat, 20. Scan asli peta lokasi dan denah
bangunan, 21. Scan asli surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab
teknis, 22. Scan asli surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga
teknis/administrasi, 23, Scan asli surat pernyataan kesediaan mengikuti program
pemantauan mutu, 24. Scan asli Data kelengkapan bangunan dan peralatan, 25.
Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar.
Menerima permchonan  untuk
menerbitkan Rekomendasi  izin
Di: i t
2 Labiratortdr Kink  Uridm Kelengkapan Berkas Permohonan dan Disposisi 15 Menit Persyaratan Lengkap
Pratama
3 Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 30 Menit M.”_w__ Verifikas! data pemohon
i ki d v T . 5 i i i i
4 Wererkssl keleigkaian an Hasil Verifikasi data pemohon izin 30 Menit mm_,_wm. Acara 'Hasil Verifikasi
kebenaran dokumen persyaratan Perizinan
Membuat analisa/kajian  teknis
tau laksanak . . ™ i . i i i
5 n_m:...m. DS WEsmaRAT) Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 1 Hari Beria Acare Hsil! Pemerlieaan
pemeriksaan di lapangan dan Lapangan
memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin . . . 5 " i
6 b i t lid
yang telah diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 25 Meni Hasil Validasi
Melakukan  Penilaian  Hasil Tanda  panah  keatas
7 |Verifikasi , kajian teknis dan Hasll Validasi 30 Menit menurjukan  permohonar
Validasi data ditolak
Menandatangani Surat
permohonan untuk menerbitkan| < " Al L4 .
8  |Rekomendasi izin| Hasil Penilaian 30 Menit _._B_M %”."%_wamh“mrm TSR
Laboratorium  Klinik ~ Umum
Pratama
Penyerahan Surat permohonan
untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Labaratorium
9 |Rekomendasi izin Surat Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Pratama 30 Menit k Umum Pratama telah

ik Umum

Laboratorium K
Pratama

diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WIN =




NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PATEN LEBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Selsi Kesehatan Linglkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga P u...m.: TkI/IV.b
18761395 199703 1 003
NAMA SOP Pemberian Sertifikat Laik _._m.m__w._m Sanitasi Dgpot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : _—
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hA Memahami tugas dan fungsi pelayanar yang baik ’
2 Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki Skill pengoperasian Sistem berbasis IT
3. PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Memehami Biclang Kesehatan
4. Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 4. Memiliki kemampuan utk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkobalirasi dengan baik dalam Tim
5 Permerikes RI zo:”_w_. 32 ._.mméz. 2017 tentang Standar Baku Mutu zmmm:mﬂ.m: Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Ait 5 Pendidikan Kesehatan minimal B Il
untuk Keperluan Higiene sanitasi, Kolam renang, Solus Per aqua dan Pemandian Umum
6. Permerikes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 6. Memahami teriytang Higiene dan sanitasi lingkungan
Jurnlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2. Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGIKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1 Kemputer dan Printer 4 Botol Sampel
2. SOP Surat Keluar 2. ATK 5 Printer
3. Formulir/ceklis IKL 6 Kendaraan Roda 4/2

7 Ruang Tuhggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pemberian Sertifikat Laik Higiene DAMIU ini tidak dilaksanakan dengan benar maka akan terjadi hal-hal yang dapat
merugikan kesehatan masyarakat (Konsumen DAMIU)

- Formulir/ceklis IKL Higiene sanitasi DAMIU, SPT, Peta Lokasi Pemilik DAMIU, Copi/arsip Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAMIU

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Rekomendasi Izin
b. Kegiatan Rekomendasi lzin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITAS! DAMIU
LANGKAH AWAL Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP

Melakukan Survey Lapangan
Pemohon melaporkan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU ke DPMPTSP

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP
Mengisi dan melengkapi persyaratan

Mengecek kelengkapan persyartan

Memverifikasi kelengkapan persyaratan

Survey ke lokasi pemohon

Sarana Produksi DAMIU memenuhi persyaratan

Pembuatan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU

Penandatanganan Surat Serttifikat Laik Higiene sanitasi DAMIU

Penagendaan swurat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU

Pengambilan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU

W oy oW

=
=

=
=

Pemohon melaporkan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAMIU ke DPMPTSP

|Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN LAIK HIGIENE SANITASI DAMIU

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan . ’ . Petugas Keslin ) Keterangan
5 Kepala Dinkes Kabid Kesmas Kasi Kesling Dinkes Wﬂ_rmm 5 Petugas front office Pemohon Kelengkapan Walktu Output 8
1. Menisi Formulir Permohonan, 2. FC KTP,
Paspoto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar), 3. Surat|
Pamohon membawa surat Keterangan Domisili Usaha, 4, Denah Lokasi dan
1 cermahanan penerbitan barigunan tempat usaha, 5. FC Sertifikat pelatihan| 1 Hari Persyaratan Lengkap
rekomendasi darl DPMPTSP kursus Higlene Sanitas! DAMIU bagi Pernilik, 7. FC
Hasil Laboratorium air minum {Min 6 bulan
terakhir)
" Pengecekan Berkas
2 Mengisi dan melengkapi persyaratan Persyaratan Lengkap 1-3 Har! Beiraotonan
Tanda panzh keatas|
Verifikasi  Kelengkapan|menunjuken  Permohanan
3 Mengecek kelengkapan persyartan Pengecekan Berkas Permohonan 15 Menit Persyartan dikembalikan karena
persyaratan belum lengkap
Memverifikasi kelengkapan| . .
4 ceicvEratan Verifikasi Kelengkapan Persyarlan 30 Menit Survey ke lokasi
Pemeriksaan Labor,
e
5 Survey ke lokasi pemohon Survey ke lokasi 1 Hari Berita Acara Pemerlksaan|dibebenkan kapa
Lapangan pemohon (pengufian sampel
di Labkesmas RL)
i ¥ Tanda panah keatas |
6 Sarand 7 Produksi DAMIU Berita Acara Pemerlksaan Lapangan 1 Hari Surat. [Rekomendes  Hasl menunjukan  rekomendasi||
memenuhi persyaratan Survey
survey ditolak
Pembuatan Surat Sertifikal Laik Suret Rekame s Hast S 1 Hart Draf Surat Sertifikat Laik
ne Sanitasi DAMIU e e as i " Higiene Sanitasi (DAMIU)
Penandatanganan Surat Penandatangan Sertifikat
8 Seritifikat Laik Higlene sanitasi DrafSurat Sertifikat Laik Higiene Sanitas (DAMIU) 1 Hari Laik Higiene Sanitasi
DAMIU (DAMIU)
Penagendaan sural Serlifikat Laik Penandatangan Serlifikal Laik Higiene Sanitasi
9 Higiene Sanitasi DAMIU (DAMIU) 1 Hari Agenda Nomor Sertifikat
Pengarnbilan Surat Sertifikat Laik . Serifikat DAMIU
" IHigiene Sanitasi DAMIU I Ainticia Bowior i 1 Harl diserahkan
Pemohon  melaporkan  Sural ”
11 |Serifikat Laik Higiene Sanitasi Serifikat DAMIU diserahkan e

DAMIU ke DPMPTSP

di hkan ke DPMPTSP




SOP PEMBERIASN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI DAMIU
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Mengisi Formulir Permohonan

Fotocopi KTP

Pasphoto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar)

Surat Keterangan Domisili Usaha

Denah Lokasi dan Bangunan Tempat Usaha

28 il ol ol Bl o

Fotocopi sertifikat pelatihan Kursus Higiene Sanitasi DAMIU
bagi Pemilik

Fotocopy Hasil Laboratorium Air Minum (minimal 6 bulan




NOMOR sop

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGALREVIS|

TANGGAL EFEKTIF

DASAR HUKUM ; E : A

0 ixm.w&pm_%ﬁx M.bv,_vﬁmz LEBONG
wmzmﬁzﬁmmwbmsﬁﬁ EBONG S
DINAS KESEIATA} 2
DISAHKAN OLEH . .\m /
RACHNIAN, SKM
Pefihind Tk.[/IV.h

*”um\u 0 _._ 199703 1003

b

o S WL
GA AHLI LABORATORIUM MEDIK

PEMBERIAN SURAT I1Zi]

NAMA SOp

KUALIFIKAS] PELAKSANA : :

2,
3.

4 15 tentarg Payelenggaraan Praktik #li Teknologi

1
2.
3.

Memahami Peraturan Perundang-undahgan vang terkait
Memahami Persyaratan perizinan
Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waltu

Jumlah Pelaksana
1,
2. Pemeriksa Berkas 1 Orang
3. TimVerifikasi 5 Orang
Pengawasan Internal

Penerima Berkas 1 Orang

PERINGATAN :

..Ez. mo.v _um:._m_.:mm_._:amr dijalankan dengan baik, faka
dialami oleh Penanam Modaj . _

prm: thempangaruhi penyelesaian

trasalah yang

S

T x-.l.l" E Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
ERKAITAN : ¥ ; .
L. SOP Pelayanan OPD/imore: . PERALATAN/PERLENGKAPAN ;
2. sops /Instansi yang bergabung dalam Pelayanan pubfy Kab.Lebong 1. Komputerdah Printer 3. Jaringan Internet
urat Keluar pada DPMPTSP Kabubaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Mencatat kedlalam buku kendali izin yang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK AHLI LABORATORIUM MEDIK

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan

Pemberian Izin

Pemberian Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

LANGKAH AWAL
LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK AHLI LABORATORIUM MEDIK

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Ahli Laboratorium Medik
Melakukan Verifikasi
Penyerahan Surat Rekomendasi Izin Ahli Laboratorium Medik

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Mengajukan Surat permohonan untuk menerbitkan Pemberian izin Praktik Ahli Laboratorium Medik

Menerima Permohonan Izin Ahli Laboratorium Medik

Menverifikasi data pemohon izin

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

Membuat analisa/kajian teknis dan/atau melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan memberikan rekomendasi
Memvalidasi data pemohon izin yang telah diverifikasi

Melakukan Penilaian Hasil Verifikasi , kajian teknis dan Validasi data

Menandatangani Surat Rekomendasi Izin Ahli Laboratorium Medik

Penyerahan Surat Rekomendasi Izin Ahli Laboratorium Medik

PN ENN

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masulk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PRAKTIK AHLI LABORATORIUM MEDIK

Pelaksanaan

Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Bidang Keterangan
Pemohon Penerima Berkas Tim Verifikasi Tim Teknis Yankes dan SDMK Kepala Kelengkapan Waktu Output
1.Surat Permohonan, 2. FC KTP, 3. FC [jazah, 4. STR-ATLM
vang masih berlaku, 5. SIP-ATLM  Pertama (untuk|
Mengajukan Surat permohonan untul ”mMEMro:m\: m__u.._s._.nc.,‘..h Mmﬂcm.mﬁ“ n_.mﬂum...cm:.mma_ w mmﬂmn Kelengkapan Berkas
1. menerbitkan Pemberian izin Praktik Ahli eterangan/pengantar  bekerja dari pimpinan fasilitas| 1 Hari Permohonan dan
Laboratorium Medik pelayanan kesehatan, 7. Surat keterangan sehat dari dokter| Disposisi
yang memilik SIP, 8. Surat keterangan sehat, 9. Surat P
rekomendasi dari organisasi profesi, 10. Pasphoto  4x6|
sebanyak 2 lembar.
Menerima  Permchanan  lzin  Ahlj o 5
2. Laboratorlurh Medik Kelengkapan Berkas Permchonan dan Disposisi 15 Menit  |Persyaratan Lengkap
s b .. |Hasil Verifikasi data
3 Menverifikasi data pemohon izin Persyaratan Lengkap 25 Menit pemohon izin
Memeriksa kelengkapan dan kebenaran| . . y e . Berita Acara  Hasil
4. kit parsEatan Hasil Verifikasi data pemohon izin 25 Menit Verifikas! Periziran
Membuat analisa/kajian teknis dan/atau )
5. melaksanakan pemeriksaan di lapangan Berita Acara Hasil Verifikasi Perizinan 1 Hari Bertta X Acira o
. . Pemerilksaan Lapangan
dan memberikan rekomendasi teknis
Memvalidasi data pemohon izin yang . . . R
6. telah diverifikasi Berita Acara Hsil Pemeriksaan Lapangan 25 Menit  [Hasil Validasi
7, [Melakukan Pentaian Hasil Verifikasi , Hasil Validasi 25 Menit  |Hasil Penilaia Em:“w:_cﬂﬂm: e
" |kajian teknis dan Validasi data 4 ent ! peniiaian freneir
permehanan ditalalk
Menandatangani Surat Rekomendasi e X Surat Rekomendasi lzin|
8 izin Ahli Laboratorium Medik Fiasi Penilelary BMenit | bl Laboratorlum Medik
Surat Rekomendasi Izin
g, [Penyershan ‘Surat Rekomendasi Izin Surat Rekomendasi lzin Ahli Laboratarium Medik 25 Menit  |Ahli Laboratorium Medik

Ahli Laboratorium Medik

telah diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WM j=




NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

DISAHKAN OLEH

ABUPATEN LEBONG

922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

BIDANG FARMASI |
_\:.. b
./* wucw 1003
A
oo >
NAMASOP vm_f._w_mm?_ﬁ:m:ogmz | IZIN APOTEK
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA : —
1. Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait !
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2; Memahami Persyaratan Perizinan
3. PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 8. Mempunyai Komitrnen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
Permenkes No.31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, .
i & 1 t t
2 Izin Praktik dan lzin Kerja Tenaga Kefarmasian No 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 4 Keglatan Yepat sasafan dan tenat wakey
SK/X/2i
4 Kepmenkes Rl Nomor 1332/Menkes/Fer/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes Rl Nomor Jumlah Pelaksana

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek 1 Penerima Berkas 1 Orang
o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan 2. Tim Teknis 5 Orang
" Produk pada Penyeleriggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2k ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi panyelesaian masalah yang dialami
oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN APOTEK

Rutin

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Rekomendasi Izin
b. Kegiatan Rekomendasi Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN APOTEK
LANGKAH AWAL Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Perizinan Apotek
LANGKAH UTAMA Melakukan Survey Lapangan
LANGKAH AKHIR Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Apotek
C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Perizinan
Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan
Melakukan Survey Lapangan

Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Survey
Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian Izin Apotek

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian lzin Apotek

N bl

“

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN APOTEK

P Mutu Baku
No, Keglatan Keterangan
= 6 Pemeriksa Berkas |Penerima Berkas| DPMPTSP Tim Teknis Kepala Kelengkapan Waktu Qutput &
1. Permohonan rekomendasi izin apotek, 2. FC ljazah Asisten|
Apoteker, 3. FC STRA, 4. FC SIPA/SIKA 5. Surat Pernyataan
Apoteker, 6. FC ljazah Asisten Apoteker, 7. FC SIPTTK 8. FC
Rekomendasi darl Organisasi Profesi, 9. FC KTP Pemilik Apotek
dan KTP Apoteker, 10. Denah Bangunan dan Peta lokasi, 11
Surat permohonan untuk Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/hak,
5 4} menerbitkan Rekomendasi sewa/kontrak), 12. Daftra terinci alat kelengkapan Apotek, 13, 1 Harl Persyaratan Lengkap
Perizinan Apotek FC NPWP Apoteker dan Pemilik Apotek, 14. Surat Keterangan
Izin Lokasi Apotek di ketahui Kades/Lurah, 15. Surat
Langsung (jika penanggungjawab sebagal PNS),
Tanda panah keatas|
2 Melaklica Verifist kelngkaiser Persyaratan Lengkap 60 Menit Verifikasi Berkas Permohonan &m:c:_:xm: Permatorin
Berkas dikembalikan karena
persyaratan belum lengkap
3. Menwerifikast kebenatan bericas 4 Verifikasi Berkas Permohonan 180 Menit Verifikasi Lapangan/survey
persyaratan Permohonan
4. Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 180 Menit Berita Acara Pemeriksaan
¢ 3 . Tanda panah keatas|
5. _soi_um:_ﬁ: Hasil Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan 1 Hari Surat Rekormendasi Hasil Survey |menunjukan  rekomendasi|
Hasil Survey :
survey ditolak
Menandatangani Surat R
£ < ¢ " 7 it Rek b
6.  |Rekomendasi Pemberian lzin Surat Rekomendasi Hasil Survey G0Menit  [curat Rekomendasi pemberian
lzin Apatek
Apotek
i S i lzin A
7. Penyerahan Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi pemberian lzin Apotek 60 Menit urat Rekomendasi lzin Apotek

Pamberian Izin Apotek

sudah diserahkan




Kelengkapan SOP Pemberian Rekomendasi Izin Apotek
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1 Surat permohonan rekomendasi izin Apotek

2 FC ljazah Apoteker

3 FC STRA

4 FC SIPA/SIKA

5 Surat Pernyataan Apoteker

6 FC ljazah Asisten Apoteker

7 FC SIPTTK dan STRTTK

8 FC Rekomendasi dari Organisasi Profesi

9 Akte Perjanjian Notaris (jika pemilik bukan apoteker)

10  |Surat pernyataan Pemilik Apotek

11 |Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar

12 FC KTP pemilik Apotek dan KTP Apoteker

13 Denah Bangunan dan peta lokasi

Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/hak

14  |sewa/kontrak)

15 |Daftar terperinci alat kelengkapan Apotek

16 |Surat keterangan izin lokasi Apotek di ketahui Kades /Lurah
17 |Surat Izin Atasan langsung (jika penanggungjawab sebgai PNS




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Selsi SDMK dan YANKES

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS| e
TANGGAL EFEKTIF TN KA RN

= L™ ]
._w§z>m. mn.b AN KABUPATEN LEBONG
i@
Yy
-3
W

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PEIVIBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA }:mo OBAT TRADISIONAL (UMOT)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS! PELAKSANA : \

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Permenkes No.1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang IPERUBAHAN ATAS Permenkes Rl No 167/Kab/B.VI|/1972 tentang
Pedagang Eceran Obat

Permenkes Rl Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, lzin Praktek dan lzin Kerja Tenaga Kefarmasian

5. Peraturan Menteri Kesehatan No.006 Tahun 2012 tentang Industri dan usaha obat tradisional

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Memahami Persyaratan Perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Jumlah Pelaksana

1. Penerima Berkas 1 Orang
2. TimTeknis 5 Orang

Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh Penanam
Modal

= Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

Pelaksanaan WViutu Baku
Ne, Kegiatan Penerii Kete an
o Pemetiksa Berkas mn”_”“u DPMPTSP Tim Teknis Kepala Kelengkapan Wakitu Output T
1. Permohonan, 2. FC akta pendirian badan usaha perseorangan yg sah sesuail
ketentuan peratruan perundang-undangan, 3. Susunan direksi/pengurus dar|
komisaris/badan pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan, 4. FC|
KTP/identitas pemohon dan/atau direksi/pengurus dan kpomisaris/badan|
pengawas, 5. Surat Pernyataan pemochon dan/ direksi/pemgurus dan
kpmisaris/badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
Surat  permohonan  untuk  menerbitkan| perundang-undang dibidang farmasi, 6. FC bukti kepemiiikan tanah/bangunan, 7.
1 Rekomendasi izin usaha mikro obat tradisional FC surat izin usaha perdagangan (SIUP), 8. FC NPWP. 9, Surat keterangan domis 1 Hari Persyaratan Lengkap
(UMOT) apabila alamat KTP tidak sesuai tempat usaha, 10. Denah bangunan, 11. SOP, 12.
Daftar peralatan yang digunakan, 13. Daftar produk jadi, 14. Foto area
penyimpanan bahan baku, area pengukuran bahan, area pencucian alat, area
prodiuksi, area pengemasan, area pelabelan, area penyimpanan produk jadi,
ruang administrasi, wastafel, toilet, alat pemadam kebakaran, area produksi
terlihat tempat sampah tertutup, 15. Foto baku standar bahan baku dan baku
standar bahan jadi, 16. Foto tahap proses produksi, 17. Rancangan label kemasan,
Tanda panah keatas menunjukan
h dikembali
2 |Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Persyaratan Lengkap 60 Menit Verifikasi Berkas Permohonan Redrchonan !
karena  persyaratan belum
lengkap
kasi  keb it & . v
g [frenverificas = berkas: persy Verifikasi Berkas Permohonan 180 Menit Verifikasi Lapangan/survey
Permohonan
4 |Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 180 Menit Berita Acara Pemeriksaan
i e . = i i k J
5 Memberikan Ha Rekomsndasi  Ha = Berita Acara Pemeriksaan 1 Hari Surat Rekomendasi Hasil Survey Tanda _umnmw_ Ealas _”_._m:_._:.“:_ﬂmn
Survey X rekomendasi survey ditolak
Menandatangani Surat Rekomendasi . . .
) # x 5 z . by Toko)
& |Pemberian lzin usaha mikro obat tradisional Surat Rekomendasi Hasil Survey 80 Menit purstRekontendash pembatisn 21N T
Obat
(UMOT)
7 Penyerahan Surat Rekorandasi Pemberian Surat Rekomendasl pemberian lzin Toko Obat 60 Menit Surat Rekomendasi Izin sudah diserahkan

lzin Toko Obat




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
Rutin

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Rekomendasi lzin
b. Kegiatan Rekomendasi lIzin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
LANGKAH AWAL Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Perizinan Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT)

Melakukan Survey Lapangan
Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Toko Obat

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Melakukan Survey Lapangan

Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Survey

Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

NoOUswNE

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian 1zin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

|Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No Kegiatan Yang dicek Sesuai Tidak Sesuai
1 Format Surat Masuk
2 Perihal Surat Masuk




NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS|
TANGEAL EFEKTIF

ATEN LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG FARMASI
TR I/V.b
wqom 1003

NAMA sOP AT

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : _—
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan & Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memahami Persyaratan Perizinan
3 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Mempunvyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
5 Permenkes No.1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang IPERUBAHAN ATAS Permenkes Rl No 167/Kab/B.VII/1972
" tentang Pedagang Eceran Obat
a Permenkes Rl Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor T
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
& Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produki L Penerima Berkas 1 Orang
" pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resika Sektor Kesehatan 2 Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOF Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebcng 1 Komputer dan Printer 3, Jaringan Internet
2 sOF Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4, Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang dialami oleh
Penanam Modal

Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

JENIS KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan
Rekomendasi Izin
Rekomendasi Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKAS]I KEGIATAN

NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT
LANGKAH AWAL Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Perizinan Toko Obat
LANGKAH UTAMA Melakukan Survey Lapangan

LANGKAH AKHIR Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Toko Obat

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

H.m:_.mﬁnm_,Bo:o:m:::E_Agmzm_.c:_nm:mm_no_sm:n_mmmvmzuzm:ﬁoroo_umﬂ
2. Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas

3. Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

4. Melakukan Survey Lapangan

5. Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Survey

6. Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian Izin Toko Obat

.\

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Toko Obat

Ukuran Surat Masuk

1; Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TOKO OBAT

No.

Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan

Keterangan
Pemeriksa Berkas Penerima Berkas DPMPTSP Tim Teknis Kepala Kelengkapan Waktu Output ekl
1. Permohenan, 2. FC ljazah Asisten Apoteker, 3, FC STRTTK, 4. FC|
SIPTTK 5. Surat Pernyataan Asisten Apoteker, 6. Surat Pernyataan
pemillk Toko Obat 7. surat izin atasan langsung. 8. Rekomendasi
dari organisasi profesi. 9. FC KTP Pemilik Toko Obat dan KTP Asisten
Surat permohonan untuk|
. Apoteker. 10, Pastfhoto warna ukuran 3x64sebanyan 2 lembar. 11. )
1 |[menerbitkan Rekomendasi . 1 Hari Persyaratan Lengkap
Perizinan Toko Obat Denah bangunan dan peta lokasi. 12. Surat status bangunan dalam
bentuk akte (hak milik/hak sewa/kontrak), 13. Daftar terinci alat
kelengkapan Toko Obat. 14 Fotocopy NPWP Pemilik Toko Obat, 15.
Surat Keterangan izin lokasi toko obat di ketahui Kades/Lurah, 16.
Surat Izin Atasan LAngsung (lika Penanggung Jawab sebagai PNS)
Tanda panah  keatas
menunjukan
Melakukan Verifikasi Verifikasi Berkas|Permohaonan
v L ki 60 i
2 Kelengkapan Berkas Persyaratan Lengkap Mank Permohonan dikembalikan karena
persyaratan belum
lengkap
M ifikasi keb i i
3 SRVEfiksl, kebenaran berias Verifikasi Berkas Permohonan 180 Menit Verifikael
persyaratan Permohonan rmﬂmsmm:._m:_&mw.
e ) Berita Acara
4. Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 180 Menit Pemmeriksaan
Tanda panah keatas
Memberikan Hasil ) ; Surat Rekomendasijmenunjukan
5. i "
Rekomendasi Hasil Survey Berita Acara Pemeriksaan 1 Hari Hasil Survey rekomendasi survey|
ditolak
Menandatangani Surat Surat Rekomendasi
6. |Rekomendasi Pemberian lzin Surat Rekomendasi Hasil Survey 60 Menit pemberian Izin Toko
Toke Obat Obat
Penyerahan Surat Surat Rekomendasi
7. |Rekomendasi Pemberian lzin Surat Rekomendasi pemberian lzin Toko Obat 60 Menit Izin sudah

Toko Obat

diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WIN =




NOMOR SOP

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

BIDANG YANKES DAN SDMK
Seksi Farmasi

TANGGAL PEMEUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

K= o
NAMA SOP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN TOKO ALAT x+m:>._.>z
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAIGSANA : ’
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Memazhami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memahami Persyaratan Perizinan
- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
Permenkes No.1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang IPERUBAHAN ATAS Permenkes RI No f
3, . Kegiatan tepat t
167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat % Sglatan tapet saearan dan tenat wakiu
a Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor sl Palakesiia
" 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, lzin Praktek dan lzin Kerja Tenaga Kefarmasian
. Peraturan Menteri Kesehatan No.1191/Menkes/Per/VIIl/ Tahun 2010 tentang Penyaluran Alzt i Benwrirma Baciis:1 Brsig
Kesehatan
. : Tim Teknis 5 Or:
& Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan 2 i feknis ang
usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong i Komputer dan Printer 3. Jaringari Internet
2. SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong 2. ATK 4, Printer
5. Ruang Tunggu
PERINGATAN ; PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah
yang dialami oleh Penanam Modal

- Mencatat kedalam buku kendali izin yang sudah terbit




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT

JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Rekomendasi Izin
b. Kegiatan Rekomendasi Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Perizinan Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT)
Melakukan Survey Lapangan

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Toko Obat

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Surat permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas

Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Melakukan Survey Lapangan

Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Survey

Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

NouswN R

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL {UMOT)

Pelaksanaan Mutu Baku
No, Kegiatan Keterangan
- pemeriksa Berkas Penerima Berkas DPMPTSP Tim Teknis Kelengkapan ‘Wakiu Output <
1. Permohonan, 2. FC akta pendirian badan usaha perseorangan yg sah sesuai ketentuan
peratruan perundang-undangan, 3. Susunan direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas
dalam hal permohonan bukan perseorangan, 4. FC KTP/fidentitas pemohon dan/atau
direks!/pengurus dan kpomisaris/badan pengawas, 5. Surat Pernyatasn pemohon dan/
direksi/pemgurus dan kpmisaris/badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
Surat permohonan untuk menerbitkan perundang-undang dibidang farmasi, 6. FC bukti kepemilikan tanah/bangunan, 7. FC surat izin
= Rekomendasi Izin usaha mikro obat usaha perdagangan (SIUP). 8. FC NPWP. 9. Surat keterangan domisili apabila alamat KTP tidak 1 Hari Persyaratan Lengkap
tradisional (UMQT) sesual tempat usaha, 10, Denah bangunan, 11. SOP, 12. Daftar peralatan yang digunakan, 13.
Daftar produk jadi, 14. Foto area penyimpanan bahan baku, area pengukuran bahan, area
pencucian alat, area prodiuksl, area pengemasan, area pelabelan, area penyimpanan produk
jadi, ruang administrasi, wastafel, toilet, alat pemadam kebakaran, area produksi terlihat
tempat sempah tertutup, 15. Foto baku standar bahan baku dan baku standar bahan jadl, 16.
Foto tahap proses produksi, 17. Rancangan label kemnasan.
Tands panah keatas menunjukan
2. Malgkukan <mm1__.=mmm_ Kelengkapan Persyaratan Lengkap 60 Menit Verifikasl Berkas Permohanan Parmohenan dikembalikan karena
erkes persyaratan belum lengkap
3. Menectikash keenardn berkos Verifikas Berkas Permohonan 180 Menit Verifikasi Lapangan/survey
persyaratan Permohonan
4. Melakukan Survey Lapangan Verifikasi Lapangan/survey 180 Menit Berita Acara Pemeriksaan
8. Wambarhen:Hasl Rokamendas) Berita Acara Pemeriksaan 1 Harl Surat Rekomendasi Hasil Survey Marids paiiali keatas menunjukan
Hasil Survey rekomendasi survey ditolak
NMenandatangani Surat Rekomendasi
7 = p Surat Reke dasl berl
6. Pemberian lzin usaha mikro obat Surat Rekomendasi Hasll Survey 60 Menit Matnesemen pemasren
L7 Izin Toke Obat
tradisional (UMQT)
h ke i} i zil
Pany Surat Re Surat Rekomendasi pemberian Izin Toko Obat 60 Menit SurtRekomandas! |zhysudan

Pemberian lzin Toko Obat

diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

No

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Format Surat Masuk

Perihal Surat Masuk

WM




NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS|
TANGGAL EFEKTIF R AR \r
S ~ ¥y =g
— Pk DINAS @ AN KABUPATEN LEBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 0
DINAS KESEHATAN >
DISAHKAN OLEH
BIDANG YANKES DAN SDMK MAN: SKM
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (di Provinsi) ha Th.[/TVb
06199703 1003
—— PEMBERIAN REKOMENDASI 1ZIN RERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
TANGGA (PKRT)
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA : f
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1, Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait #
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2, Memahami Persyaratan Perizinan
] B 2014 T h h
3. ”_.H_Mm:xmm No.70 Tahun z entang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 3. Mempunyai Komitmen tingg| untuk menyelesaikan setiap tahapan
4. Kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Jumlzah Pelaksana
15 Penerima Berkas 1 Orang
2. Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1 Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet

% SOP Surat Keluar pada DPMPTSP Kabupaten Lebong

2 ATK 4. Printer

5. Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Jika SOP Pembinaan tidak dijalankan dengan baik, maka akan mempengaruhi penyelesaian masalah vang dialami oleh
Penanam Modal

- Mencatat kedalarr buku kendali izin yang sudah terbit




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan
a. Produk Rekomendasi Izin
b. Kegiatan Rekomendasi Izin
Scoup/ Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI 1ZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
LANGKAH AWAL Surat permohonan untuk survey lapangan
LANGKAH UTAMA Melakukan Survey Lapangan
LANGKAH AKHIR Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

. _mcaﬁ permohonan untuk survey lapangan
Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas
Menverifikasi kebenaran berkas persyaratan Permohonan

Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Survey
Menandatangani Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

1
2
3.
4. Melakukan Survey Lapangan
3
6
7

Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

|Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FEMBERIAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
Pelak Mutu Baku
No. Kegiat
° i Pemeriksa Penerlimy DPMPTSP Tim Teknis Kepala Kelenglapan Walitu Output Keterangan
Berkas Berkas
1.Surat Permohonan, 2, FC KTP Pemilik/Pemohon, 3. FC Izin Usaha,
4. FC NPWP, 5, Peta Lokasi dan Denah Bangunan, 6, Surat yang
menyatakan status bangunan bentuk akte hak milik/sewa fkontrak,
1. |Surat permohanan untuk survey lapangan 7. Daftar Peralatan Produksi, 8, Daftar Alat Kesehatan/PKRT yang 1 Hari Persyaratan Lengkap
akan diproduksi, 9. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil
penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas|
kesehatan,
| I
Tanda panah keatas menunjukan
2. |Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Persyaratan Lengkap 60 Menit Verifikasi Berkas Permohonan Permohonan dikembalikan karena
persyaratan belum lengkap
3. [Menverlfikasi - kebenaran berkas persyaratan Verifikasi Berkas Permohonan 60 Menit Verificasi Lapangan/survey
Permohonan
4, Melakukan Survey Lapangan _ Veriflkasi Lapangan/survey 180 Menit Berita Acara Pemeriksaan
s, Memberikan Hasil Rekomendasi Hasil Berita Acara Pameriksaan 1 e Surat Rekomendasi Hasil Survey Tanda P.u:ws ._amsw menunjukan
Survey rekomendasi survey ditolak
Menandatangani  Surat ~ Rekomendasi .
t i
6. |Pemberlan lzin Perbekalan Kesehatan Surat Rekomendasi Hasil Survey 60 Menit mﬂwvm””ﬂﬂ“ﬂm”%nmﬂwﬁﬂ Wi Pecbakalan
Rumah Tangga (PKRT) =
Penyerahan Surat Rekomendasi Pemberian i Surat Rekomendasi Pemberian lzin Perbekalan)
% b Perb 5
7. |lzin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga surat Rekomendasi Pemberian lzin Perbekalan Kesehatan Ruman 60 Menit Kesehatan  Rumah  Tangga (PKRT) sudah
Tangga (PKRT) &
(PKRT) diserahkan




chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Surat Permohonan

FC KTP Pemohon/Pemilik

FC Izin Usaha

Peta Lokasi dan Denah Bangunan

Surat yang menyatakan status bangunan dalam
bentuk akte hak milik/sewa kontrak

Daftar peralatan produksi

Daftra alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan
diproduksi

No

1

2

3

4. |FC NPWP
5

6

7

8

9

Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari
petugas kesehatan yang berwenang di dinas
kesehatan




NOMOR S0P

3. Formulir/ceklis IKL

TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
RATEN LEBONG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga i
1106499703 1 003
Pemberian mmro_w.ul._umwﬁ-mim\mn Produlsi Pangan industri Rumah Tangga
NAMA SOP
{SPP-IRT)
DASAR HUKUM : . KUALIFIKAS] PELAKSANA : '
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Menguasai Bidang Keamanan Pangan
2; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Memiliki Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
3. Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Pendidikan Kesehatan minimal D Il
4, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Label 4. Memiliki kemampuan utk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkobalirasi dengan baik dalam Tim
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi dan Mutu Pangan 5. Pendidikan Kesehatan minimal D 11l
Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 03.1.23.04.12.2.205 Tahun 2012 tentang Pedoman . .
g 6. t tent PIRT
- Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga Memahami aturan tentang Perlzinan
7. Peraturan Kepala Badan POM RI Normor HK 03.1.23.04.12.2.206 Tahun 2012 tentang Cara Produlsi 7. Memiliki Sertifikat Pelatihan Distric Food Insectio (DF1) atau sertifikat pengawas
8. Peraturan Kepala Badan POM RI Nemor HK 03.1.23.04.12.2.207 tentang Tata Cara Pemeriksaan Jurnlah Pelaksana
1. Penerima Berkas 1 Orang
2. Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGIKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1. Komputer/Laptop 4 printer
2 SOP Surat Keluar 2. ATK 5 Kendaraan Roda 4/2

6 Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Proses Pemberian Rekomendzsi SPP-IRT harus sesuai prosedur untuk memastikan pangan yang dihasilkan
bermutu, aman dzn layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pangan Industri Rumah Tangga

- Formulir/ceklis IKL , SPT, Peta Lokasi Pemilik P-IRT, Copi/arsip Rekomendasi dikeluarkanrya Sertifikat Produksi




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDAS| SERTIFIKAT SERTIFIKAT PRODUKSI
TANGGA (SPP-IRT)

PANGAN INDUSTRI RUAH

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan
Rekomendasi Izin

Rekomendasi Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI SERTIFIKAT SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUAH
NANIA KEGIATAN TANGGA (SPP-IRT)
LANGKAH AWAL Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP

LANGKAH UTAMA
LANGKAH AKHIR

Melakukan Survey Lapangan
Pemohon melaporkan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP
Mengisi dan melengkapi persyaratan

Mengecek kelengkapan persyartan

Memverifikasi kelengkapan persyaratan

Survey ke lokasi pemohon

Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga memenuhi persyaratan
Pembuatan Surat Rekomendasi Sertifikat RPP-IRT

Penandatanganan Surat Serttifikat SPP-IRT

Penagendaan surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

Pengambilan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

Pemohon melaporkan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

2o No R WwN R

=
Lo

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




A, DATA KEGIATAN

NAMA SOP

JENIS KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
a. Produk
b. Kegiatan
Scoup/ Ruang Lingkup

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDAS| SERTIFIKAT SERTIFIKAT PRODUKSI
TANGGA (SPP-IRT)

PANGAN INDUSTRI RUAH

Rutin

Kepala Dinas Kesehatan
Rekomendasi Izin

Rekomendasi Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDAS| SERTIFIKAT SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUAH
WA KEGIATAN TANGGA (SPP-IRT)
LANGKAH AWAL Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP
LANGKAH UTAMA Melakukan Survey Lapangan

LANGKAH AKHIR

Pemohon melaporkan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP
Mengisi dan melengkapi persyaratan

Mengecek kelengkapan persyartan

Memverifikasi kelengkapan persyaratan

Survey ke lokasi pemohon

Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga memenuhi persyaratan
Pembuatan Surat Rekomendasi Sertifikat RPP-IRT

Penandatanganan Surat Serttifikat SPP-IRT

Penagendaan surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

Pengambilan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

Pemohon melaporkan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT

W NO YR WN e

=
Lol =

Ukuran Surat Masuk

1. Format Surat Masuk
2. Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Keslin Keterangan
epala Dinkes | Kabid Kesmas Kasl Kesling Dinkes Mm_.__sh 2 Petugas front office Pemohon Kelengkapan Waktu Output
1. Menisi Formulir Permohenan, 2.Data Perusahaan Produksl
Industri Rumah Tanggs, 3. Data Produk Makanan, 4. Surat
Pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat, 5. Surat|
Keterangan Domisill usaha yang memenuhl syarat, 6. Rancangan
- " L . Label, 7. Denah Bangunan, 8. Peta Lokasi, 9. FC KTP Pemohon 1
1 saiatp penerbitan Larvbar i b K lembii 3 1 Kari Parsyaratan Lengkap
- rekomandasi dari DPMPTSP embar, 10.Pas poto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar), 11. Surat
Pernyataan Status Bangunan (Hak Milik/Kontrak), 12. Foto
Kegiatan Produksi, 13. Fotocopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan
Pangan.
2. Mengisi dan melengkapi persyaratan Parsyaratan Lengkal 1-2 Hari Pengtcstan Setes
5 = AP ey 2l il i Permohonan
Tanda panah keatas
Verifikasi K pan| .
3 Mengecek kelengkapan persyartan Pengecekan Berkas Permohonan 15 Menit dikembalikan karena
Persyartan
persyaratan belum
lengkap
4, Memverifikasi kelengkapan persyaratan Verifikasi Kelengkapan Persyartan 30 Menit Survey ke lokasi
Pemeriksaan Labor
B Survey ke lokasi pemohon Survey ke lokasi 1 Hari i mm_._z A _“___unrrw._ww: _ﬁuuwn
F Lapangan
sampel di Labkesmas RL)
Sarana Produksl Pangan Industri Rumah Surat Rekomendas| Hasil Tancaparalikestas
6. - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 1 Harl . das|
Tangga memenuhi persyaratan Suryey ey ditslnk
Pembuatan Surat Rekomendasi Sertifikat RPP- : Draf Surat Rekemendasi
7 IRT Surat Rekomendasi Hasil Survey 1 Hari Sertifikat SPPIRT
Penandatangan Surat
8. Penandatanganan Surat Serttifikat SPP-IRT Draf Surat Rekomendasi Sertififcat SPP-IRT 1 Hari Rekomendasi Sertifikat
SPRRT
Penagendaan surat Rekomendasi Sertifikat . " Agenda NomorSUrat
9. SPPART Penandatangan Surat Rekomendasi Sertifikat SPP-IRT 1 Hari Rekomendasi
P bilan Surat R i Sertifikat s Surat Rekomendasi
10, SPPART Agenda NomorSUrat Rekomendasi 1 Harl SPPRT diserahkan
" Surat Rekomendasi
1, | Femetonebpokan Sut: Rekomamdast Surat Rel SPPART diserah SPP-IRT diserahian

Sertifikat SPP-IRT

ke DPMPTSP




SOP PEMBERIAN REKOMENDASI SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
chek list / pemeriksaan

Tanggal Pemeriksaaan
Nama Pejabat/Staff
Nama Pejabat/Staff yang melaksanakan

=
(=]

Kegiatan Yang dicek

Sesuai

Tidak Sesuai

Mengisi Formulir Permohonan

Data PerusahaN Produksi Industri Rumah Tangga

Data Produk Makanan

Surat Pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat

Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan

Rancangan Label

Denah Bangunan

Fotocopi KTP Pemohon (1 Lembar)

O IN|Y (V| &™w|N =

Paspoto berwarna ukuran 4x6 (3 Lembar)

=
o

Surat Pernyataan Status Bangunan (Hak Milik/kontrak)

|
=

Foto Kegiatan Produksi

=
N

Fotocopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan




NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL. EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN
DISAHKAN OLEH
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga TkJ/IV.b
99703 1003
Nl eV
NAMA SOP Pemberian Sertifikat Lail-Higiene Sanitasi {asaboga
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : —

1L Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
4

Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Permenkes Rl Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan
Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene sanitasi, Kolam renang, Solus Per aqua dan Pemandian Umum

6. Permenkes Nomor 1036/Menkes/SK/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VI1/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan

1 Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
2. Memiliki Skill pengoperasian Sistem berbasis IT

.u.. gmgm:mﬂ:mmmnm:m_ﬂmmmrmnm:
h

5 Pendidikan Kesehatan minimal D Il

6. Memahami tenytang Higiene dan sanitasi lingkungan

. Memiliki kermampuan utuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalar Tim

7 Jumlah Pelaksana
Restoran
1. Penerima Berkas 1 Orarg
2. Tim Teknis 5 Orang
Pengawasan Internal
Berjenjang mulai penerima, Tim Teknis, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepzla Dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong 1, Komputer dan Printer 4 Betol Sampel
2. SOPSurat Keluar 2. ATK 5 Printer

3 Formulir/ceklis IKL

6 Kendaraan Roda 4/2
7 Ruang Tunggu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Proses Pemberfan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga harus sesuai dengan prosedur untuk memastikan
pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan layak untulk dikonsumsi oleh masyarakat.

Jasaboga

- Formulir/ceklis IKL Higiene sanitasi DAMIU, SPT, Peta Lokasi Pemilik DAMIU, Copi/arsip Sertifikat Laik Higiene Sanitasi




A.  DATA KEGIATAN

Scoup/ Ruang Lingkup

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Kesehatan

a. Produk Rekomendasi lzin

b. Kegiatan Rekomendasi Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA
LANGKAH AWAL Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP

LANGKAH UTAMA Melakukan Survey Lapangan

LANGKAH AKHIR

Pemohon melaporkan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga ke DPMPTSP

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

LANGKAH UTAMA

LANGKAH AKHIR

Pemohon membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP
Mengisi dan melengkapi persyaratan

Mengecek kelengkapan persyartan

Memverifikasi kelengkapan persyaratan

Survey ke lokasi pemohon

Sarana Produksi Jasaboga memenuhi persyaratan

Pembuatan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

Penandatanganan Surat Serttifikat Laik Higiene sanitasi Jasaboga

Pengendaan surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

Pengambilan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

Pemohon melaporkan Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga ke DPMPTSP

el ol SRR o

el
ol =

Ukuran Surat Masuk

1. |Format Surat Masuk
2. |Perihal Surat Masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA

Pelaksanaan Mutu Baku

Kegiatan Kasi Kesling Petugas Kesling Petugas front

Keterangan
Kepala Dinkes Kabid Kesmas
Dinkes Dinkes office

Pemohon Kelengkapan Wakiu Output

1. Menisi Formulir Permohonan, 2. FC KTP, 3. Paspoto
berwarna ukuran 4x6 (3 lembar), 4. Fc Sertifikat
Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi bagi Pemilik/Pengusaha
(Penyuluhan Keamanan Pangan, 5. Denah Bangunan
Dapur, 6, SUrat Penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga
yang memiliki pengetahuan Higiene sanitasi sebagai 1 Hari Persyaratan Lengkap
penanggungjawab jasaboga, 7. FC ijazah tenaga sanitarian
atau sertifikat pelatihan/kursus Higiene sanitasi, 8. FC|
Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi bagi Penjamah
Makanan (Penyuluhan Keamanan Pangan) min 1 orang, 9.
Hasil Uji Lab makanan dan kualitas air.

Pemohon  membawa  surat
permohonan penerbitan
rekomendasi dari DPMPTSP

Mengisi  d melengkapi TR
engis an elengkapi Mum i Persyakatan Labgksp 13 Harl Pengecekan Berkas
persyaratan i Permeohonan
Tanda panah keatas
menunjukan
M k kelengk i i
mﬂwwhmz N Pengecekan Berkas Permohonan 15 Menit MMH__M_NMM:_Am_me_Amﬂm: Permohonan
P Y dikembalikan  karena
persyaratan belum
Memverifikasi kelengkapan e : ; .
erSyakLif exap il Verifikasi Kelengkapan Persyartan 30 Menit | Survey ke lokasi
« Pemeriksaan Labor
- . dibebankan kepada
. ; . Berita Acara
Survey ke lokasi pemchon i Survey ke lokasi LHari | eriksaan Lapangan |Pemohon  (pengujian
sampel di Labkesmas
iy
Tanda panah keatas
Sarana Jasaboga memenuhi ; ’ ! Surat Rekomendasi Hasillmenunjukan
persyaratan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 1 Hari Survey rekomendasi survey
ditolak
Pembuatan Surat Sertifikat Draf Surat Sertifikat Laik
7|Laik Higiene Saritasi Surat Rekomendasi Hasil Survey 1 Hari Higiene Sanitasi
Jasaboga Jasaboga
Penandatanganan Surat Draf Surat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi lasaboga Penandatangan

Sertifikat Laik Higiene sanitasi
Jasaboga

1 Hari Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Jasaboga

Penagendaan surat Sertifikat

Laik Higiene Sanitasi ,_wm;m_wam“m:mm; Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 Hari Moﬂm.ﬂm Nomor|
Jasaboga asaboga ertifilkat
Pengambilan Surat Sertifikat )
Laik Higiene Agenda Nomor Sertifikat v [ daesbos
SanitasiJasaboga iserahkan
Pemohon melaporkan Surat
. : i Surat Sertifikat
1 MMMWMN_UmmvaM _M I_uﬁmﬂm Sertifikat Jasaboga diserahkan Jasboga diserahkan ke
DPMPTSP

DPMPTSP
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SOP
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG



NOMOR SOP 790 / 017 / BKD-03/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN |02 Januari 2019. .
TANGGAL REVISI 05 Oktober2019 '+, "
TANGGAL EFEKTIF 03 Jan(iari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DISAHKAN OLEH

BADAN KEUANGAN DAERAH

NAMA SOP Prosedur Pembuatan Kartu NPWPD/NPWRD

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tupoksi BKD 1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah { 2. Mengerti administrasi perkantoran / penatausahaan dokumen

dengan Perda Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013 3. Mampu mengoperasionalkan komputer
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Memahami Tupoksi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
4. Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer / Laptop

2. ATK

3. Alat Komunikasi atau( Telepon/Handphone)
4. Kendaraan Operasional

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Setian Waiib Paiak diharuskan membunvai NPWPD 1. disimpan sebagai data elektronik dan manual
Setiap Wajib Retribusi harus mempunyai NPWRD 2. Bahwa Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SOP berada ditempat




FLOWCHART PROSEDUR PEMBUATAN KARTU NPWPD DAN NPWRD

PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Subbid Pajak
No Kegiatan Kasubbid Pajak dan Wajib Pajak/Wajib Keterangan
E Kabid Pendapatan . X dan Retribusi | fak/Waj Kelengkapan Waktu Out Put &
Retribusi Retribusi
/Petugas

Melakukan Pendaftaran sebagai wajib O
1. |pajak/wajib Retribusi ke petugas (staf Subbid KTP 5 Menit Pendaftaran WP

pajak dan retribusi)

Memberikan Formulir Pendaftaran kepada Formulir Pendaftaran
Z 5 Menit | Ad F li

WP/WR (SPOP/SPOR) eni anya Formulir Pendaftaran
3. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Menyerahkan _ T T O RN Formulir vm:aw*..ﬁmﬂw: sudah

Kepada Petugas terisi

{ li t; udah disi _ I

4, Mgmmeriica Forvuli Beriaferan jaag sddeb die . N Formulir Pendaftaran 5 Menit | Verifikasi Formulir Pendaftaran

oleh WP

Membuat Register P PWPD/NPWRP
5 amﬂaawnm_ mm_wm__ﬂmﬂzwqemﬂw_ﬁ:%mv _Amzu_cn__m: _ Buku Register Penomoran 15 Menit Sudah ada Register Penomoran

' NPWPD/Kartu NPWPD NPWPD/NPWRD
diteruskan kepada Kasubbid Pajak dan Retribusi et /
M iksa Kartu NPWPD/NPWRD d raf
emeriksa Rartd / an memarat. \f | Kartu NPWPD/NPWRD sudah

6. |menyerahkan kepada Kabid Pendapatan dan Bagi Kartu NPWPD/NPWRD 5 Menit diperiksa dan diparaf

Hasil /\ & Rarg
7. Menelaah dan menandatangani Kartu / Kartu NPWPD/NPWRD 5 Menit Kartu ZJS._vD\zvea_mO sudah

NPWPD/NPWRD \ ditanda tangan

ji jak/Waiji K WPD,

8. Menyerahkan Kepada Wajib Pajak/Wajib A V Kartu NPWPD/NPWRD 10 Menit artu NPWPD/NPWRD sudah

Retribusi

diserahkan




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP Prosedur Pembuatan Kartu NPWPD dan NPWRD
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Badan Keuangan Daerah

a. Produk Kepala Bidang Pendapatan

b. Kegiatan Kasubbid Pajak dan Retribusi

Scoup/ Ruang Lingkup

BKD KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

Prosedur Pembuatan Kartu NPWPD dan NPWRD

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak/Wajib Retribusi melakukan Pendaftaran sebagai wajib pajak/wajib Retribusi ke petugas (staf Subbid pajak dan retribusi)

LANGKAH UTAMA

Kasubbid Pajak dan Retribusi memberikan Formulir Pendaftaran kepada WP/WR

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak/Wajib menyerahkan Kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak/Wajib Retribusi melakukan Pendaftaran sebagai wajib pajak/wajib Retribusi ke petugas (staf Subbid pajak dan retribusi)

LANGKAH UTAMA

Kasubbid Pajak dan Retribusi memberikan Formulir Pendaftaran kepada WP/WR

Wajib Pajak/Wajib mengisi Formulir Pendaftaran dan Menyerahkan Kepada Petugas

Staf memeriksa Formulir Pendaftaran yang sudah disi oleh WP

Staf membuat Register Penomoran NPWPD/NPWRP dan mengisi Kartu NPWPD/NPWRP kemudian diteruskan kepada Kasubbid Pajak dan
Retribusi

Kasubbid Pajak dan Retribusi memeriksa Kartu NPWPD/NPWRD dan memaraf menyerahkan kepada Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil

Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil menelaah dan menandatangani Kartu NPWPD/NPWRD

LANGKAH AKHIR

co

Wajib Pajak/Wajib menyerahkan Kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi




NOMOR SOP 790 / 02 /BKD-03/2019

TANGGAL PEMBUATAN 02 Januari 2019

TANGGAL REVISI 05 Oktober 20197~

s

TANGGAL EFEKTIF 03 Januafi &a@-er TN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEUANGAN DAERAH

DISAHKAN OLEH

z__ﬁam%mm@moe 121004

SOP PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU
DENGAN PENELITIAN KANTOR

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi BKD
2. Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di
dengan Perda Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Mengerti administrasi perkantoran / penatausahaan dokumen
3. Mampu mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Berkas Permohonan
2. Blanko Cheklist

3. Blanko Tanda Terima
4. Disposisi

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila penanganan pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor tidak
dilaksanakan sesuai SOP ini dapat mengakibatkan terhambatnya pemutakhiran data
grafis, perekaman SPOP/LSPOP dan cetak DHR, serta SPPT.

1. Buku Agenda Permohonan
2. Buku Tanda Terima

3. DHKP




FLOWCHART PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan Petugas ( Tempat | Kasubbid Pajak & Keterangan
* Wajib Pajak gas | 9 asu : m_. Kahid Pendapatan | KEPALA BKD Kelengkapan Waktu Out Put ¢
pelayanan) Retribusi
1, _Sw:mm_.c_&: umqgorc:mn.umaamnma: ohjek C P, Permohonan, SPOP, KTP, KK, 10 menit Blanko n:m_ﬂ:.ﬁ.. Blanko Tanda
pajak baru dengan penelitian kantor IMB, Surat Keterangan Lurah Terima
Menerima, meneliti kelengkapan persyaratan - i
Blanko Cheklist, Blanko Tand : )
2. |permohonan dan cetak tanda terima untuk wajib TN Teriha Ll 20 menit Tanda Terima Berkas
pajak, meneruskan berkas
Melakukan penelitian dan membuat konse 1 . . .
3. Ummz,nm mnmaunm:m:zm: g .\r. ) Tanda Terima Berkas 4 jam Konsep Berita Acara Penelitian
4, |Memeriksa dan memaraf berita acara Konsep Berita Acara Penelitian| 1 jam Paraf Kabid Pendapatan
Men hkan berit dan menetapkan 4
esankan berita acara aa ¥ s
5. n_:amm_n Nrutaye P _ _ Paraf Kabid Pendapatan 4 jam Berita Acara Penelitian
6. |Menugaskan untuk pemutakhiran data grafis re Berita Acara Penelitian 1jam Disposisi Pemutakhiran Data
Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan \
takhi is, SPOP(Surat
pemu m. iran amﬁm.mqm:m. perekaman ! (Sura Pemuitakhiran Data SISMIOP
Pemberitahuan Objek Pajak)/LSPOP(Lampiran ) L. . . . . )
7. ) : - Disposisi Pemutakhiran Data 4 jam (Sisitern Manajemen Informasi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak), cetak Objek Pajak)
DH(daftar harian) dan SPPT(Surat Pemberitahuan ! )
Pajak Terutang) dan meneruskan berkas
8. |Mengesahkan Surat Pemberitahuan Pemutakhiran Data SISMIOP 4 jam Konsep SPPT/SP Penolakan
9. [Menatausahakan Dokumen " _A Konsep SPPT/SP Penolakan 1jam SPPT/SP Penolakan
- Pel Pendaftaran Objek
10. |Menerima Surat Pemberitahuan (¢ ) SPPT/SP Penolakan 1 Hari elayanan Fendatiaran Loje

Pajak Baru




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR

JENIS KEGIATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Keuangan Daerah

a. Produk

Kepala Bidang Pendapatan BKD

b. Kegiatan

Kasubbid Pajak dan Retribusi

Scoup/ Ruang Lingkup

BKD KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIA

AN

NAMA KEGIATAN :

Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor

LANGKAH UTAMA

Petugas (tempat pelayanan) menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak tanda terima untuk wajib
pajak, meneruskan berkas

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor

LANGKAH UTAMA

.}

Petugas (Tempat Pelayanan) TP menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak tanda terima untuk
wajib pajak, meneruskan berkas

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan penelitian dan membuat konsep berita acara penelitian

Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil memeriksa dan memaraf berita acara

Kepala Dinas mengesahkan berita acara dan menetapkan tindak lanjutnya

V|| W

Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil menugaskan untuk pemutakhiran data grafis

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP(Surat Pemberitahuan Objek

Pajak)/LSPOP(Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak), cetak DH(daftar harian) dan SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang) dan meneruskan berkas

Kepala Dinas mengesahkan Surat Pemberitahuan

Petugas (tempat pelayanan) menatausahakan Dokumen

LANGKAH AKHIR

10

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP 790 / 04 /BKD-03/2018
TANGGAL PEMBUATAN 02 Januari 2019
TANGGAL REVISI 05 Oktober 2019 - =
TANGGAL EFEKTIF 03 Januari2019 5N

7 PILKEPALA

TRl AH 12

DISAHKAN OLEH ! j |»\ c\\
: “RIK ROSADLS.STP.M.Si

SOP MUTASI SELURUH OBJEK/SUBJEK

N SoP PAJAK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

2.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 71 tahun 1993 tentang
Umum Tata Persuratan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Umun Tata Naskah Dinas

. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi BKD

Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah

* dengan Perda Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Mengerti administrasi perkantoran / penatausahaan dokumen
3. Mampu mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Berkas Permohonan S. Sismiop
2. Blanko Cheklist

3. Blanko Tanda Terima
4. Disposisi

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penanganan Mutasi seluruh objek/subjek pajak tidak dilaksanakan sesuai SOP ini, dapat mengakibatkan
terhambatnya perekaman SPOP/LSPOP dan penerbitan SPPT baru.

1. Buku Agenda Permohonan
2. Buku Tanda Terima
3. SPPT




FLOWCHART MUTASI SELURUH OBJEK/SUBJEK PAJAK

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan Petugas (te t Kasubbid Pajak &
8 Wajib Pajak s ftedpa asubhl . _. Kabid Pendapatan Kepala BKD Kelengkapan Waktu Out Put Keterangan
pelayanan) Retribusi
A Permohonan, SPOP, KTP, KK,
IMB, Sertifikat, AIB, Surat .
Mengajukan permohonan mutasi seluruh . Blanko Cheklist, Blanko Tanda
1. bigkfstbiak pajak Keterangan Lurah, BPHTB 10 menit Terima
B
ODIER/MRIEE Peld (Biaya Peralihan Hak Atas
Tanah dan Banguanan)
Menerima, meneliti wm_m:mxmnm:.umaéa.a: ) \ Blanks Cheklist, Blanke Tands . .
2. |permohonan dan cetak tanda terima untuk wajib / . 20 menit Tanda Terima Berkas
X Terima
pajak, meneruskan berkas
Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan
t Pemberi j j =
perekaman ﬁ.wca e maﬁzc.m: Objek v”&m_a > . . Konsep SPPT (Surat
3. |SPOP/ {Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Tanda Terima Berkas 4 jam . .
; Pemberitahuan Pajak Terutang)
Pajak) LSPOP dan mencetak konsep SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang)
X Konsep SPPT (Surat
i SPPT (S
4, W_m:wm:”mm__.,nm: ”ﬁ:_ﬂmhmq _Aﬁo:mmuu (et \/ Pemberitahuan Pajak 1jam Paraf Kabid Pendapatan
emberitahuan Pajak Terutang < S
h 4 . .
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
PT (Surat P i Pajak " 0
5 Mengesahikan SPPT (Sulat Pemheriahuan faja HU Paraf Kabid Pendapatan 4 jam |Terutang) ditandatangani Kepala
Terutang)
BKD
Py SPPT ditandatangani Kepala . SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
. 1 g pii
6. |Menatausahakan Dokumen BKD jam e
A 4
) . SPPT (Surat Pemberitahuan _ |Pelayanan Mutasi Seluruh
7. |Menerima Surat Pemberitahuan 2 Hari

Pajak Terutang)

Objek/Subjek Pajak




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP

MUTASI SELURUH OBJEK/SUBJEK PAJAK

JENIS KEGIATAN

Rutin

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Keuangan Daerah

a. Produk

Kepala Bidang Pendapatan BKD

b. Kegiatan

Kasubbid Pajak dan Retribusi

Scoup/ Ruang Lingkup

BKD KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

Mutasi Seluruh Objek/Subjek Pajak

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi seluruh objek/subjek pajak

LANGKAH UTAMA

Petugas (tempat pelayanan) menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak tanda terima untuk
wajib pajak, meneruskan berkas

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi seluruh objek/subjek pajak

LANGKAH UTAMA

Petugas(tempat Pelayanan) TP menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak tanda terima
untuk wajib pajak, meneruskan berkas

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan perekaman (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) SPOP/ (Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak) LSPOP dan mencetak konsep SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Kabid Pendapatan memaraf konsep SPPT

Kepala Badan mengesahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Petugas (tempat pelayanan) menatausahakan Dokumen

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan




NOMOR SOP

790 / 03 /BKD-03/2019

TANGGAL PEMBUATAN

02 Januari 2019

TANGGAL REVISI

05 Oktober 20197

TANGGAL EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEUANGAN DAERAH

03 ,_m:cm fmﬁw

Y
Rik x0m>__w_\\m STP.M.Si
NIP; 19830526 200112 1 004

DISAHKAN OLEH

SOP H.mwagumﬂhgz OBJEK PAJAK BARU
DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi BKD
2. Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Mengerti administrasi perkantoran / penatausahaan dokumen

3. Mampu mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :
5. Sismiop

1. SOP Pengajuan Objek Pajak

1. Berkas Permohonan
2. Blanko Cheklist

3. Blanko Tanda Terima
4. Disposisi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :
Apabila penanganan pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian lapangan tidak

dilaksanakan sesuai SOP ini dapat mengakibatkan terhambatnya pemutakhiran data
grafis, perekaman SPOP/LSPOP dan cetak DHR, serta menghambat pembaharuan produk

keluaran SPPT, DHKP, dan STTS.

1. Buku Agenda Permohonan
2. Buku Tanda Terima Surat Pemberitahuan

3. DHKP




FLOWCHART PENDAFTARAN OBIJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan . Petugas (Tempat Kasubbid Pajak & Keterangan
¢ Wajib Pajak gas (Temp . _. Kabid Pendapatan | Kepala BKD Kelengkapan Waktu Out Put "
Pelayanan) Retribusi
L. Zw:mm_zxma permohonan pendaftaran objek A Permohonan, SPOP, KTP, KK, — Blanko n:m_h__m« Blanko Tanda
pajak baru dengan penelitian lapangan IMB, Surat Keterangan Lurah Terima
0
Menerima, meneliti kelengkapan persyaratan \ .
; Blanko Cheklist, Blanko Tanda .
2. |permohonan dan cetak tanda terima untuk wajib / Fortnia 20 menit Tanda Terima Berkas
pajak, meneruskan berkas
3 Melakukan penelitian dan membuat konsep - Tanda Terima Berkas 4 jam Konsep Berita Acara Penel
" |berita acara penelitian .l § 4 P
i
4. |[Memeriksa dan memaraf berita acara \/ Konsep Berita Acara Pene 1jam Reatikanid vm:omm,_ow”m: dan o
< Hasil
Mengesahkan berit d tapk ¥
sahkan berita acara dan menetapkan
5 | ENEe . P Paraf Kabid Pendapatan 4 jam Tanda Tangan Kepala Dinas
tindak lanjutnya
6. |Menugaskan untuk pemutakhiran data grafis & Tanda Tangan Kepala BKD 1jam Disposisi Pemutakhiran Data
Melakukan perekaman SPOP(Surat ¥
Pemberitahuan Objek Pajak)/LSPOP(Lampiran Pemutakhiran Data SISMIOP
7. |Surat Pemberitahuan Objek Pajak), cetak Disposisi Pemutakhiran Data 4 jam (Sistem Manajemen Informasi
DH(daftar harian) dan SPPT(Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
Pajak Terutang) dan meneruskan berkas
8 |Mengesahkan Surat Pemberitahuan w__ _ Pemutakhiran Data SISMIOP 4 jam Konsep SPPT/SP Penolakan
9 |Menatausahakan Dokumen | _A Konsep SPPT/SP Penolakan 1jam SPPT/SP Penolakan
X Pel Pendaft Objek
10 [Menerima Surat Pemberitahuan O SPPT/SP Penolakan 1 hari e m<m3mﬁm_.mmﬂ Mm_.mr__«m: je




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Badan Keuangan Daerah

a. Produk Kepala Bidang Pendapatan BKD

b. Kegiatan Kasubbid Pajak dan Retribusi

Scoup/ Ruang Lingkup

DPPKAD KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

Pedaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Lapangan

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan

LANGKAH UTAMA

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan penelitian dan membuat konsep berita acara penelitian

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan

LANGKAH UTAMA

Petugas (tempat pelayanan) menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak tanda terima
untuk wajib pajak, meneruskan berkas

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan penelitian dan membuat konsep berita acara penelitian

Kabid Pendapatan memaraf berita acara

Kepala BKD mengesahkan berita acara dan menetapkan tindak lanjutnya

Kabid Pendapatan menugaskan untuk pemutakhiran data grafis

Kasubbid Pajak dan Retribusi melakukan perekaman SPOP/LSPOP, cetak DHR dan SPPT, pemutakhiran data
grafis dan meneruskan berkas

Kepala BKD mengesahkan Surat Pemberitahuan

Petugas (tempat pelayanan) menatausahakan Dokumen

LANGKAH AKHIR

10

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP

790 / 05 /BKD-03/2019

TANGGAL PEMBUATAN

02 Januari 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

S
b,
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W\l ERIK ROSADLS. STP.M.Si

L 2NIP. 19830529 200112 1 004

NAMA SOP

SOP MUTASI SEBAGIAN OBJEK/SUBJEK
PAJAK

e

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi BKD
Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
2. diubah dengan Perda Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Mengerti administrasi perkantoran / penatausahaan dokumen

3. Mampu mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2. Blanko Cheklist

4. Disposisi

1. Berkas Permohonan

3. Blanko Tanda Terima

5. Sismiop

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penanganan Mutasi sebagian objek/subjek pajak tidak dilaksanakan sesuai SOP
ini, dapat mengakibatkan terhambatnya perekaman SPOP/LSPOP dan penerbitan SPPT.

3. DHKP
4. SPPT

1. Buku Agenda Permohonan
2. Buku Tanda Terima




FLOWCHART MUTASI SEBAGIAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan Pet t t K i i bid Bagi
8 Wajib Pajak etugas {tampa mmcw_u_n._ vm_.w_. & Kesul _. 2B | Kabid Pendapatan | Kepala BKD Kelengkapan Waktu Out Put Keterangan
pelayanan) Retribusi Hasil
Permohonan, SPOP, KTP, KK,
; ; ‘ IMB, Sertifikat, AIB, Surat .
1. W._wm.m_mwh“”whﬂuwﬁsxo:o:m: mutasi sebagian ﬁl\ Keterangan Lurah, BPHTB 6 merii ._m._mES Cheklist, Blanko Tanda
Sl rim
) ek pa) (Biaya Peralihan Hak atas il
Tanah dan Bangunan)
Menerima, meneliti kelengkapan persyaratan .
i Blanko Cheklist, Blanko Tand ;
2. |permohonan dan cetak tanda terima untuk wajib AV ma © LEidist, Blanko 1anda 1 50 menit Tanda Terima Berkas
. Terima
pajak, meneruskan berkas
Melakukan penelitian SPOP(Surat '
Pemberitahuan Objek Pajak)/LSPOP(Lampiran _I_ Konsep Berita Acara Pene
3. |Surat Pemberitahuan Objek Pajak), cetak “1 | Tanda Terima Berkas 8 jam |Konsep SPPT (Surat
DH(daftar harian) dan SPPT(Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pajak Terutang)
Pajak Terutang) dan meneruskan herkas
Memeriksa dan memaraf konsep SPPT (Surat \/ Konsep Berita Acara Besliatars Fenelitian, farat
% Pemberitahuan Pajak Terutang) < penelitian. Konsen SPPT 1jam |Konsep SPPT (Surat
d & ’ B Pemberitahuan Pajak Terutang)
Berita Acara Penelitian, Paraf X
5 Mengesahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Konsep SPPT (Surat . Wv_u._.ﬁﬂm:umwﬁmhmwﬂmm””m_”mvmw_mmw
" |Terutang) HU Pemberitahuan Pajak ! _u._wh“mm_._m " gani kepa
Terutang)
I le SPPT ditandatangani Kepala SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
6. |Menatausahakan Dokumen 1 | s 1jam
n n = Dinas I Terutang)
4 " .
7. |Menerima Surat Pemberitahuan SPPT 1 hari Beldyanan Murasl Sekaglan

Objek Pajak




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP MUTASI SEBAGIAN OBJEK/SUBJEK PAJAK
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Kepala Badan Keuangan Daerah

a. Produk Kepala Bidang Pendapatan BKD

b. Kegiatan Kasubbid Pajak dan Retribusi

Scoup/ Ruang Lingkup

BKD KABUPATEN LEBONG

B. IDENTIFIKASI KEGIATA

NAMA KEGIATAN

Mutasi Sebagian Objek/Subjek Pajak

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi sebagian objek/subjek pajak

LANGKAH UTAMA

Petugas/Tempat Pelayanan (TP) menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak
tanda terima untuk wajib pajak, meneruskan berkas

LANGKAH AKHIR

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi sebagian objek/subjek pajak

LANGKAH UTAMA

Petugas Tempat Pelayanan (TP) menerima, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan cetak
tanda terima untuk wajib pajak, meneruskan berkas

Kasubbid Pajak dan Retribusi Melakukan penelitian SPOP(Surat Pemberitahuan Objek
Pajak)/LSPOP(Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak), cetak DH(daftar harian) dan SPPT(Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang) dan meneruskan berkas

Kabid Memaraf konsep SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Kepala BKD mengesahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Petugas (TP) menatausahakan Dokumen

LANGKAH AKHIR

~ (o] o | B

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan
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PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JI. H. Raden Karna Kel. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah— 39164

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800 /28 / DPK /2022
Kepada,
Yth. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Lebong
Di_
AMEN
Bersama ini di sampaikan kepada:
No. Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
1. | Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu) Berkas | Demikian disampaikan
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten untuk dipergunakan
Lebong Tentang Standar Operasional sebagaimana mestinya.
Prosedur (SOP) Layanan Penyediaaan Terima kasih.

Buku Bacaan/Pojok Baca pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Lebong.

Embong Panjang, November 2022

NURMAN HYRLSE,M.Si
NIP.19676817 199403 1 018




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan: H. Raden Karna Kel. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah— 39164

Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LEBONG
NOMOR:
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENYEDIA BUKU BACAAN / POJOK BACA

PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG

Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran layanan penyediaan buku
bacaan atau pojok baca di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan penyediaan buku
bacaan atau pojok baca di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Lebong.

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Undang—Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang—
Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hukum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Pedoman Prosedur Penyusunan
Produk Hukum:;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 03 Tahun

2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENYEDIA
BUKU BACAAN / POJOK BACA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LEBONG

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Penyedia Buku Bacaan / Pojok
Baca pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong yang ditetapkan dalam
keputusan ini terdiri dari :
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Petugas Layanan adalah :

1. Memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan pengunjung
Mengumpulkan koleksi sesuai dengan nomor kelas
Merekap koleksi yang dibaca setiap harinya sesuai dengan nomor kelas
Melakukan selving sesuai dengan nomor kelas

bR wN

. Menyusun laporan setiap bulan.
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemustaka/Pengunjung adalah :

1. Menyimpan barang bawaan dalam loker yang tersedia

2. Menunjukkan kartu identitas dan mengisi presensi kunjungan (Buku
Pengunjung)
Memilih buku melalui katalog online atau langsung ke rak buku
Mendapatkan buku yang diinginkan dan hanya untuk baca ditempat
Jika selesai membaca maka buku dikembalikan kepada petugas
Mengambil kembali barang yang disimpan dalam loker penitipan

N W

barang.
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Penyedia Buku
Bacaan / Pojok Baca pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong
sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA dalam keputusan ini
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lebong.
Segala biaya akibat diberlakukannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Embong Panjang
Pada tanggal :

DINAS PERPUS
DAN KEARS!

~\( Sﬁ’—196’i081¥1994031018




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Lebong
Nomor

Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENYEDIA BUKU BACAAN / POJOK BACA
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG

PENGUNJUNG

Mengisibuku
pengunjung

Memilih buku

Membawa buku
ke tempat baca

Menukardan kembali
memilinh buku

PETUGAS

SELESAI




SOP
PDAM TIRTA EMAS
KABUPATEN LEBONG



°m
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS
KABUPATEN LEBONG

NOMOR 50P

TANGGAL PEMBUATAN W& NOVEMEBER  26a2

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2 Permendagri No.64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendas) Penelitian

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Neror 4349);

Peraturan Daerah Kabupaten lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirlan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah Kabupaten Lebang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organ Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;

Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2015 tentang susunan Organ Organisasi dan
Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten lebong;

Peraturan Bupati Lebong Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tarif Alr Minum pemasangan Baru, Denda dan Golongan Pelanggan
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong

Keputusan Bupati Lebong Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penujukkan Direktur Perusahaan Daerah Air minum Tirta Tebo
Emas Kabupaten Lebong Tanggal 20 Januari 2022

1¢ Peraturan Mentert Dalam Negeri Republik Indanesi Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian
Anggota Dawan Pengawas atau Anggota Direksi Badan Usaha Millk Daerahy;

L Peraturan Pemerintah Republik indenesia Nemar 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Millk Daerah;

1, Mengetshul dan memahami sistem dan mekanisme Pengaduan Pelanggan

KETERKAITAN ;

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan OPD/Instansi yang bergabung dalam pelayanan publik Kab.Lebong
2 SOP Pengaduan Pelangean

1. Buku Pengaduan pelanggan

|PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

- lika SOP Pengaduan Pelanggan tidak di jalankan dengan Balk, maka akan mempengaruhi penyelesaian perbaikan di
Lapangan

- Disimpan sebagai Data




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELLANGGAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Keglatan Petugas Petugas Patugas Petugas Keterangan
Pelanggan siiadian | Bublai Transmisl Transmlsi Kelengkapan
g B8 Distribusi Distribusi
Pelanggan membawa
1 |Pelanggan Menyampaikan pengaduan Bukti ID pelanggan dan Lengkap
Rekening Pembayaran
2 |Petugas menerima pengaduan Persyaratan Lengkap Proses
3 Petugas melakukan pengecekkan Data ( Tindak Pengecekkan Proses
lanjut pemecahan dan penyelesaian )
4 |Petugas mencarl penyebah l;! Proses Proses
5 Petugas mengajukan parmohonan untuk - Proses Di tindak lanjutt aleh baglan Transmisi
melakukan perbaikan Distribusl
Penerima Informasl mengenal Kendala
6 |Pelanggan menerima Informasi Proses
diLapangan
Petugas memeberikan Informasi Kepada <« Pemberitahuan Kepada Pelanggan
7 Proses
Pelanggan Mengenai permasalahan diLapangan
8 |Petugas Memberikan tindakan perbaikan Proses Penyelesaian di Lapangan
9 |Sudah Teratasi f - masalah di Lapangan sudah

Teratasi




A. DATA KEGIATAN

NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELANGGAN
JENIS KEGIATAN Rutin
PENANGGUNG JAWAB Direktur PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong
a. Produk Pelayanan
b. Kegiatan Pelayanan Pengaduan Pelanggan
Scoup/ Ruang Lingkup PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELANGGAN

LANGKAH AWAL

Mengajukan Permohonan Izin di Tempat Pelayanan Pengaduani Pelanggan.

LANGKAH UTAMA

Menveritikasi kebenaran berkas pengaduan Pelanggan

LANGKAH AKHIR

Penyerahan hasil dan Laporan pengaduan pelanggan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELANGGAN

LANGKAH UTAMA

Pelanggan menyampaikan pengaduan

Petugas menerima pengaduan

Petugas melakukan pengecekan Data ( Tindak lanjut pemecahan dan penyelesaian)

Petugas mencari penyebab

Petugas mengajukan Permohonan untuk melakukan perbaikan

Pelanggan menerima Informasi

Petugas memberikan Informasi kepada pelanggan

W i|i~N|Ou W INE

Petugas melakukan tindakan perbaikan

LANGKAH AKHIR

10

Sudah teratasi
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 PENERBITAN SURAT SURAT IJIN MENGEMUDI
| (SIM)
REPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

l. PENDAHULUAN
1. Umum

a. Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor 22 fahun 2009 di
nyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermofor dijalan wajib
memiliki surat ijin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermofor yang
dikemudikan;

b. Selanjutnya pada pasal 87 ayat 2 disebutkan bahwa surat ijin mengemudi diterbitkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¢. Bahwa surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai
registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap
pengemudi, serta data pada regisfrasi pengemudi dapat digunakan unfuk mendukung
kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian;

d. Seiring dengan digulirkanya reformasi birokrasi Polri saat ini diperlukan penyempurnaan
terhadap ketentuan dan pedoman pelayanan penerbitan SIM pada Satpas agar tewujud
pelayanan yang humanis, efekif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel;

e. Profesionalisme merupakan kualitas, sikap dan perilaku yang merupakan ciri mutu dari
orang yang profesional. Profesionalisme Polri dalah sikap yang dilandasi ilmu
pengetahuan, etika, moral dan disiplin, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat;

f. Bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hufur a s/d. e di afas, perlu
adanya Standard Operation Procedure (SOP) untuk pedoman pelayanan penerbitan Surat
ljin Mengemudi (SIM).

Page 1



PENERBITAN SURAT SURAT IJIN MENGEMUD!

(SIM)

Dasar

a.

b.

Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara
republik indonesia;

Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan;

Keputusan presiden republik indonesia nomor 52 tahun 2010 organisasi dan tata kerja
kepolisian neggara republik indonesia;

Peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada polri;

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang
susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan sekfor;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonsia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat ljin
Mengemudi.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Maksud pembuatan standard operation procedur (SOP) ini agar para petugas pelaksana
memiliki persepsi dan tindakan yang sama dalam memberikan pelayanan SIM yang prima
kepada masyarakat.

Tujuan
Tujuanya adalah meningkatkan pelayanan penerbitan surat ijin mengemudi (SIM) secara
cepat, tepat, mudah, murah, akuntabel dan profesional.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi mekanisme, prosedur,
persyaratan penyelesaian surat ijin mengemudi (SIM);

Tata Urut

T T@ e a0 o

Pendahuluan

Tugas pokok

Sarana dan prasarana
Waktu dan Personil
Penggolongan SIM
Persyaratan penerbitan SIM
Mekanisme Pelayanan
Administrasi

Penutup

Page 2



PENERBITAN SURAT SURAT IJIN MENGEMUDI |

(SIM)

6.

a.

Pengertian-

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah
pemimpin Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas
rel.

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi
kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan
digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian interasional.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di Jalan yang telah memiliki SIM.
Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi
adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, kualifikasi, dan
kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya.

Standar pelayanan adalah suatu folok ukur yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas, adalah unsur
pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat
atau di luar lingkungan kantor Kepolisian.

Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan
atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau
orang dengan dipungut bayaran.

Ranmor Khusus adalah Ranmor yang dirancang secara khusus yang memiliki fungsi dan
rancang bangun tertentu.

Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai
peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara
mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji.

Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi
Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji.

Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan, antisipasi, daya
reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku peserta uji.

Audio Visual Integrited System yang selanjutnya disebut AVIS adalah mekanisme
pembuatan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran, pengujian, sampai dengan
penerbitan.
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Pengemudi yang merupakan pembatasan sementara terhadap legitimasi mengemudikan
Ranmor.

—shiral e S e e

IIl. TUGAS POKOK

7. Tugas pokok Polri dalam penyelenggaraan layanan penerbitan SIM

a. Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi meliputi diantaranya meliputi pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi
Kendaraan Bermotor;

b. Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian
mengemudi;

c. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

d. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi
penerbitan Surat Izin Mengemudi;

e. Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin
Mengemudi sebagaimana dimaksud wajib menaati prosedur penerbitan Surat lzin
Mengemudi.

lll. SARANA DAN PRASARANA
8. Sarana dan prasarana
a. Sarana pelayanan administrasi Safpas sekurang-kurangnya meliputi:
1) komputer;
2) alat pengambil foto (fofo capture) dan alat pengambil tanda tangan (signature
capture);

3) alat sidik jari (finger print capture);
4) alat cetak (ID printer); dan
5) latar belakang (backgrouna) foto.

b. Prasarana pelayanan administrasi Safpas sekurang-kurangnya meliputi:
1) ruang pelayanan yang terdiri atas:
a) ruang identifikasi dan verifikasi, serta pendaftaran;
b) ruang pencerahan;
¢) ruang penerbitan dan pengambilan;
) ruang server dalam jaringan;
e) ruang arsip dan materiil;
f) ruang tunggu;
g) ruang pelayanan informasi (customer service); dan
h) ruang pembayaran administrasi.
2) Papan informasi mekanisme pengajuan SIM dan tempat proses pelayanan SIM.

¢. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori sekurang-kurangnya meliputi:
1) meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator;
2) nomor peserta ujian;
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3) buku register;
4) perangkat komputer untuk ujian (AVIS);
5) proyektor dan layar;

6) headset,

7) server data;

8) printer hasil ujian; dan

9) perangkat ujian lain.

d. Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi;
1) ruang Ujian Teori;
2) ruang tunggu Ujian Teori; dan/atau
3) tenda portabel untuk pelayanan unit SIM komunitas.

e. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:
1) Ranmor untuk ujian;
2) peralatan Simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan dengan
SIM A dan SIM D yang setara dengan SIM C;

3) helm;

4)  nomor peserta ujian;

5)  buku register;

6) komputer entri data;

7)  komputer pengontrol hasil pelaksanaan Uji Prakik elekironik;
8) papan nilai digital;

9) pengeras suara;

10) peluit;

11) alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uiji;

12) kerucut lalu lintas (fraffic cone) uji yang dilengkapi dengan peralatan sensor;

13) rambu lalu lintas dan marka jalan; dan

14) jembatan atau tanjakan portabel yang dilengkapi peralatan sensor.

f.  Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:

1) lapangan Ujian Prakiik dengan ketentuan lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik
disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (cylinder capacity) dan/atau dimensi
Ranmor yang akan digunakan, serta materi ujian pada setiap golongan;

2) ruang tunggu Ujian Prakiik; dan

3) perangkat Ujian Praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem
penilaian secara elektronik atau sistem penilaian secara manual.

g. Kelompok kerja pada SATPAS terdiri atas:
1) Kelompok kerjal : Identifikasi dan verifikasi;
2) Kelompok kerjall  : Pendaftaran;
3) Kelompok kerja Ill  : Penguijian;
4) Kelompok kerja IV : Penerbitan;
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5) Ké[&npok kefj_aV » Pengarsipan;

IV. WAKTU DAN PERSONEL YANG DILIBATKAN
9. Wakiu Pelayanan
Waktu pelayanan pada satpas 2627 diatur sebagai berikut:
a. Senin-Kamis :08.00-12.00 WIB
b. Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
¢. Harilibur nasional tidak beroperasi

10. Personel
a. Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) sehat jasmanidan rohani;
2) Dbermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan;
3) disiplin dan bertanggung jawab;
4) ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
5) menguasai bidang tugas yang akan diujikan;
6) telah memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
7) dapat mengoperasikan komputer.

b. Petugas penguiji peserta uji wajib memiliki kompetensi:

1) kemampuan administrasi, yang meliputi:
a) manajerial di bidang penguijian SIM;
b) pengarsipan; dan
¢) produk-produk tertulis;

2) pengetahuan, yang meliputi:
a) peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
b) teknik Ranmor;
c) feknik mengemudi; dan
d) pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas;

3) keterampilan, yang meliputi:
a) mengoperasikan sarana dan prasarana uji;
b) mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji;
¢) mengoperasikan feknik Ranmor; dan
d) berlalu lintas dengan benar di jalan;

4) kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi:
a) mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji;
b) mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uiji; dan
¢) melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian.
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V.

"PENGGOLONGAN SV _

11.

12.

SIM Perseorangan

SIM perseorangan terdiri atas:
a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan
paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1) mobil penumpang perseorangan; dan

2)  mobil barang perseorangan;
b. SIM B |, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1) mobil bus perseorangan; dan

2)  mobil barang perseorangan;
¢. SIMBII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:

1)  kendaraan alat berat;
2)  kendaraan penarik; dan

3) kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan
dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih
dari 1.000 (seribu) kilogram;

d. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:

1) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder

capacity) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;

2)  SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder
capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima
puluh) kapasitas silinder (cyfinder capacity); dan

3)  SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder
capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity);
e.  SIMD, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

SIM Umum

SIM umum terdiri atas:

a. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1. mobil penumpang umum; dan

2. mobil barang umum;

b. SIM B | Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
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1. mobil péﬁumpang umuh; d:;n

2. mobil barang umum;
¢. SIM B Il Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
1. kendaraan penarik umum; dan

2. kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat
yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000
(seribu) kilogram.

13. SIM Internasional

a. SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada
Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanijian
internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai
golongan SIM yang dimiliki.

¢. Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi
Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention on Road Traffic).

VI. PERSYARATAN PEMOHON SIM

14. Persyaratan Usia
a.  Berusia 17 (Tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;

b.  Berusia 20 (Dua puluh) tahun untuk SIM BI, dan;

c.  Berusia 21 (Dua puluh satu) tahun untuk SIM B II;

d.  Berusia 20 (Dua puluh) tahun untuk SIM BIl;

e.  Berusia 22 (Dua puluh dua) tahun untuk SIM B | Umum dan;
f. Berusia 23 (Dua puluh tiga) tahun untuk SIM B 1l Umum.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

15. Persyaratan Administrasi

a.  Persyaratan SIM Baru
1) mengisi formulir pengajuan SIM;
2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi WNI;

3) Dokumen keimigrasian bagi dengan ketentuan sbb:
a) paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di
Indonesia;
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B) _paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi
yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
c) paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang
bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
d) paspor dan karu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di
Indonesia.
4)  Selain persyaratan tersebut diatas, dalam pengajuan golongan SIM umum baru
harus juga dilampiri dengan:
a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
b) surat izin kerja dari kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

Persyaratan Perpanjangan SIM

1) mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;

2) kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi WNI atau dokumen
keimigrasian bagi WNA;

3) SIMlama;

4)  surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator; dan

5) surat keterangan kesehatan mata.

6) Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir,

7) Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, harus diajukan SIM baru
sesuai dengan golongan yang dimiliki.

Persyaratan Pengalihan Golongan SIM
1)  mengisi formulir pengajuan pengalihan SIM;
2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi WNI atau dokumen
keimigrasian bagi WNA;
3) SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas)
bulan; dan
a) SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM
Bl;
b) SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B | Umum;
c) SIM B | bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B | Umum dan B
Il; atau
d) SIM B I Umum atau B Il bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM
B Il Umum.
4)  surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator.

5) Selain persyaratan, sebagaimana dimaksud, pengajuan pengalihan golongan
menjadi SIM umum harus dilampiri dengan:
a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
b) surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
WNA yang bekerja di Indonesia

Page 9




"PENERBITAN SURAT SURAT LJN MENGEMUDI
(SIM)

d.  Persyaratan Perubahan Data SIM
1) mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi;
2) Kartu Tanda Penduduk asli sefempat yang masih berlaku bagi WNI atau dokumen
keimigrasian bagi WNA,;
3) penetapan Pengadilan tentang perubahan nama bagi Pengemudi yang melakukan
perubahan nama

e.  Persyaratan Pergantian SIM Hilang /atau Rusak
1)  mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang/ atau rusak;
2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi WNI atau dokumen
keimigrasian bagi WNA;
3) Surat Keterangan kehilangan SIM dari kepolisian dalam hal pergantian SIM hilang;
4)  Melampirkan SIM yang rusak dalam hal pergantian SIM rusak.

f.  Penerbitan SIM Akibat Pencabutan SIM
1) pengajuannya dapat dilakukan setelah berakhir larangan mengemudi atas dasar
pencabutan;
2) mengisi formulir pengajuan SIM;
3) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi WNI atau dokumen
keimigrasian bagi WNA,
4) Selain persyaratan tersebut diatas, dalam pengajuan golongan SIM umum baru
harus juga dilampiri dengan:
a) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
b) Surat izin kerja dari kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia

g. Penerbitan SIM Intemasional
1)  Persyaratan pernerbitan SIM Internasional, meliputi:
a) Menunjukan Kartu Tanda Pennduduk afau Kartu Izin Menetap (KITAP) dan

melampirkan foto copinya

b) Menunjukan SIM yang sah dan masih berlaku serta melampirkan
fotocopinya

¢) Menunjukan paspor yang sah dan masih berlaku serta melampirkan foto
copinya

d) Menyerahkan pas foto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian rapi,
dan berkerah, ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang biru.

2) Setiap peserta uji SIM Internasional wajib membayar biaya administrasi SIM
Internasional yang besarannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan

3) Biaya administrasi SIM Internasional dapat dibayar secara tunai atau secara
elektronik pada bank yang ditunjuk.

16. Persyaratan kesehatan
Persyaratan kesehatan meliputi:
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a.  Kesehatan Jasmani, yaitu:

1)  Penglihatan
Kesehatan penglihatan diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan
baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata nelihat jelas secara
bergantian melalui alat bantu Snellen Chart dengan jarak kurang lebih 6 (enam)
meter, tidak buta warna parsial dan total, serta luas lapangan pandangan mata
normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai
dengan 180 (seratus delapan puluh) derajat.

2) Pendengaran
Kesehatan pendengaran diukur dari kemempuan mendengar dengan jelas bisikan
dengan safu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm(senti meter)
dari daun tekinga, dan kedua membrane telinga harus utuh.

3) Fisik atau perawakan.

Kesehatan fisik atau perawakan diukur dari tekanan darah harus dalam batas
normal dan tidak ditemukan keganijilan fisik.

4) Dalam hal peserta uji mempunyai cacat fisik, pengukuran kesehatan fisik menilai
juga bahwa kecacatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi
Ranmor khusus.

5) Pemeriksaan kondisi kesehatan jasmani dilakukan oleh dokter yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter.

6) Dokter harus mendapat rekomendasi dari Kedokteran Kepolisian.

b.  Kesehatan Rohani, yaitu:

1)  Kemampuan konsentrasi
Kemampuan konsentrasi diukur dari kemampuan memusatkan perhatian atau
memfokuskan diri pada saat mengemudikan Ranmor di jalan
2)  Kecermatan
Kecermatan diukur dari kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara
cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan kondisi yang ada.
3) Pengendalian diri
Pengendalian diri diukur dari kemampuan mengendalikan sikapnya dalam
mengemudikan Ranmor.

4)  Kemampuan penyesuaian diri
Kemampuan penyesuaian diri diukur dari kemampuan individu mengendalikan
dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis
dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi
apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.

5) Stabilitas emosi
Stabilitas emosi diukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi
rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat

menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi.
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VL.

Vil

8] Keighanan kera.

Ketahanan kerja diukur dari kemampuan individu untuk bekerja secara teratur
dalam situasi yang menekan.
7) Penilaian atas kesehatan rohani dilakukan melalui penggunaan materi Tes

Psikologi.

8) Materi Test Psikologi beserta tata cara penilaiannya disusun oleh Psikolog dalam
pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri.

BIAYA SIM

Penerbitan SIM oleh Polri dipungut biaya, besarnya biaya untuk penerbitan SIM sejak diberlakukan
PP No 50 tahun 2010 tentang jenis dan Tariff PNBP yang berlaku pada Polri adalah sbb :

a.  Penerbitan SIM A

1. Baru : Rp. 120.000.-

2. Perpanjangan : Rp. 80.000,-
b.  Penerbitan SIMB |

1. Baru : Rp. 120.000,-

2. Perpanjangan : Rp. 80.000,-
c.  Penerbitan SIMB I

1. Bamu : Rp. 120.000,-

2. Perpanjangan : Rp. 80.000,-
d.  Penerbitan SIMC

1. Baru : Rp. 100.000,-

2. Perpanjangan :Rp. 75.000,-
e.  Penerbitan SIMD

1. Baru : Rp. 50.000,-

2. Perpanjangan : Rp. 30.000,-
f. Penerbitan SIM Internasional

1. Baru . Rp. 250.000,-

2. Perpanjangan : Rp. 225.000,-
0.  Pelayanan ujian klipeng : Rp. 50.000,-

MEKANISME PELAYANAN SIM

17. Mekanisme mendapatkan SIM baru

a.

Tahap | kelengkapan administrasi

Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:
1)  KTP yang sah bagi WNI

2) Dokumen keimigrasian bagi WNA

3) Surat keterangan Dokter

4)  Bukti Pembayaran PNBP SIM
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Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke Idalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di entri data.

b.  Tahap Il proses ujian SIM
Melaksanakan tes uji teori secara manual maupun komputerisasi dengan materi
pengetahuan berlalu lintas

c.  Setelah dinyatakan lulus uiji teori dilanjutkan dengan ujian simulator meliputi :
1)  Reaksi
2) Antisipasi
3) Sikap mengemudidan
4)  Konsenfrasi

d.  Setelah dinyatakan lulus uji simulafor dilanjutkan dengan uji praktek , meliputi:
1)  SIM C (Sepeda Motor)
Praktek I, yaitu
Keseimbangan dan pengereman
Keterampilan berubah arah
Angka 8
Reaksi
U turn/putaran U

coTe

St St

@

Praktek Il keluar ke jalan raya (untuk semua jenis kendaraan)

2) SIMA,BldanBli
Prakiek [, meliputi:
a) Jalan sempit maju dan mundur
b) Zig zag/Slalom
¢) Parkir seri dan parallel
d) Naik tanjakan

Praktek Il keluar ke jalan raya (untuk semua jenis kendaraan)

e.  Tahap lll Proses penyelesaian
1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2) Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM
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18. Mekanisme mendapatkan SIM alih golongan perseorangan

a.  Tahap | kelengkapan administrasi
Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:
KTP yang sah bagi WNI
Dokumen keimigrasian bagi WNA
SIM asli yang dimiliki sesuai permohanan
Surat keterangan Dokter
Bukdi lulus uji simulator
Bukti pembayaraN PNBP SIM
Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM
Legalisir data pemilik SIM pada computer Arsdok

LJdegabsLsedha

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke Idalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di entri data.

b.  Tahap Il proses ujian SIM
1) Melaksanakan tes uji teori secara manual maupun komputerisasi dengan materi
pengetahuan berlalu lintas
2) Setelah dinyatakan lulus uji teori dilanjutkan dengan uji praktek , meliputi:
a) Praktek I, meliputi:
(1)  Jalan sempit maju dan mundur
(2)  Zig zag/Slalom
(3)  Parkir seri dan parallel
(4)  Naik tanjakan
b) Praktek Il keluar ke jalan raya (untuk semua jenis kendaraan)

c.  Tahap lll Proses penyelesaian

1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2)  Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM

19. Mekanisme mendapatkan SIM alih golongan umum

a.  Tahap | kelengkapan administrasi
Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:
1)  KTP yang sah bagi WNI
2) Dokumen keimigrasian bagi WNA
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(SIM)

3)  SIM asli yang dimiliki sesuai permohanan

4)  Surat keterangan Dokier

5)  Bukii lulus tes Psikologi

6) Bukti lulus uji simulator

7)  Bukti pembayaraN PNBP SIM

8) Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

9) Legalisir data pemilik SIM pada computer Arsdok

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke Idalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di entri data.

Tahap Il proses ujian SIM
1) Melaksanakan tes uji teori secara manual maupun komputerisasi dengan materi
pengetahuan berlalu lintas
2) Setelah dinyatakan lulus uji teori dilanjutkan dengan uji praktek , meliputi:
a) Praktek I, meliputi:
(1)  Jalan sempit maju dan mundur
(2) Zig zag/Slalom
(3)  Parkir seri dan parallel
(4) Naik tanjakan
b) Praktek Il keluar ke jalan raya (untuk semua jenis kendaraan)

Tahap |ll Proses penyelesaian
1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2) Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM

20. Mekanisme mendapatkan SIM Perpanjangan perseorangan

a.

Tahap | kelengkapan administrasi

Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu :
1) KTP yang sah bagi WNI

2) Dokumen keimigrasian bagi WNA

3) SIM asli yang dimiliki sesuai permohanan

) Surat keterangan Dokter

)  Bukii lulus uji simulator

)  Bukti pembayaraN PNBP SIM

gy U1 B~
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(SIM)

7)  Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke dalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di entri data.

Tahap Il Proses penyelesaian
1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2) Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM

21. Tata urut mendapatkan SIM Perpanjangan umum

a.

Tahap | kelengkapan administrasi

Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:
1)  KTP yang sah bagi WNI

2) Dokumen keimigrasian bagi WNA

3) SIM asli yang dimiliki sesuai permohanan

4)  Surat keterangan Dokter

5)  Bukti lulus uji simulator

6) Bukti pembayaran PNBP SIM

7)  Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

8) Legalisir data pemilik SIM pada computer Arsdok

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke dalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di enfri data.

Tahap Il Proses penyelesaian

1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) \Verifikasi data

) Sidik jari

) Tanda tangan

) Pasfoto

0.0, O

2)  Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM
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(SIm)

27, Tata uﬁit rhendapéikan éIM pél:ﬁbah-ah"dat-a

a.

Tahap | kelengkapan administrasi

Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:

1

S—

KTP yang sah bagi WNI

Dokumen keimigrasian bagi WNA

SIM asli yang dimiliki sesuai permohanan

Surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Surat keterangan Dokter

Bukti pembayaran PNBP SIM

Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM
Legalisir data pemilik SIM pada computer Arsdok

SO

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke dalam loket pendaftaran dan di

dicek berkas dan di enfri data.

Tahap Il Proses penyelesaian

1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data

) Sidik jari

) Tanda tangan

) Pasfoto

(==

2) Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM

23. Tata urut mendapatkan SIM Hilang / Rusak

a.

Tahap | kelengkapan administrasi

Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:

1) KTP yang sah bagi WNI

2) Dokumen keimigrasian bagi WNA

3)  Surat bukti lapor kehilangan dari Polri bagi penggantian SIM hilang
4)  SIM asli yang rusak bagi penggantian SIM rusak

5)  Surat keterangan Dokter

6) Bukti pembayaraN PNBP SIM

7)  Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

8) Legalisir data pemilik SIM pada computer Arsdok
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Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke dalam Ioket pendaftaran dan d|
dicek berkas dan di entri data.

b.  Tahap Il Proses penyelesaian
1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2)  Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM

24. Tata urut mendapatkan SIM pindah masuk (mutasi)

a.  Tahap | kelengkapan administrasi
Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu:
1) KTP yang sah bagi WNI
2) Dokumen keimigrasian bagi WNA
3)  Surat keterangan pindah dari Satpas yang menerbitkan SIM
4)  SIM asli yang dimiliki sesuai permohonan
5)  Surat keterangan Dokter
) Bukti lulus uji simulator
) Bukti pembayaran PNBP SIM
) Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

0~

Selanjutnya memasukkan berkas tersebut diatas ke dalam loket pendaftaran dan di
dicek berkas dan di enfri data.

b.  Tahap Il Proses penyelesaian
1)  Proses identifikasi, yaitu:
a) Verifikasi data
b) Sidik jari
¢) Tandatangan
d) Pasfoto

2) Proses produksi
a) Pencetakan SIM
b) Penyerahan SIM
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25. Tata urut mendapatkan SIM Intemasional

a.  Peserta uji SIM (Masyarakat yang akan membuat SIM) melengkapi administrasi yaitu :
1) KTP bagi WNI atau KITAP bagi WNA + fotocopinya

SIM + fotocopinya

) Paspor bagi WNA + fotocopinya

Foto copi berwarna 4x6=3 lembar

) Materai Rp. 6000

o B N
— —

b.  Peserta uji diwajibkan membayar Biamin SIM (biaya Administrasi SIM/PNBP SIM).

c.  Pendaftaran
1)  Mengisi formulir
2) Cek berkas

d. Inputdata
1)  Registrasi
2)  Sidik jari
3) Foto

e.  Verifikasi data
1)  Pengajuan
a) Tanda tangan pejabat
b) Cap instansi
2) Penerbitan
a) Tanda tangan pemilik SIM
b) Penyerahan

IX. ADMINISTRASI

1. Administrasi Operasional pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polres
Kaur menggunakan perundang —undangan dan peraturan lain yang berlaku dilingkungan Polri;

2. Dukungan anggaran sarana dan prasarana menggunakan dana yang bersumber dari PNBP
Polri;

3. Sistem pelaporan dan konfrol berdasarkan mekanisme dan perafuran yang berlaku pada
kepolisian negara republik indonesia;

4, Bila terjadi hal-hal penting atau khusus, pada kesempatan pertama segera melaporkan
kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan hierarki jabatan
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PENUTUP

Dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas dalam rangka penerbitan Surat ljin mengemudi (SIM) sehingga adanya
kesamaan tindakan bagi setiap pelaksanaan atau petugas yang melaksanakan pelayanan.

Ditetapkan di : Tubei
padatanggal: 3 Januari 2022
KASATLANTAS POLRES LEBON

AJ MIS OLISI NRP 73010005
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RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG
Nomor ;: SOP /01 /Il 2022/ IK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM

| PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Pada era reformasi dan globalisasi saat ini pelaksanaan fungsi
pelayanan administrasi dibidang Intelkam tidak terlepas dari sorotan
public, dan diharapkan secara professional dapat memberikan
pelayanan setiap kepentingan masyarakat khususnya yang terkait
dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di
wilayah polres lebong;

b. Bahwa reformasi birokrasi Polri adalah akslerasi transformasi Polri
dalam meningkatkan pelayanan public untuk mewujudkan Polri yang
mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, maka perlu adanya
Standar Operasional Prosedur (SCP) yang transparan dan akuntabel
sebagai panduan pelayanan;

c. Fungsi pelayanan dibidang Intelkam Satuntut untuk dapat bekerja
maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga
semua staf fungsi pelayanan dibidang Intelkam memahami tugas dan
tanggung jawab masing-masing

2. Dasar.

a. UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indinesia

b. Keputusan Presiden Rl Nomor : 70 tahun 2002 tanggal 10 oktober 2002
tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

c. Keputusan Kapolri Nomor. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002
tentang Tata Kerja Satuan — Satuan Organisasi pada Tingkat Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/d.Keputusan.............
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Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002
tentang Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi pada Tingkat
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/816/1X/2003 tanggal 17
September 2003 tentang Naskah Sementara Petunjuk Lapangan
Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Maksud dan Tujuan.

a.

Maksud.

Memberikan gambaran kepada Pimpinan dan jajaran Direktorat
Intelkam Polda Bengkulu dalam menjabarkan SOP tentang transparansi
pelayanan SKCK.

Tujuan

Untuk dijadikan pedoman dalam menjabarkan program kerja pada
jajaran Direktorat Intelkam Polda Bengkulu khususnya Seksi Yanmin
dalam penerbitan SKCK sehingga masyarakat merasa puas terhadap
kinerja anggota dalam penerbitan SKCK dan tidak ada komplain dari
masyarakat.

Ruang Linkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan

Inteljien Keamanan tingkat Polda Bengkulu dan kewilayahan ini meliputi:
Personel, sarana dan prasarana yang digunakan, urutan tindakan, ketentuan
larangan dan kewajiban serta pengawasan dan pengendalian dalam
penerbitan Surat Keterangan catatan Kepoisian di wilkum Polres Lebong.

Tata Urut

BABI PENDAHULUAN
BAB Il TUGAS POKOK
BAB Il PELAKSANAAN
BAB IV ADMINISTRASI
BABV PENUTUP

TUGAS POKOK

Tugas Pokok

Sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban

masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Dalam menghadapi
perubahan yang cepat, Direktorat Intelkam Polda Bengkulu harus memiliki
pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah

/pengembangan.....
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pengembangan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas
permasalahan yang dihadapi. membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen
dalam bidang Pengawasan kegiatan masyarakat guna mendukung pelaksanaan
tugas pemerintah mewujudkan keamanan dalam negeri, memberikan pelayanan
prima kepada Masyarakat dengan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian dengan indikator Pelayanan dapat dilakukan dengan cepat namun
tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, Masyarakat pemohon dapat terlayani
dengan baik, tidak ada pengaduan/komplain terhadap pelayanan yang diberikan
serta tidak melakukan pungli terhadap jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan
kepolisian (SKCK) yang diberikan kepada Masyarakat. Untuk itu perlunya
pemahaman terhadap istilah / pengertian yang berkaitn dengan Perizinan dan
pemberitahuan antara lain.

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri
adalah Alat Negara yang berperan dalam memeilihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpelinaranya keamanan dalam negeri.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang administrasi pelayanan
Intelkam meliputi kegiatan pembakuan pelayanan bidang administrasi
Intelijen Keamanan berdasarkan persyaratan yang berlaku sesuai ketentuan
perundang-undangan.

c. Pelayanan Publik (public Service) adalah pelayanan oleh instansi datau
badan pemerintah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;.

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan
resmi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang warga masyarakat
memenuhi permchonan dari yang bersangkutan untuk suatu keperluan
karena danya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil
penelitian biodata anteseden orang tersebut.

e. Anteseden adalah data tentang tentang prilaku seseorang dalam kaitannya
dengan tindak pidana dan ketentuan peraturan perundangiundangan lainnya
sera pelanggaran norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat,
termasuk keterkaitannya dengan organisasi terlarang.

PELAKSANAAN

7. Personel

Personel yang mengawaki pelayanan prima terhadap penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian Satunjuk seorang Bintara yang dibawah
kendali dan pengawasan Kasat Intelkam Polres lebong berpangkat Ajun
Komisaris Polisi.

/8.Sarana...........
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Sarana Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah
a) Gedung / ruangan, baik untuk personel yang mengawaki maupun ruang
tunggu untuk para pemohon
b) ATK berupa
1) Blanko SKCK
2) Blanko pengisian data pribadi
3) Komputer / Printer
4) Buku Register

Urutan tindakan

Pelayanan kepada masyarakat merupakan aktivitas Polres Lebong
dalam hal ini jajaran Intelijen Keamanan yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat, sehingga secara kasat mata dan langsung dapat dirasakan oleh
masyarakat, Disatu sisi masyarakat harus dilayani secara cepat, transparan
dan akuntabel, namun disisi lain pelayanan yang diberikan tersebut
mengandung resiko keamanan yang harus diantisipasi melalui proses,
prosedur dan check, recheck serta crosscheck terhadap data, informasi atau
kegiatan individu, kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan
kemampuan yang profesional dari jajaran Inteljen Keamanan untuk
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga
terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada Polri dan masyarakat merasa
puas serta tidak ada komplain dari masyarakat dengan:

a Dengan tegur, sapa, salam kepada masyarakat sehingga masyarakat
merasa puas dan tidak ada komplain.
b Membuat dan berikan standar pelayanan SKCK syarat lengkap 30

menit selesai, biaya Rp 30.000,-/lembar sesuai PP. 60 tahun 2016.

c Tersedianya sarana fisik pelayanan SKCK (gedung / ruangan) dan ATK

(blanko SKCK dan blanko isian data pribadi).

d Melakukan cross cek terhadap pemohon SKCK sehingga dapat
terindentifikasi keperluan dan yang bermasalah dengan hukum.

1) Foto copy Kartu tanda penduduk

2) Foto Copy rumus sidik jari

3) Foto Copy Kartu Keluarga

4) Foto copy akta kelahiran

5) Foto copy ijazah terakhir

6) Mengisi clearen test

7) Surat keterangan bebas kriminal dari polres setempat

8) Pas Photo latar warna merah 4x6 2 Lbr, 2x3 1 Lbr

9) Map kertas

10) Foto copy pasport untuk warga yang akan ke luar negeri
e Pembuatan laporan bulanan SKCK.

/10.Ketentuan.......
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10. Ketentuan Larangan dan Kewajiban
a. Larangan

Personel yang mengawaki pelayanan penerbitan SKCK dilarang untuk
1) Menerima permohonan yang tidak lengkap persyaratannya.
2) Melakukan Pungli diluar ketentuan PNBP yang ada,
yaitu Rp. 30.000,
3) Membuat proses penerbitan SKCK menjadi terhambat dengan
alasan-alasan yang tidak jelas.

b. Kewajiban

Adapun kewajiban personel yang mengawaki pelayanan SKCK adalah.

1) Menerima setiap permohonan SKCK dengan tegur, salam, sapa.

2) Memeriksa persyaratan permohonan

3) Menerbitkan permohonan bagi yang telah melengkapi persyaratan

4) Melakukan pelegalisiran terhadap keabsahan SKCK yang telah
Saterbitkan

5) Melakukan pemungutan PNBP SKCK sebesar Rp. 30.000,-

6) Melakukan penyetoran PNBP Via Bank Rakyat Indonesia.

11. Pengawasan dan pengendalian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan SKCK harus
dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keterangan para
pemohon mengenai pernah tidaknya melakukan suatu tindak pidana dan
norma-norma di dalam lingkungan masyarakat. Satuan Intelkam serta sangat
diperlukan suatu keputusan yang strategis sebagai pedoman dalam wujud
kebijakan—kebijakan dan persamaan persepsi serta landasan bertindak
secara bersama—sama oleh anggota khususnya seksi yanmin, untuk dapat
menentukan arah dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam
rangka merumuskan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, guna mencapai tujuan yang telah Satetapkan yaitu transparansi
pelayanan SKCK sesuai dengan harapan masyarakat.

IV. ADMINISTRASI

Dalam rangka penerimaan permohonan surat Keterangan Catatan
Kepolisian disiapkan administrasi sebagai berikut :
1.  Blanko SKCK
2. Blanko pengisian data pribadi
3. Buku Register

N. PENUTUP.......
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PENUTUP

Dalam rangka menjamin keberhasilan SOP secara konsisten dan
berkesinambungan dilakukan analisa dan evaluasi setiap triwulan. Bahwa
keberhasilan SOP sangat Satentukan oleh komitmen setiap insan intelijen pada
seluruh jajaran intelijen Keamanan Polres Lebong. Oleh karena itu Program ini
wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Intelijen Keamanan dari Polres sampai
dengan satuan fungsi Intelijen terdepan (Polsek) sesuai tataran wewenang
masing-masing. '

Tubei, 3 Januari 2022
KASAT INTELKAM POLRES LEBONG

N SARAGIH, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80030700
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG

KATA PENGANTAR

Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri ( Trust Building ) sudah tumbuh dengan baik,
namun demikian masih perlu peninkatan Kinerja Polri khususnya yang langsung dapat di
rasakan oleh Masyarakat sehingga polri semakin di percaya masyarakat, maka dengan itu
Poiri Melakukan Reformasi Birokrasi.

Sebagai Tidak Lanjut Reformasi Birokrasi di tubuh Polri baik struktural, instrumental
dan kultural pada sasaran Building atau membangun Kepercayaan masyarakat kepada Polri
Maka di luncurkan intruksi Pimpinan dengan program akselerasi Transformasi Polri dan
program Quick wins untuk kecepatan proses pelayanan pada bidang administrasi yang di
berikan oleh bagian sumber daya, maka di susunlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
ini.

Adapun bentuk penjabaran strategis untuk merespon intruksi pimpinan Polri, SPKT
Polres Lebong mengambil sikap Positif dengan menetapkan ketentuan teknis pelayanan
administrasi yang berada dibagian sumber daya vyaitu: menyusun naskah Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan untuk di Jadikan pedoman pelaksanaan
tugas.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini di susun selanjutnya untuk di Pedomani
dan di laksanakan, serta berharap kepada setiap personil Polres Lebong yang bertugas di
satuan SPKT dapat mempedomani dan melaksanakan tugasnya dengan baik , ikhlas, dan
disiplin serta memiliki dedikasi yang tinggi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES LEBONG

. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
berdasarkan indicator — indicator tehnis, administrasi dan procedural sesuai dengan
tata kerja , proedur Kkerja dan sistim kerja pada unit yang bertujuan menciptakan
komitmen mengenai apa Yang di Kerjakan oleh satuan unit kerja untuk mewujudkan
goodgovernance.

2. Dalam rangak percepatan Reformasi Birokrasi Polri Kapolri mengeluarkan Quick wins
di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quickresponse.

3. Upaya Kegiatan SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolres, SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta
memberikan pelayananinformasi.

4. Kegiatan Fungsi SPKT antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda
Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat
Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat
Lainnya, pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, serta pelayanan masyarakat melalui
surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial
(internet).

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SPKT Polres Lebong, SPKT
dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi
dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres.

B. DASAR

1. Undang — Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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C. MAKSUD DANTUJUAN
1. Maksud

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SPKT Polres Lebong, di maksudkan
untuk di jadikan pedoman bagi seluruh pejabat / anggotfa di Lingkungan SPKT Polres
Lebong dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Tujuan

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SPKT Polres Lebong, dapat di gunakan
sebagai pedoman langkah langkah dan prosedur bagi setiap personil SPKT Polres
Lebong dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya .

D. RUANGLINGKUP
Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) SPKT Polres Lebong merupakan
uraian tugas pokok dan fungsi yang ada pada SPKT baik operasional maupun
Administrasi.

E. SITEMATIKA
I. PENDAHULUAN
Il PELAKSANAAN
li. ANGGARAN / BIAYA DAN WAKTU
V. PENUNTUP
Il. PELAKSANAAN
A. MANAJEMEN
1. Personil
Jumlah Personil
a. PA . 0Orang
b. BA : 10 Orang

c. PNS L -
d. Jumlah : 10 Orang
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2. Jabatan
a. KASPKT
b. KASPK
c. BAMIN SPKT/STAF
d. ANGGOTA JAGA

3. Tugas Pokok

Membuat Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).

Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta periolongan, antara Iain

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

i. serta pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon,
pesan singkat, faksimile, jejaring social (internet).

mOee T

= Q

B. FUNGSI

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, SPKT
dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi
dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres, Sedangkan Ka SPKT melaksanakan tugas di bantu Oleh KA SPK.

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) SPKT Polres Lebong di buat untuk di
Jadikan pedoman, Langkah — langkah dan prosedur dalam kegiatan Operasional dan
administrasi di Likungan SPKT Polres Lebong .

Lebong, 17 Oktober 2021
- MENGETAHUI MENGETAHUI
KEPAL ég;k;_EPOLISIAN RESOR LEBONG KA SPKT POLRES LEBONG
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KEJAKSAAN NEGERI LEBONG
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteroukaan Informasi Publik:

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Slandar Layanan
Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasl dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor @ PER-006/ALA/O7/2017 tanggal 20 Juli 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia :

Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/S/2010 tentang Pelayanan
Informasl Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraluran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor PER-0040/A/A/12/2010 tentang Standar
Operation Prosedur (SOP) PelaksanaanTugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha
Negara;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/AIJA/11/2012 tentang Administrasi
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor ; KEP-032/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 1
Maret 2021 tenlang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun
2021,

Staf Tata Usaha :

1. Memliki pengetahuan dan memahami dasar-dasar administrasi perkantoran;

2. Memliki pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan yang meridasari
penyusunan rencana kerja;

3. Mengerti dan memahami penentuan indikator kinerja setiap program dan
kegiatan serta penyusunan target-target kinerja dalam rencana kerja;

4. Responsif, Rapi, Teliti dan Cermat dalam bekerja;

5. Memilikl kemampuan menyususn laporan secara kronologis;

6. Mampu mengoperasionalkan komputer minimal program Microsoft Office (MS
Waord, Excel dan Power Point).

Jaksa :

1. Menguasai Tupoksi bidang Datun;

2. Menguasai Prosedur kerja dalam pelaksanaan Tupoksi;
3. Menguasal Administrasi Datun;

4. Memahami Pedoran Pelayanan Informasi Publik;




Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP inl meliputi tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan dalam Pemberian Pelayanan Hukum | 1. Komputer/Laptop dan Printer;
kepada Masyarakat dalam lingkup Perdata dan Pemulinan Perlindungan Hak. 2, Jaringan internel;
3. Kertas;
4. Peralatan Kantor lainnya;
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Surat Perintah sebagai syarat pemberian Pelayanan Hukum, Sural Perintah diterbitkan berdasarkan | 1. Manual (Buku Register);
permohonan Pelayanan Hukum Masyarakatl kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lebong. Tidak | 2. Elektronik (Soft copy pdf / Simkari)

adanya Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Lebong, maka Pelayanan Hukum tidak dapat
diberikan, sehingga otomatis SOP ini tidak terlaksana,
2. Apabila permchonan Pelayanan Hukum dilakukan secara lisan, maka kepada pemohon akan
diberikan Pelayanan Hukum pada saal itu juga;
SOP ini tidak terlaksana, maka Pelayanan Hukum tidak dapat diberikan;
Pemberian Pelayanan Hukum hanya dapat diberikan kepada Masyarakat;
SOP pemberian pelayanan Hukum Masyarakat hanya dalam lingkup Perdata dan Pemulihan
Perlindungan Hak (PPH).

oo




ditandatangani Kajari

Pelaksana Mutu Baku
| Unit
Kasub | Pelsk
ho KagistEn Ums_ﬁ Kajari | Kasi | siTer ‘ sana Kelengkapan Waktu Quiput Keterangan
aln kait |
|
1. | - Menerima dan meregister ‘ Surat Permohonan Pelayanan Hukum | 1s/d 2 hari | Diregistrasinya Jangka wakiu
permohonan Pelayanan Hukum, < > dari Pemohon atau Permohonan yang permohonan dimaksud
- Jika permohonan diajukan secara m diajukan secara lisan. Pelayanan Hukum ke | berlaku  jika
lisan, maka kepada pemohon akan | dalam Register Surat | Pejabat
diberikan pelayanan hukum pada Masuk. tersebut ada
saat itu juga seduai dengan di tempat.
petunjuk Kajari.
2. | Meneruskan permochonan Pelayanan Surat Permohonan Pelayanan Hukum 1 hari Ditermanya -sda~
Hukum kepada Kajari dari Masyarakat (Pemohon) berikutnya | permohonan
- Pelayanan  Hukum
1 oleh Kajari,
3. | Meneruskan permchonan Pelayanan - a. Surat  Permohonan  Pelayanan | 1sfd 2 hari | Disposisi dan arahan -sda-
Hukum dan pemberian arahan Hukum darl Masyarakat (Pemohan) berikutnya | kepada Kasi Datun
kepada Kasi Datun - b. Disposisl Kajari antara lain
_ pembentukan  Tim
i JPN  yang akan
_ menangani
| permasalahan
4. | Meneruskan permohonan Pelayanan | { a. Surat  Permohonan  Pelayanan | 1s/d 2hari | Disposisi dan arahan -sda-
Hukum dan pemberian arahan | Hukum berikutnya Kasi Datun kepada
kepada Kasubsi Perdata / Kasubsi # T b. Disposisi Kajari Kasubsi
PPH sesuai objek permasalahannya. | c. Disposisi Kasl diantaranyaPenunjuk
, an Tim/Unit
5. | Membuzat net konsep Sural Perintah ! a. Dispaosisi Kajar! 1 hari pada | Net konsep Surat -sda-
Telaahan kepada Unit Pelaksana. b. Surat Permohonan  Pelayanan | hariyang Perintah  Telazhan
Hukum sama kepada Unit
¢, Dispaosisi Kasi Pelaksana yang
ditunjukk  oleh Kasi
L R Datun.
6. | Menandatangani  Surat  Perintah Net kansep Surat Perintah Telaahan 1s/d 2hari | Surat Perintah -sda-
Telaahan Permohonan Pelayanan kepada Unit Pelaksana yang ditunjuk, berikulnya | Telaahan kepada
Hukum dengan diparaf Kasi Datun Unit Pelaksana yang




Mengundang pihak pemohon
permintaan pelayanan hukum jika
diperlukan guna melengkapl data-
data yang diperlukan TIM JPN (Unit
Pelaksana) yang ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah untuk
menelaah.

Surat Perintah Telaahan

Maksimal
10 hari
berikutnya.

Jangka waktu
disesuakan
dengan
kehadiran
Pemohaon
heserta
kelengkapan
data-data
yang
diberikan oleh
Pemohon.

Membuat dan menyampaikan
telaahan atas permohonan pelayanan
hukum kepada Kajari.

Hasil Telaahan

10 hari
kerja

Disposisi Kajari

terhadap
telaahan
Pelaksana (JPN)

hasil
unit

Telaahan
dapat
memerlukan
waktu  lebih
dari 10 hari
kerja apabila
pemohaon
helum
member data
vang cukup
untuk dilelaah
oleh Unit
Pelaksana
(TIM  JPN).
Unit/Tim peru
meminta data
hahkan
diperlukan
adanya
pertemuan
untuk
memperdala
m maten
terkait
permohonan
pelayanan
hukum
tersebut.

Melaporkan Telaahan kepada Kajati
dengan surat pengantar  yang
ditandatangani oleh Kajari.

v

a. Hasil Telaahan
b. Disposisi Kajari
. Surat Pengantar Kajari kepada Kajati

2 s/d 3 hari
berikutnya

Hasil Telaah diterima

Kajati.

Laparan Hasil
Telaahan
yang
diserahkan ke
Kajati

apabila Suratl
Permohonan
ditujukan
kepada
Kajati, tetapi




palaksanaan

pelayanan
hukumnya
dilaksanakan
oleh Kelari.
10. | Laporan akhir perrberian Pelayanan a. Surat Permohonan Pelayanan | Maksimal - Surat yang | Permohonan
Hukum kepada Masyarakat Hukum 10 hari ditujukan  kepada | Pelaayanan
b. Disposisi Kajari Pemohon yang | Hukum
- c. Surat Perintah membual Telzahan ditandatangani secara
d. Hasil Telaahan oleh Kajari Tertulis.
e. Peraturan perundang-undangan
yang terkait permasalahan - Diberikan
f.  Berkas/data yang terkait pelayanan  hukum | Permohonan
permasalahan hukum yang pada saat itu juga | pelayanan
dimohonkan. hukurmn
secars lisan
11. | Pemberkasan/penjilidan a. Surat Permohonan  Pelayanan | Maksimal 3 Berkas yang telah | Berkas
Hukum hari dlijilid diarsipkan.
b. Disposisi Kajari
¢. Surat Perinlah membuat Telaahan
d. Hasil Telaghan
e. Peraturan  perundang-undangan
yvang terkail permasalahan
f. Berkas/data yang terkait

permasalahan hukum yang
dimohonkan.




17. | Laporan akhir pemberian Tindakan a  Surat Permohaonan  Tindakan | Maksimal - Surat yang | Permchonan
Hukum Lain kepada Masyarakat Hukum Lain 10 hari ditujukan  kepada | Pelaayanan

b, Disposisi Kajari Pemohon yang | Hukum
- ¢, Surat Perintah membual Telaahan ditandatangani secaraTerluli

d. Hasil Telaahan oleh Kajarl s.

e. Peraturan perundang-undangan
yang terkait permasalahan - Diberikan _

f. Berkasidata yang terkait Tindakan Hukum | Permohonan
permasalahan hukum yang Lain pada saat itu | Tindakan
dimohonkan. juga Hukum  Lain

g. Surat Perintah sebagai Mediator secara lisan

h. Notulen hasil Mediasi

i. Berita Acara Madiasi

j.  Draft Alternatil penyelesaian kasus
yang telah disetujui oleh Para
Pihak

k. Akta Perdamaian

18. | Pemberkasan/penjilidan a. Surat Permohonan Tindakan Hukum | 7hari Berkas yang telah | Berkas
Lain dijilid diarsipkan.

b. Disposisi Kajari

¢. Surat Perintah membuat Telaahan

d. Hasll Telaahan

e. Peraturan perundang-undangan
yang terkail permasalahan

f. Berkas/data yang terkait
permasalahan hukum yang
dimohonkan.

g. Surat Perintah sebagai Mediator

h. Notulen hasil Mediasi

i. Berita Acara Madiasi

J. Draft Alternatif penyelesaian kasus
yang telah disetujui cleh Para Pihak

k. Akta Perdamaian
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Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 1. Jaksa Penuntut Umum
2. Undang-undang Nomar 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Kualifikasi:
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik; a.  Memiliki kemampuan teknis administrasi Kejaksaan
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan b.  Memahami alur penanganan perkara tindak pidana Umum
Informasi Publil; c.  Memahami hukum acara pidana
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara | 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Urnum
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85); Kualifikasi:
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan a.  Memiliki kemampuan teknis administrasi Kejaksaan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/AIJA/07/2017 tanggal 20 Juli 2011 tentang b.  Memahami alur tilang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republlk Indonesia ; c. Memiliki kemampuan manajerial
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomar PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan
Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Petugas Tilang Tindak Pidana Umum
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Kualifikasi:
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J A/11/1994 tentang Administrasi a.  Memiliki kemampuan teknis administrasi Kejaksaan
Perkara Tindak Pidana, b.  Memahami alur pengambilan tilang
9. Keputusan Kepala Kejaksaan Negerl Lebong Nomor : KEP-032/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 1 c.  Memiliki kecermatan, ketelitian dan kerapian
Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun
2021.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Pengambilan Tilang di PTSP Kejaksaan Negerl lebong 1. ATK
2. Komputer dan Printer
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengambilan tilang di Kejaksaan Negeri Lebong tidak dapat
dilakukan Laporan Bulanan Tilang
2. SOP ini berlaku untuk pembayaran denda dan biaya perkara filang di PTSP Kejaksaan Negeri

Lebong




Pelaksana Mutu Buku Ket

No. AKTIVITAS ot Kasi

m_“m% JPU Tilang E%H_z Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 7 38 9 10
1. Pelanggar Datang - Sidang perkara pelanggaran - Diterimanya Surat Perintah Mengikuti
lalu lintas dihadiri jaksa tilang sidang pelanggaran lalu lintas darl
- Jaksa dan petugas tilang di kejaksaan negeri lebong
tunjuk  berdasrkan sural - Daftar nama- nama pelanggar lalu
perintah  kepala kejaksaan lintas dari kepolisian vang akan di
negeri lebong sidangkan pada tanggal yang sudah di
- Daftar perkara pelanggaran 5 tetapkan eleh pengadilan negeri tubei.
lalu lintas yang diputus olah - Berkas pelanggaran lalu lintas dan
hakim dibedakan menjadi 2 menit besaran  denda tilang dan hiava
(dua) vyaitu perkara vang perkara dari pengadilan negeri tubel
dipuius  dimana pelanggar yang sudah inkracht,
telah menitipkan vang denda
dan hiaya perkara ke bank bri
dengan menggunakan briva
dan pelanggar yang tidak
menitipkan uang denda dan
blaya perkara ke bank bri,

2, Pelanggar tilang menemui petugas di ruang - Bukti pelanggaran tilang Petugas memproses pengambilan barang
PTSP sesuai dengan urutan antrian dengan - Photo copy kartu identitas bukti dan memcocokkan sural denda
mempetlihatkan  bukti  pelanggaran tilang % atau surat  kuasa  jika tilang dengan surat keputusan denda
kepada petugas dan menunjukkan identititas diwakilkan dari pelanggar lalu 5 tilang dari pengadilan negeri tubel
KTP/SIM asli dan menyerahkan pholocopy; lintas menit
Jika pemohon diwakil , yang mewakili
membawa surat kuasa bermmaterai dari
pemochon dengan membawa photocopy.

2. Pelanggar Tilang Dapat Mengambil Barang v - Bukti pelanggaran tilang Petugas memproses pengambilan barang
Bukti Pelanggaran Tilang Di Counter- Counter - Daftar putusan denda tilang 5 bukti dan memcocokkan surat denda
Pelayanan Tilang Yang Dissdiakan Oleh dari pengadilan negeri tubei llang dengan surat keputusan denda
Kejaksaan Negerl Lebong Dengan Membawa - Photo copy kartu identitas | .| tilang dari pengadilan negeri tubei
Bukti Lembar Pelanggaran Tilang. dlaw  surat  kuaea  Jlka

diwakilkan dari pelanggar lalu
lintas

4, Petugas memperlihatkan jumlah denda tilang v - Bukti pelanggaran tilang Pelanggar tilang membayar denda tilang
yang di putus oleh pengadilan negeri tubei dan - Daftar putusan denda tilang 5 sesual dengan putusan denda tilang dari
barang bukti tilang. wms_._,nm_._mm%ms_n:ﬂmml.mcwmum pengadilan negeri lubei ke BRI atau ke

- Photo co artu identitas ; i i i
i m:w% kusse  Jlka menit Petugas Tilang di loket pengambilan

diwakilkan dari pelanggar lalu
lintas

tilang Kejaksaan Negerl Lebong




5. Petugas mengembalikan barang bukti dengan - Lembar Tilang Yang Petugas merekap jumlah denda tilang
pelanggar tilang dan menandatangani berita Ditandatangani Oleh  Kasi 10 dan biaya perkara yang sudah i bayar.
acara pengembalian dikemballkan kepada Tindak Pidana Umum Dan | menil
pelugas filang. Barang Bukti Berupa SIM,

STNK, Dan Lain-Lain.

B. Menandatangani surat perintah penyerahan - Surat  Perintah  Penyerahan Menyerahkan uang denda dan biaya
barang bukli yang di rampas untuk negara dan Barang Bukti Yang Di Rampas perkara tersebut kepada bendahara
befita acara penyerahan denda dan biaya Untuk Negara / D-4 5 penerima untuk disetor ke kas negara
perkara, - Befita Acara  Penyerahan sesuai dengan surat perintah penyerahan

Denda Dan Blaya Perkara menit | barang bukti yang di rampas untuk

negara dan berita acara penyerahan
denda dan biaya perkara.
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KEJAKSAAN NEGERI LEBONG - NAMA SOP- PERM URAT [ZIN MENGUNJUNG} TAHANAN
DASAR HUKUN KUALIFIKASI PELAKSANA
Pelaksana:
1. Unaang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 1. Jaksa Penuntut Umum
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Keiaksaan Republik Indonesia: Kualifikasi:
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; a.  Memiliki kemampuan teknis administras] Kejaksaan
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indenesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan . Memahami alur penanganan perkara tindak pidana Umum
Informasi Publik; ¢.  Memahami hukum acara pidana
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara | 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 85); Kualifikasi:
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesla Nomor 6 Tahun 2019 lentang Perubahan atas Peraturan a.  Memiliki kemampuan teknis administras| Kejaksaan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-D0G/AMA/07/2017 tanggal 20 Juli 2011 tentang b.  Memahami alur permehonan surat Izin mengunjungi tahanan (T-10)
Organisas| dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ; ¢.  Memiliki kemampuan manajerial
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/S/2010 tentang Pelayanan
Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Staf Tindak Pidana Umum
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nemor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Kualifikasi:
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1321J A/11/1994 tentang Administrasi a.  Memiliki kemampuan teknis administrasi Kejaksaan
Perkara Tindak Pidana, b.  Memahami alur permohonan surat izin mengunjungi tahanan (T-10)
9. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-032/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 1 c.  Memiliki kecermatan, ketelitan dan kerapian
Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun
2021,
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. S0P Pelayanan perrmohonan surat izin mengunjungi tahanan (T-10) Kejaksaan Negeri Lebong 1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Scanner
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Jika SOP ini tidek dilaksanakan maka permohonan sura izin mengunjungi tahanan (T-10) tidak
dapat dilakukan Dicatal pada Register Surat Keluar Seksi Tindak Pidana Unum
2. S0P ini beraku untuk permohonan surat izin mengunjungi tahanan Kejaksaan Negerl Lebong




Pelaksana Mutu Buku Ket
No. AKTIVITAS
Staff Kasi
Pldum JPU Tilang Pidum Kelengkapan Waktu Cutput
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1k Pemohonan  menemui  petugas  dengan Foto Copy Kartu Identitas Permohonan dan KTP Pemohon Di
membawa identitas (KTP). calon Pembesuk terima dan dipelajari Oleh Staf Pidum ;
dan data lengkap siapa yang
akan di besuk 1
menit
2. Pemohon  menyebutkan identitas  terdakwa - Foto Copy Karlu |dentitas 52 Petugas mengetahui siapa yang akan
yang ingin dikunjungi pergi  mengunjungl  Tersangka dan
menil | hubungan pemohon dengan tersangka
3 Pemohon mendapat surat izin mengunjungi , Surat  izin  mengunjungi Sural T-10 Sudah feregister di Sural
tahanan (T-10) ; tahanan (T-10) 1 Keluar
Buku Register Surat Keluar .
Staf mengarnbil tanda tangan | Menit
4, - Setelah Surat izin mengunjungi tahanan (T- P Nomor Wa dari Pemohen Surat T-10 Telah disampaikan Ke pada
10) keluar, maka Staf Pidum menSean T-10 dan KTP Asli, Pihak Lapas Curup dan Pemohon tinggal
tersebut hingga dalam bentuk PDF ; File PDF T-10 dan KTP berangkat membesuk tahanan yang df
- setelah itu men Scan Identitas Pengunjung Pengunjurg. 2 rmaksud
ke dalarn bentuk PDF ;
- mengirimkan  File  T-10 dan KTP menit

Pengunjung dalam bentuk PDF ke Petugas
Lapas,
- Pemohon dapat langsung membesuk

tahanan yang di maksud;




SOP
PENGADILAN AGAMA LEBONG



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II
| Jalan Raya Lebong — Arga Makmur Tanjung Agung — Pelabai, Telp/Fax : 0738-21096
Email : pa_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

LEBONG - 39265

Nomor : W7-A5/1518/HK.05/11/2022 Lebong, 08 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 9 (Sembilan) lembar
Hal : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Agama Lebong

Kepada
Yth. Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Lebong

di—

Lebong

Assalamu’alaikum wr. wh,

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong Nomor
800/216/DPMPTSP/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan bergabung dengan MPP Lebong, maka bersama ini kami
sampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Pengadilan Agama Lebong Kelas
II sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

Ma 4
912.1.003



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS li
Jalan Raya Lebong — Arga Makmur
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai
Telp/Fax : (0738) 21096 Email :pa_lebong@yahoo.co.id

Website : www.pa-lebong.go.id
LEB QN G- 39265

Nomor SOP SOP/AP/369

Tanggal Pembuatan _

03 Januari 2022
Tanggal Revisi_ . .G

Tanggal Efektif 03 Januari 2022

i ;
|Badrudin, SH.L, M.H.
|NIP. 198201182007041001

SOP PEMBERIAN BROSUR LAYANAN PENGADILAN - .=

Dasar Hukum :

PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur;
Permenpan nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

1

2
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

3 SK Dijen Nomor 915/DjA/HM.25/SK/II/2014 Tentang Naskah
Standar SOP Penyelesaian Perkara;

4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/OD4/SK/19982
tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;

5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

7  KMA 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2008

8 tentang Pemberlakuan Buku Il pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan;

9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 026/KMA/SK/1I/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor : 002 Tahun 2012 tentang

10 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan

Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

1. 81 Sederajat;

SMA Sederajat yang
* memahami pola bindalmin;

Keterkaitan :

Peralatan dan Periengkapan :

1 SOP Pelayanan Informasi

2 SOP Penerimaan Perkara

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku
Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Petugas Petugas Persyaratan/
Keamanan Informasi Perlengkapan Wiy Qutput
Pefugas keamanan Terdatanya
mempersilahkan para pihak duduk .. | masyarakat yang
T ai tempat yang telah disediakan Bk e Z ek datang ke
dan mengisi buku tamu Pengadilan
Keakuratan
Petugas keamanan menanyakan h 4 Panduan Marnstina dalam
2 |maksud dan tujuan para pihak Ej Tamu 3 Menit memberikan
yang diperlukan petunjuk
pelayanan
Petugas keamanan mengarahkan ¢ Terlaksananya
para pihak ke meja informasi D— Panduan Menerima . .
8 untuk mendapatkan informasi ">Ej Tamu ZMpalt tﬁg:;g:}h;i(
yang diperlukan
Para pihak dipersilahkan untuk Terisinya data
4 mengisi buku register Buku register 3 Menit para pihak yang
Permohonan Informasi pada meja permohonan informasi membutuhkan
informasi informasi




Para pihak menanyakan syarat- é mzelg:i?:lsg;n
syarat pengajuan berperkara di : ; =
Pengadilan  kepada petugas Surat Keterangan 5 Menit t!;'j:r?él g:glngﬂllzk
informass Pengadilan
Petugas Informasi memberikan Kejelasan
brosur terkait persyaratan yang informasi yang
dibutuhkan oleh para pihak, Brosur 10 Menit | telah diberikan
sekaligus menjelaskan tiap point oleh petugas
yang ada pada brosur informasi
Para pihak telah selesai menerima Laporan bulanan
nformasi dan segara melengkapi é Komputer/ Laptop 2 Menit pada lampiran

syarat yang telah dijelaskan oleh
meja informasi

informasi




PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS i Nomor SOP SOP/AP/362
Jalan Raya Lebong - Arga Makmur Tanggal Pembuatan |03 Januari 2022
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai Tanggal Revisi = - - |-
Telp/Fax : (0738) 21096 Email :pa_lebong@yahoo.co.id |Tanggal Efektif ~— |03 Januari 2022
= ~ (A = IKetua'
Website : www.pa-lebong.go.id Disahkgh Olei’“’ ! K?tifa PA Lebong
LEBONG-39265 g
e ow o |éhdudinS ML MH,
. " INIP. 198201182007041001
SOP PENERIMAAN PERKARA N
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 1. S1 Sederajat;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk 2. bsim;ei:_erajat yanRg mamahatni pola
kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 20089,

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991

4 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi perkara;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1892

5 tel

ntang
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/032/SK/IV/2006

6 ftentang Pemberlakuan Buku !l pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SKI/2012

7 :
tentang ! Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang

8 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

Keterkaitan = Peralatan dan Perlengkapan :

1  SOP Pelayanan Informasi Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku

2 SOP Penetapan Majelis Hakim Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

3 SOP Penunjukan Panitera Pengganti

4  SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

5 SOP Penetapan Hari Sidang

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Berkas Perkara Tingkat Pertama
Pelaksana Mutu Baku
Super . Persyarata
- o Panitera
No Aktifitas
administrat!  puga | Panitera | Ketua o Waktu Output
or Hakeum Periengkap
[Kasir an
Menerima surat permohonan /
gugatan / permohonan banding /
verzet (perlawanan) / permoho-

1 nan kasasi / permohonan 1:!1: dlf' 5 Menit Terakaesnya
peninjauan kembali / C > :p' AN e iy kmenu o
permohonan  eksekusi dan| euangan euangan
permohonan pihak
ketiga.

Menaksir panjar biaya perkara
sesuai dengan SK Ketua A 4 Modul Terisinya data

2 |Pengadilan Agama dan membuat aplikasie- | 5 Menit saldo e-
SKUM unfuk dibayarkan melalui keuangan keuangan
Bank.




Menerima bukti setor Bank dan

membukukannya dalam BKU v Modul ire

3 |serta memberi nomor, kemudian E] aplikasi e- | 15 Menit -zl;?irais:)zykisbaaﬁ?u
membubuhkan tanda tangan dan keuangan p
cap tanda lunas pada SKUM.

Menyerahkan 1 (satu) rangkap 3 Modul Terisinya data
surat gugat / permohonan yang o . :

" |isten ibert nomor berikut skun| ] pellessi- || GUGnR | puearion
untuk didaftar di Meja Il. 9 9
Menginput data perkara tersebut Modul Tercetaknya

5 dalam Aplikasi SIPP sesuai aplikasi - | 10 Menit Laporan
dengan nomor perkara yang kzuan s keuangan
tercantum pada SKUM. o perkara
Menyerahkan 1 rangkap surat Modul Diterimanya
gugat / permohonan yang telah i ; Laporan

6 terdaftar berikut SKUM rangkap 22:':;?15'; o Mo, keuangan
1 kepada Penggugat / Pemohon. o perkara
Memasukkan  surat  gugat/
permocheonan tersebut yang telah _
dilengkapi  formulir  PMH Modul DE”’;';’:‘W

7 lIpenunjukan PP, Penunjukan aplikasie- | 5 Menit keupan o
Jurusita Pengganti, PHS dan keuangan rka?ra
instrumen-instrumen yang P
diperiukan.

" o | | Modul Terisinya data

8 menginpukdalane Aplices) SIEP aplikasie- | 10 Menit | penginputan
Gugatan / Permohonan keuangan Lol
Menyerahkan berkas perkara Modul Terlaksananya
kepada Panitera untuk g . penyerahan

9 diserahkan kepada Ketua ig::';ans':r: 5 Menlt berkas kepada
Pengadilan Agama 9 Ketua
Membaca, menunjuk dan Modul Terlaksananya

10 |Menandatangani Penunjukan aplikasie- | 5 Menit penunjukan
Majelis Hakim (PMH) keuangan PMH
Menunjuk Panitera Pengganti
dan Modul

11 |menandatangani Penunjukan :Q—— aplikasie- | 5 Menit T:::ﬁiig?‘ng:
Panitera Pengganti (PP) beserta keuangan ReORl
Jurusita Pengganti.

Modul Diterimanya
Menyerahkan Berkas Perkara t'_ e .. | berkas perkara
12 |y epada Ketua Majelis _’: ig‘lﬁa:':n 5 Menit oleh Ketua
9 Majelis
Melakukan rekonsiliasi data Terlaksananya
keuangan perkara sefiap akhir Modul ekonsisliasi dan

13 bulen antaie B (Buko Kaa aplikasi e- | 30 Menit penutupan
Umum) dengan saldo Bank dan keuangan bulanan pada
Melalukan penutupan per 3 bulan g aplikasi

dan mencetak jika diperlukan




PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS il
Jalan Raya Lebong — Arga Makmur
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai
Telp/Fax : (0738) 21096 Email :pa_lebong@yahoo.co.id

Website : www.pa-lebong.go.id
LEBONG-39265

Nomor SOP

SOP/AP/282

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2022

Tanggal Revisi - - —}:

Tanggal Efektif
DisahkanOleh__

VA

3 Januari 2022

SOP LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

7 ANIP. 19820118.200704.1.00

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana &

1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012

2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/I11/2014 Tentang Naskah Standar SOP
Penyelesaian Perkara

4 Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi
Layanan Posbakum

5 Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

6 Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.2/DjA/HK.00/111/2014 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan

7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Aturan Perubahannya

Petugas Meja 1

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Panjar 1. Komputer
2. SOP Prodeo 2. Printer
3. SOP Pendaftaran Perkara Bagi Yang Buta Huruf 3. Scaner
4. ATK
5. Stempel Register
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN b
eja Petugas
Inifoaniog) Posbakum Mea | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menghadap Petugas Meja Informasi O Penggugat/Pemohon 5 menit Diseraikan ke
Posbakum
Memberi informasi, konsultasi Penggugat
hukum pada pencari keadilan secara /Pemohon tidak
Cuma-Cuma mampu dapat
mengakses
2 Petugas Pos Bakum 5 menit informasi dan
konsultasi hukum
secara Cuma-Cuma
Bantuan pembuatan dokumen
hukum yang dibutuhkan Surat
3 Petugas Pos Bakum 15 menit |gugatan/permohona
n
Menyediakan informasi daftar Petugas Pos Bakum 5 menit |meningkatkan
bantuan hukum yang dapat pengetahuan
4 |diberikan secara Cuma-Cuma masyarakat tentang
hukum
Memberi bantuan tentang bidang di Petugas Pos Bakum 5 menit |Meringankan beban
luar Pengadilan secara Cuma-Cuma Penggugat/Pemohon
5 |(decente) secara ekonomi
Menghadap Petugas Meja | untuk surat gugatan/Permohonan Surat
6 mendaftarkan gugatan/Permohonan 5 menit gugatan/permohona
n




PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS Il
JI. Raya Lebong - Arga Makmur, Tanjung Agung-Pelabai

Lebong
Telp./Fax. : (0738) 21086
Email : pa_lebong@yahoo.co.id
Website : www.pa-lebong.go.id

LEBONG-39265

SOPIAP/323

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan |03 Januari 2022
Tangaal Revisi -
Tanggal Efektif—— |03 Januari 2022

Disahkan Olef——

Kétua Pengadilan Agama Lebong

>|NIP. 19820118.200704.1.001

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN PRODEO PADA ﬂﬁéK_ﬁi{,EE_RTAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

(o> T T N 7 I )

PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012
Permenpan Nomor 35 Tahun 2012
Buku ll

Pasal 237,238 dan 239 HIR/Pasal 273,274 dan 275 R.Bg

Pasal 872 dan Pasal 873 Rv
Pola Bindalmin

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

? SOP Tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama

Peralatan komputer, jaringan internet danBuku-buku Referensi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Tidak dilaksanakan perkara prodeo tidak bisa diproses
Pelaksana Murtu Baku
No Aktifitas . ) Persyaratan/
Mejal | Mejall | Ketua | Kasir |Sekretaris JSIJSP Perlengkapan Waktu Output
Menerima permohonan dan gugatan Surat permohonan 5 menit |Diterimanya surat permohon dan
secara cuma-cuma (prodeo) dimasukkan dalam map berkas
1 perkaa
Memeriksa kelengkapan berkas Surat permohonan 10 menit |Kelengkapan persyaratan berkas
2 perkara
Berkas perkara diteruskan kepada Berkas perkara dan 5 menit |diterimanya berkas perkara oleh
5 |Sekretaris pelangkapnya Sekretaris
Sekretaris memeriksa kelayakan dan Berkas perkara dan 15 menit |diketahui lengkap tidaknya berkas
4 ketersediaan dana untuk berperkara pelangkapnya perkara
secara cuma-cuma
Sekretaris membuat penetapan Berkas perkara dan 30 menit |Penetapan lengkap tidaknya berkas
5 berdasarkan pertimbangan terhadap pelangkapnya perkara
berkas perkara
Sekretaris meneruskan berkas perkara Berkas perkara dan 3 menit |diterimanya berkas perkara oleh Ketua
5 |kepada Ketua Pengadilan penetapan Sekretaris Pengadilan
Ketua Pengadilan membuat penetapan ) Berkas perkara dan 30 menit #enetapan layak tidaknya untuk
berdasakan pertimbangan- penetapan Sekretaris dikabulkan prodeonya
7 |pertimbangan yang telah dibuat oleh
Sekretaris
Sekretaris selaku kuasa pengguna berkas perkara dan 30 menit |Surat keputusan tentang pembebanan
anggaran membuat surat keputusan penetapan ketua biaya perkara kepada negara
8 tentang pembebanan biaya perkara pengadilan
kepada negara




PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS li
Jalan Raya Lebong - Arga Makmur
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai
Telp/Fax : (0738) 21096 Email :pa_lebong@yahoo.co.id

Website : www.pa-lebong.go.id

Lebong 39285

[Nomor SOP

_|SOP/API283

Tanggal Pembuatan- -~

Tanggal Revisi

{03 Januari 2022

[Tanggal Efektif

03 Januan 2022

Disahkanoleh: . /

| Ketug PA Lebong
] / 4

1 NIP.".

{Badnd

SOP LAYANAN SIDANG Di LUAR GEDUNG

Dasar Hukum :

Kualifikasi F

1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012
2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

3 8K Dirjen Nomor 0915/DjAVHM.25/8K/1122014 Tentang Naskah
Standar SOP Penyelesaian Perkara

4 Perma | Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

1. MU
2. 5.1 Syari'ah
3. 8.1 Hukum

4. 5.1 Ekonomi

| Ketericaitan :

|Peralatan dan Perlengkapan :

1 SOP Pelayanan Pengajuan Perkara Tk.[;
2 SOP Radius biaya Perkara
3 SOP Pelayanan Prodeo

Alat tulis komputer, jaringan LAN, Aplikasi SIPP, Buku Register sidang keliling

P =

Pencatatan dan Pendataan :

Data Tercatat dalam buku register dan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana

| teregistrasi pada aplikasi SIPP

Mutu Baku

pejabat
pembuat
komitmen

No Aktifitas

Ketua | Panitera

Bendahara

Pengeluaran | Penyelenggaraan

sidang

Persyaratan/ Perlengkapan

Walktu Qutput

Menerima bundel berkas
gugatan/permohonan sekaligus
memuat pemohonan uniuk
disidangkan di luar gedung
(sidang keliling)

Gugatan Permohonan

5 menit

identitas potensi pelaksanaan
sidang di luar Gedung
Pengadilan

berkas permohonan sidang di ufar
gedung

15 menit

Memuat Penunjukan Majelis
Hakim (PMH)

Aplikasi SIPP

10menit

-Menunjuk panitera pengganti
yang akan mendampingi hakim
yang akan bersidang dan
jurusita yang akan melakukan
|pemanggilan -Melakuakan
koordinasi dengan pemerintah
{daerah atau intstanei terkait
dengan sarana dengan tempat
palaksanaan sidang diluar
gedung

Aplikasi SIPP

1Jam

menetapkan hari siidang (PHS)
diluar gedung

L 1¢

penetapan hari sidang dalam aplikasi
SIPP

10 menit

mengeluarkan surat keputusan
tetang pelaksasnaan sidang
diluar gedung (sidang keliling)
yang memuat: - Wakiu
Pelaksanaan  Sidang

- Tempat Pelaksanaan sidang

SK Ketua

20 menit

menyiapkan pelaksanaan
sidang diluar gedung

|Miobil, petugas dil

30 menit

Membuat Instrumen
pemanggilan dan atau
pengumuman (untuk periara
istbat nikah selama 14 hari)

1 Jam

Pelaksanaan sidang di luar
gedung

2 han

Memuat laporan pelaksanaan
di luar gedung

S

Laporan

10 menit

Total waktu 2 hari 3 jam 40 menit




PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB
Jalan Raya Lebong — Arga Makmur
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai
Telp/Fax : (0738) 21096 Email :pa_lebong@yahoo.co.id
Website : www.pa-lebong.go.id
Lebong 39265

Nomor SOP SOP/AP/364

Tanggal Pembuatan .- - 03 Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Qa‘_ﬂ'ahuari 2022

P Ke\tqa_PA Lebon

SOP APLIKASI GUGATAN M

ANDIRI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubag untuk kedua kalinyal
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 fentang Pola
Pembinaaan dan Pengendalian Administrasi perkara
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
Kepaniteraan Pengadilan Agama;

Keputusan Ketuz Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku | pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

KMAJ/004/SK/1992 tentang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
Standar Pelayanan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

026/KMA/SK/II/2012 tentang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

1. 5.1 Sederajat; - \

2. SMA Sederajat yang memahami pola bindamin;

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

1 SOP Layanan Informasi
2 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara

Perlengkapan Komputer, Intemnet, Kertas, Alat Tulis, Buku
Pedoman

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP fidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Disimpan dalam bentuk dokumen atau elektronik
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Admin Website Pojok E-Court Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 |Admin \Website memastikan PC, Internet 1 Hari Tersedianya
Aplikasi Gugatan  Mandiri Aplikasi
Badilag sudah tersedia di o Gugatan
Website PA Lebong Mandiri dari
2 |Membantu para pihak apabila PC, Intermet 5 Menit Aplikasi
ada kesulitan dalam Gugatan
penggunaan Aplikasi Gugatan I Mandiri
Mandiri
3 |Mencetak gugatan/ PC, Internet 5 Menit Gugatan/
permohonan para pihak dari Permohonan
Aplikasi Gugatan Mandiri




PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS Il
Jalan Raya Lebong — Arga Makmur
Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai
Telp/Fax : (0738) 21096

Website : www.pa-lebong.go.id
LEBONG-39265

Nomor SOP

SOP/AP/281

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revi§i~«

Yo
£

03 Januari 2022

Tanggal Efektif

Disahkafi Qlgh—> ]
il ""3! ‘j{{? :?
{:/

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012
2 Permenpan nomor 35 Tahun 2012

Standar SOP Penyelesaian Perkara
4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
5 PP Nomor 61 Tahun 2010

8 KMA 1-144 Tahun 2011

Keterkaitan:

3 SK Dirjen Nomor 915/DjA/HM.25/SK/II/2014 Tentang Naskah

6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

9 Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011
10 Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 058/DJA/HK. 05/SK/2020

1. 8.1 Hukum Islam
2. S.1 Hukum

Peralatan Perlengkapan :

1. SOP Pengaduan
2. SOP Penerimaan perkara

dan Brosur, Formulir

Buku Register Komputer, peraturan-peraturan terkait

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima dan
keterbukaan informasi tidak akan tercapai

Buku register informasi

Pelaksana Mutu Baku
No Aldtivitas
Pl PJ PPID | Persyaratan Perlengkapan | Waktu Output
Menerima permohonan P
informasi o ?r::'z?r};:gian
1 Formulir permohonan 10 menit dapat
dilayani
Menyediakan formulir
Informasi l I Formulir permohonan, Buku . Tarcata
2 . 10 menit dalam
Register :
register
Mencari informasi yang
diperiukan melalui aplikasi é
SIPP
Formuli h .. Tersedi
3 |Meneruskan permohonan rmulgfgre;:; e 30 menit ?r:?om::?i'a
Informasi ke penanggung I I
jawab (jijka tidak perlu izin
dari PPID)
Mempelajari informasi yang Diketahuinya
diperiukan Formulir permohonan ; informasi
4 Informasi 30 menit yang
ya diperlukan
Melakukan uji konsekuensi
dan menyampaikan é Formulir permohonan 2 hari Terbitnya ijin
5 |pemberitahuan hasilnya Informasi 2 opip
Tidak
Menyerahkan Informasi yang
5 diminta oleh Pemohon (——D{- Formulir permohonan 30 it Diterimanya
Informasi ment informasi




SOP
PENGADILAN NEGERI LEBONG



PENGADILAN NEGERI TUBEI

JL. RAYA LEBONG - ARGAMAKMUR
Telp/Fax : (0738) 21041 Kode Pos : 39163

Website : www.pr-tubei.go.id, Email : pn.tubei@gmail com

Tubei, 14 November 2022

Nomor - w-u8 [ 1310 [ Hk-o1.10/nl0z

Lampiran : 1 (satu) rangkap Kepada Yth.

Perihal : Standar Operasional Prosedur Kepala Dinas Penanaman
(SOP) Pelayanan Pengadilan Modal dan PTSP
Negeri Tubei yang akan bergabung di -
dengan MPP Lebong Tubei

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Lebong Nomor : 800/223/DPMPTSP/2022 mengenai permintaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan begabung dengan MPP Lebong, melalui surat ini
kami sampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengadilan Negeri

Tubei, sebagai berikut :

A. Layanan Perdata
1. SOP pembuatan Akun aplikasi e-court bagi pengguna lain
2. SOP pendaftaran perkara aplikasi e-court bagi pengguna lain

B. Layanan Hukum
1. Pembuatan eraterang (Surat Keterangan secara elekironik)

2. Layanan Informasi

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

== Panitera,
"T"?:-__.Pengadil.a'n Negeri Tubei

A K. BAGUSANDARYANTO, S.H.



SYARAT PEMBUATAN

AKUN E-COURT

Untuk membuat akun e-Court pemohon harus datang ke
pengadilan dan mendatangi layanan pojok e-Court
Pengadilan Negeri Pemohon harus membawa dan
menunjukkan persyaratan.

_ ~ __ Perorangan

L Jf = KTP/surat keterangan pengganti
KTP atau paspor e
= Memiliki e-mail aktif 1}
- * Memiliki nomor rekening bank aktif
* Nomor handphone / telepon aktif

Badan Hukum

KTP/surat keterangan pengganti KTP

Surat keputusan sebagal karyawan

Surat kuasa khusus

Nama perusahaan/organisasi

Tanggal & nomor akta pendirian

Tanggal & nomor SK materi hukum danHAM
E-mail instansi/badan hukum

AR ' ! RN 0 . s Nomor rekening bank

Nomor handphone/telepon vang diberi kuasa

°

\
o

LR

°

Pemerintahan

[

Ktp/surat keterangan pengganti
KTP

Surat tugas atau surat kuasa
E-muail instansi

Nomor rekening bank

Nomor handphone/telepon yang
diberl kuasa

Kuasa Insidentil

KTP/Surat keterangan

pengganti KTP

Surat kuasa khusus

Izin insidenti| dari ketua pengadilan
Email instansi

Nomor rekening bank

Nomor handphone/telepon

yang diberi kuasa



>, PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-GOURT
“IPENGGUNA LAIN (NON ADVOCKAT)

Penuguna Lain Terdiri Dari: Persesrangan, Perseoranan Dennan Kuasa Insidental, Kejaksaan Sebiayai Jaksa
PengacaraNeuara Kementerian Danlembaga thumn, Bumd, Badan Usaha Pemerintah)

ﬂ\ PERSVARATAN

! ueuilwmdan R e DAL
/, ot E""'ﬂ el - Wengls DataPifiak
ok

= Upload|herkas|Parkara @

Surat Kuasa Untuk Membayar

g e e e
el -Gt

eiSkumakan menampilkant
taksranibiayaipanjar/perkara;

sefanjitnyaimelaksanakan
pembayaran/secara‘elektronik
(e=payment)}

~ Jurusita | JSP akan memberikan informasi
pangilan sidang mefalui e-mail

- Surat Panggitan dagatidilinat di ‘akun
g-Gourt/pemotion atau e-mail pemokon

| https:/lecourt.mahkamahagung.go,id

= Memilih‘PenadlianiTijian
- ‘Memilii'Jenis\Pendafiaran Perkara® §



PANDUAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN MELALUI ERATERANG

Hal Pertama yang dilakukan sebelum pengajuan surat keterangan secara
Online yaitu :

1. Pemohon wajib memiliki Email pribadi.

2. Mengakses halaman Web dengan Url :
https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk

3. Mendaftar sebagai pengguna, dengan klik daftar dengan email.

4. Mengisi Tabel tabel yang tertera dihalaman tersebut.

Daftar Akun

Daftar 2kun anda di sini untuk memulai
Layanan Elektronik.

Nama Lengkap *

Mama Lengkap Pengguna

Alamat Email *

tentangseseocrang@email.com

Kata Sandi *

password ®

Ulangi Kakta Sandi *

password ulang 0
I'm not a robot :

reCAPTCHA

Privacy - Tenms

Dengan menekan tombol Daftar, anda telah
setuju dengan segala Prasyarat Kami dan kelah
membaca Kebijakan Dals, termasuk Penggunaan
Cookie oleh kami.




Setelah login anda dapat mengajukan permohonan dengan cara mengklik
menu Layanan kemudian pilih Surat Keterangan Elektronik kemudian klik
+Tambah dan pilih jenis surat keterangan yang ingin anda ajukan kemudian
mengisi mengisi form sesuai dengan format yang telah disediakan. Adapun sarat
sarat berkas yang perlu dipersiapkan adalah (bisa dalam bentuk foto ataupun
hasil scan berformat .jpeg atau .pdf) :

. Foto/Scan KTP.

. Foto/Scan SKCK.

. Pasfoto.

. Dokumen Permohonan.

. Khusus untuk Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana wajib
mengisi surat pernyataan diatas materai yang akan disediakan di

u B W N -

Pengadilan.

X Tambah Surat Keterangan

1 Informast Permah... Informasi Pribadi Informasi Pekerja... Informasi Dokum... Lengkap
Jeris Surst Permabonan, . MNzma, Alnmat, Tanggal Inputkan Pekerjesn Ands Dokumen Pendukung Permohonan Lengkap

Informasi Permohonan

Jenis P . pilih Jenis Surat K bod

Alasan Permohonan® Alasan Permohonan

Selanjutnya setelah selesai data Pemohon akan diproses di Pengadilan
Negeri yang telah dipilih. Jika data Pemohon sudah memenuhi syarat dan telah
selesai di proses Pemohon dapat mencetak file Pdf berisi surat permohonan
lengkap dengan tambahan Barcode, untuk diprint dan diajukan ke Pengadilan
Negeri yang telah dipilih tadi, Petugas akan mencocokkan data Online dan segera
memproses Pengajuan Permohonan Surat keterangan Tersebut.
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ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

&

N S S

Sidang 1 |
Prodeo Murni s
Permohonan i*‘
Fllﬂll"l“"’"lllﬂltj ------ 4’ Putusan Sela |
| - Saksi a de charge (meringankan) | g 9

- Ahli

Informas: lebih lanjut mengens
SEMA No. 10 Tahun 2010
dapat diperoleh di pengadilan
negern & seluruh Indonesia
atou kKunpung website kami di
hitp Mfwww.mahkamahagung.go.id
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E - LITIGASI

TATA CARA PERSIDANGAN ONLINE

E- SUMMONS

Panggilan Sidang Secara Elektronik

IS CEPAT, SEDERHANA, & BIAYA RINGAN DIBANDING PROSEDUR
PANGGILAN KONVENSIONAL

HARI PERTAMA SIDANG

Persidangan di ruang sidang
BATASAN pengadilan, beragendakan mediasi,
acara pembuacaan gugatan dan
menyepakati persidangonn jawab
menjawab secara elekiranik,

kemudian ketua menetapkan court
cualender

BIAYA RINGAN

Selelal adanva persetunan untuk

Brava panggilan yang disampatkan secara
elektronik dibebankan kepada para pihak
yang herperkars, dan ditetapkan oleh

heracara sercara elektronik, sistem
alean membuka akses pihak uniuk
mengupload dokumen elekironk

sistem sesual dengan biaya akuual
pemanggilan secara clekionik (tanpa
biaya pengiriman fistk)

dengan dikontrol PP dan Majels
Hakim memeriksa dokumen kemudian
diteruskinan ke pihak lam

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT
DAN LEBIH SEDERHANA

PERSIDANGAN PEMBUKTIAN

Dapat dilakukan melalui video
conference atau di ruang sidang

ﬁ PERSIDANGAN JAWAB MENJAWARB

PERSIDANGAN PENYAMPAIAN

i bl ST e KESIMPULAN
LTTLLs ¢ L e L
Para pihak menyampaikan upload

dokumen kesimpulan

LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara PERSIDANGAN PEMBACAAN

elektronik merupakan panggilan yang A /\ PUTUSAN
sah dan patut, sepanjang panggilan £\ # £\ Majelis Hakim menvampaikan
terscbut terkirim ke Domisili @8 § - sabinan putusan dan publikasi
Elektronik dalam lenggang waktu ..

Y pulusan
yang ditentukan peraturan

perundangan



Alason keberatan:

= Surat Permohonan ditujukan kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) PN
Tubel

s Pemohon melampirkan fotokopi kartu identitas

* Surat permohonan dapat disompaikan secara
langsung ke Bagton Umum Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) atau melalui pos/kurir

G

ol 6 haor
I ENEEE N RN N

Makaimn

PPID MEMBERIKAN TANGGAPANTERTULIS -
~ KEPADAPEMBHON

PERMOHONAN
DITOLAK

PEMOHON TIDAK PUAS DENGAN
TANGGAPAN PPID?

Permchonan ditolak;
Infermasi yang wajib
diumumkan secara berkala

:dokd;sedickzﬂ:kd" M| PEMOHDN MENYAMPAIKAN
ermohonan tidek ditanggapi; ATAS TANGGAPAN

Permchonan ditanggapi tapi
tidak sesuai dengan yang
diminta;

Keberatan diajukan kepada
ATASAN PPID melalui Petugas
Informasi dalam jangka woktu

30 hari sejak permohonan
informasi ditolak atau

Pengenaan biaya yang tidak ditemukannya alasan
wajar; dan keberatan fainnya.
Penyampaian informasi
melebihibatas wakiu ATASAN PPID MEMBERIKAN
TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
PEMBHON
PEMOHON TIDAK PUAS DENGAN
s, TANGGAPAN ATASAN PPID?
i

PEMOHON DAPAT MENGAIUKAN:
'PERMOHONAN SENGKETA

INFORMAS! KE KOMISI INFORMAS!
PUBLIK .

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik:

Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik {termasuk Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya), kecuali mengenai informasi yang dikecualikan.

Pastikan Anda mendapatkan tanda bukti permohonan informast berupa nomer pendaftaran dari Petugas
Informasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemohon berhak mendapat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Apabila Pemohen tidak puas dengan keputusan Badan Publik, maka Pemchon dapat mengajukan keberatan
kepada Atasan PPID sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perudang-undangan.

Apabila Pemchen tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, make Pemohon dapat mengajukan permohonan
sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik dalam jangka waktu 14 [empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan Atasan PPID.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG

JI. Raya Jalur Dua Perkantoran Pemda Lebong - Tubei Telp/Fax. (0738) 21317
Email : lebong.kemenag@gmail.com Kode Pos 39265

Nomor : B-2843/KK.07.09.3/Hj.00/11/2022 Tubei, 08 Oktober 2022
Lampiran : 3 Lembar
perthal

SOP Pelayanan Publik penyelanggaraan Haji dan
Umroh

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong
Di-
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dasar Surat kapala dinas penanaman modal dan PTSP Nomor : 800/226/DPMPTSP/2022

Tanggal 28 Oktober 2022, perihal permintaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelavanan

yang akan bergabung dengan MPP Lebong. Maka kami sampaikan SOP sebagaimana
dimaksud antara lain :

[. Syarat — Syarat Pendaftaran haji

2. Syarat — Syarat Pembatalan Haji

3. Syarat - Syarat Pengalihan Nomor Porsi

Demikianlah kami samapaikan, atas kerjasamanva diucapkan terima kasih.
Wassalammu alaikum wr.wb

hepala

Arief Azizi

Tembusan :

I.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
2.Bupati Lebong



SY ARAT PENDAFTARAN HAJI REGUIEER
KWANTOR KEMENTERIANY AGAMA KABUPATEN LEBONG
SERSTPENYFELENGGARA HAJIDAN UMRAH

PHOTO COPY KTP (ASLE NYA DIPERLIHATKAN) ) : : 10 LEMBAR
PHOTO COPY KARTH KFLUARGA (ASLI NYA DIPERLIHATRAN} {.| 3 LEMBAR
PHOTO COPY AKTT KELAHIRAN {ASLI NYA DIPERLIMATKAN) || 3 LEMBAR
PHOTO LOPY ASKES, BPIS, IKN-KIS / JAMKESMAS ‘t | 2 LEMBAR
KETERANGAN STHAT DARI DOKTER, TlNGGi BADAN, BERAT BADAN SERTA GOLONGAN DARA i1 2 LEMBAR
SURAT KETERANGAN DOMISILI DART LURAH /KADES DI KETAHUI CAMAT DI ATAS METERAI 6000 | 7 LEMBAK
PHOTO COPY BUKTI LUNAS PBB YANG BERSANGKUTAN _ © 12 LEMBAR

PAS Pi IOTCM Tam pak WE!]EB—{"% Latar belakang putih dengan pakumn konlras. Lanpa peci dan kaca mataj ‘}
AT R { PAKAI NAMA = NAMA ORANG TUA LAKI-LAKT } 4 1 LEMBAK
B 2R 5 Jl : ' i L MDBAR
.23 || 5 LEMBAR
L | | 35 LEMBAR
F 4X A _ il 15 LEMBAR
MAP PLASTIC BERLOBANG  (WARNA KUNING) gt - . 2 uEMBAR
MAF KERTAS BIASA B - A, - B L2 wmean
i MATERAI 6000 Lol 4 (EMBAR
17 MENGIS! LEMBAR PERNYATAAN DI KETAHU! OLEH BPSBPIH i |11 LrMBAR

 REKOMENDASI DARI KEMENAG -

.+ PHOTO COPY BUKL TABUNGAN (TABUNGAN MINIMAL RP, 25.100.000) s LEMBAR
14 PHOTO COPY SLIP LTMBAR PEMBAYARAN PENDAFTARAN HAJ DARI BANK o 2 LEMBAR

1
4

5 BERPAKAIAN SOPAN DAN TIDAK MEMAKAI BAJU KAOS, CELANA PENDEK -
17 UNTUK TNTRI DATA DI KEMENAG DILARANG MEMAKAI BAJU PUTIH/BAIU DINAS DAN BAJU KAQS

Catatan

« «TP Sudah Berlaku Selama 3 Bulan (Bagi penduduk vang bary pindah) Sistem Komputerisasi Haji Terpodu Kemenog Lebong

{SISKOHAT}

kasi Peny. Haji dan U mvoh

% Hj. Yuliana



SY AR CGEOSY ARAD PEMBAT AL AN CATON BEMAAH HAHREGETER DIKARIENAKAN

WAFATSAKIT PARMANEN
BASTOH RENTENTERIAN AGAMA RABUPATEN T FBONG

Surat permohonan pembatalan Calon Jamaah hap dan abl wans kepada Kemenag kabupaten

febong

Surat keterangan menmagal dunta dan kantor Dukcapil Berkode

Surat heterangan ahly wanis dac Turah kades mengetalnn Caman ( Materan

Surat heterangan huasa wans { Materan

Photo copy KTP CHT Yang wafm B

| Photo copy KR CHI Yang walat
Photo copy KT Al Wars

Phioto copy kh Ahh Wt

7 Photo copy Akte Alkh warns

Bukie Ash Setoran awal BPHI

 Bukn Ash setoran SR

Shp Ash Franspert setoran awal BPIH ke Rekenmg Kementertan Apama R

Plioto copy Tabungan CHH vimg wathi

Photo copy  tabungan abli wans yang sama bank nya dengan CH1 vang Wata
Photo copy k1 Dan KK anak Kandung ¢ Yane wafr
Stivat Perns ataan tanggeung jawab Mutlak dan abli wans « materai)

Map Plasuk ndak berlobanyg. Map berlobang warna bebas masing  masing | buah

Aatera RP 10000 | Buah

basi Peny. Hagi dan Umroh

2115, Yuliana
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SAARAT PET IV AT AN NOMOR PORSTIMAATE FEAH SAKET PERMANEN WAL AL

SY ARAT-SY ARAT

" Sugat Permebonan Pelimpahan Nomor Porss dar Ahls wars

Asit Rekomendast dan hantor kemenienian agama
St Reterangan meniggal dari kantor Dukcapii berkode

UoAsl Bukt Serar Awal/Setor 1 unas BRI

el Surst Pondatiaan Perus Hap ¢ SPPH N

Al spnt katasa Penuaiakan Pelmpahan Nowmor Porsy kepada ahli wans

St Permvataan Fangvone fawab Mutlak ahh wans
Phate copy Rartu Tanda Pepdudul (K PO Yane walan
 Phoso Copy Ko Keluarea thles €1 vanyg wata
C Photo 4 oy Akta kelairan Surat kenal Tabue ahl wans

Photoe Copy Boku Nikal CHH Yange Watar § cualisn

Photo Copy Bukn Nikah Al Warie ¢ phoa sudah memkaby Fegalisn

Phato Copy K EP selurule Anak handuny

Phune Copy KK sehiroh Anak Kanduang
: Fhoto Copy K TP abib Wans
C Photo Copy KK ahh Wargs

Sl pernvataan Anak kandung menverabkan dengan ahls warts

Ahl wares menshuka abongan hait sesum dessan Bank C B vane walas

]
§ Map Plastik berfobang - tdak berlobang masme  masing | femba

Shaons H OO0 1 Buah

Ivast Peny. Haji dan Umroh

‘uliana

JEINMITE AR

b Lembas

I | embur

P 1 b

I Lembay
P Lemban

{1 embm

} o oembag

Pl emba

Il embas

i | embar

i L embar

I Lembar

I Lembar
I Lembar
b b embas
o ewhar

I Lembar

I Eembar

b Lemba
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU

Jalan Raya Jalur Dua Komplek Perkantoran Pemda Lebong Telp. (0738) 2200027 email : kab-lebong@atrbpn.go.id

Tubei, 09 November 2022

Nomor : 510/17.17/X1/2022
Lampiran : Satu (1) eksemplar
Hal : Permintaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan yang akan bergabung dengan MPP Lebong

Kepada Yth.

Kepala Penanaman Modal dan PTSP
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 800/214/DPMPTSP/2022 tanggal 28
Oktober 2022 perihal pada pokok surat di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelayanan di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dapat diakses melalui
Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebong sebagai berikut:

1. Pengecekan Sertipikat,
Hak Tanggungan Elektronik,
Hapusnya Hak Tanggungan / Roya,
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),
Informasi Nilai Tanah.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang dimaksud di atas termuat

U R

dalam lampiran surat ini.
Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
.~ Kabupaten Lebong

Ir. Krisgyan Edy Walujo
NIP. 19681125.199403 1 001

/jf@/ayw(d n’?"ﬂf&-&’fb‘ﬁﬁf 7;/7»:5/%{2;/&



Lampiran Surat
Nomor : 510/17.17/X1/2022
Tanggal : 09 November 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ELEKTRONIK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pengecekan Sertipikat

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai
cukup

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket

4. Sertipikat hak atas tanah

5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Penyelesaian
1 hari Kerja

Keterangan
Identitas diri
Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif
Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Hak Tanggungan Elektronik

Persyaratan

1 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai
cukup

2 Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loket

4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket, bagi badan hukum

5. Sertifikat Asli

6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

y Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan
oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan

8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur)
dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan
melalui Kuasa

Penyelesaian
Hari Ketujuh



Keterangan

1. Identitas diri :

2 Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa

4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Tarif

Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan s.d 250.000.000

Rp. 200.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 250.000.000 s.d 1.000.000.000
Rp. 2.500.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000 s.d
10.000.000.000

Rp. 25.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 10.000.000.000 s.d
1.000.000.000.000

Rp. 50.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000

Hapusnya Hak Tanggungan / Roya

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai
cukup

2 Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan,

4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket, bagi badan hukum

AL Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak
Tanggungan hilang

6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur

7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah

Penyelesaian
5 hari kerja

Keterangan
Identitas diri
Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif
Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai
cukup

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket

4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak



Penyelesaian
4 hari kerja

Keterangan
Identitas diri

Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif

Biaya Rp. 50.000 per surat keterangan pendaftaran tanah

Layanan Informasi Nilai Tanah

Persyaratan

Pemohon/Kuasa Pemegang Pemohon Bukan Pemegang
Sertipikat Hak Atas Sertipikat Hak Atas
Bidang Tanah Bidang Bidang Tanah
Bidang Tanah Belum Tanah Belum
Terdaftar Terdaftar Terdaftar
Input Data pada Formulir Elektronik (sekurang-kurangnya berisi informasi):
NIK *) v v v v
NIB #*) v - v -
Cek Plot *) - v - v
Titik Koordinat \4 v v v
TujuanPermohonan
Layanan Informasi
Nilai Tanah *) v v v v
Dokumen Persyaratan yang Diunggah

KTP *) v v v v
Sertipikat Hak Atas

v - v -
Bukti Kepemilikan *)

- v - -
Surat Pernyataan
Penggunaan

- - v v

Informasi *)

%)

Wajib diisi dan wajib diunggah

kepemilikan lainnya

Penyelesaian
3 hari Kerja

Keterangan

Tarif

Biaya Rp. 50.000 per bidang

**) AJB, Girik/Letter C, Eigendom Verponding, PETUK dan segala jenis bentuk
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*=SBPISKesehat:
4 [ 1R

B & - |
w
®..4® Badan Penyelenggara Jamman Sosial

Nomor : 1169/111-06/1122 Curup, 14 November 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal . Standar Operasional Prosedur

Pelayanan BPJS Kesehatan
Pada MPP Kab. Lebong

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)

di

Lebong

Menindakianjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Lebong Nomar 800/219/DPMPTSP/2022 tanggal 28 Okiober 2022 perihal Permintaan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan BPJS Kesehatan Pada MPP Kab. Lebong,
maka bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Instansi Jenis Layanan yang Syarat Layanan Wakiu
Bergabung di MPP Layanan
1. Pendaftaran Baru |e NIK/KTP/Kartu Keluarga 10 Menit
e FC Buku Rekening BANK
BNI/BRI/MANDIRI
BPJS | o Materai 10.000
Kesehatan ‘ o SK dan Amprah Gaji (bagi
. PNS) '
2. Mutasi Data | ¢ NIK/KTP/Kartu Keluarga 10 Menit
Kepeseriaan
3. Penanganan e NIK/KTP/Kartu Keluarga 15 Menit
Pengaduan
4. Registrasi Mobile e NIK/KTP/Kartu Keluarga 10 Menit
JKN s HP ANDROID
e Email/No HP
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan
terima kasih.
Kepala
ur ad;
Su/sd/PS.00.
Kantor Cabang Curup . "

Il Sukowati No.41

Kel. Talang Rimbo Lama, Ker. Curup Tengah, Curup
Kabupaten Rejang Lebong 35114

Telp. : {0732) 233565 - Fax. ; (0732) 3345808
wiwvw.bpjs-kesehatan.go.ld
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SOP Pelayanan Perpajakan

No lenis Layanan Jenis Wajib Pajak Syarat Permchonan | Lama Penyelesaian Dutput HasilLayanar] Pihak Yang Mengajukan
Pendaftaran NPWP |Orang Pribadi Fotokopi KTP dan 1 Hari kerja NPWP Wajib Pajak bersangkutan
Kartu Keluarga (tidak boleh dikuasahkan
dan diwakilkan)
Wanita Kawin Fotokopi KTP, NPWP |1 Hari kerja NPWP Wajib Pajak bersangkutan
memilih terpisah Suami dan Kartu (tidak boleh dikuasahkan
Keluarga, Surat dan diwakilkan)
Pernyataan
1 Menghendaki
Memilih Terpisah
Badan Fotokopi KTP dan 1 Hari kerja NPWP Salah satu Pengurus
NPWP Pengurus, Akta
Pendirian
Badan Cabang Fotokopi NPWP Pusat,|1 Hari kerja NPWP Pimpinan Cabang
Fotokopi KTP dan
NPWP Pimpinan
Cabang
Penghapusan NPWP |Wajib Pajak orang Paling lama 6 bulan  |NPWP dihapus wakil atau kuasa
pribadi yang telah
meninggal dunia dan |Formulir
tidak meninggalkan |Penghapusan, surat
warisan keterangan kematian
atau dokumen sejenis
dari instansi yang
berwenang, surat
pernyataan dari wakil
Wajib Pajak yang
menyatakan bahwa
Wajib Pajak tidak
meninggalkan warisan
Wajib Pajak orang Formulir Paling lama 6 bulan |NPWP dihapus Wajib Pajak bersangkutan
pribadi yang telah Penghapusan, (tidak boleh dikuasahkan
meninggalkan dokumen yang dan diwakilkan)
Indenesia untuk menyatakan bahwa
selama-lamanya Wajib Pajak telah
meninggalkan
Indonesia untuk
selamalamanya
wanita kawin yang Formulir Paling lama 6 bulan  [NPWP dihapus Wajib Pajak bersangkutan
memiliki NPWP Penghapusan, {tidak boleh dikuasahkan
terpisah dari fotokopi buku nikah dan diwakilkan)
suaminya atau dokumen sejenis,
Surat pernyataan
Wajib Pajak cabang Paling lama 6 bulan |NPWP dihapus Wajib Pajak bersangkutan
yang tidak melakukan (tidak boleh dikuasahkan
kegiatan usaha lagi |Formulir dan diwakilkan)
atau ditutup, atau Penghapusan, surat
tempat kegiatan pernyataan di atas
2 usahanya pindah ke |meterai darisalah

wilayah kerja KPP lain

satu pengurus Wajib
Pajak pusat yang
menyatakan bahwa
Wajib Pajak cabang
tidak melakukan
kegiatan usaha lagi
atau ditutup, atau
tempat kegiatan
usahanya pindah ke
wilayah kerja KPP lain




Wajib Pajak Badan
yang dilikuidasi atau
dibubarkan

Formulir
Penghapusan,
fotokopi akta
pembubaran Badan
atau dokumen sejenis
yang telah disahkan
oleh instansi
berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Paling lama 6 bulan

NPWP dihapus

Wajib Pajak bersangkutan
(tidak boleh dikuasahkan
dan diwakilkan)

Wajib Pajak yang
memiliki lebih dari
satu NPWP (Ganda)

Formulir
Penghapusan, surat
pernyataan bahwa
Waijib Pajak memiliki
lebih dari satu NPWP
(Ganda), fotokopi
seluruh Kartu NPWP

Paling lama 6 bulan

NPWP dihapus

Wajib Pajak bersangkutan
{tidak boleh dikuasahkan
dan diwakilkan)

yang dimiliki
Permchonan Efin Orang Pribadi Formulir Efin, 1 Hari kerja Dokumen Efin Wajib Pajak bersangkutan
Fotokopi KTP dan (tidak boleh dikuasahkan
NPWP dan diwakilkan)
Badan Formulir Efin, 1 Hari kerja Dokumen Efin Wajib Pajak bersangkutan
Fotokopi KTP dan (tidak boleh dikuasahkan
NPWP Pengurus, dan diwakilkan)
NPWP Badan
Instansi Pemerintah |Formulir Efin, 1 Hari kerja Dokumen Efin Salah satu Pengurus
Fotokopi KTP dan
NPWP Pengurus,
NPWP IP, SK Pengurus
Permohonan Semua Jenis Wajib Formulir Perubahan |1 Hari kerja Surat Wajib Pajak bersangkutan
Perubahan Data Wajib|Pajak Data, Dokumen Pemberitahuan [ orang pribadi), salah
Pajak Pendukung yang Perubahan data satu pengurus untuk
menunjukan adanya Badan dan IP
perubahan data
Permohonan Semua Jenis Wajib Kartu NPWP 1 Hari kerja Dokumen Billing | Wajib Pajak bersangkutan
Pembuatan Billing Pajak { orang pribadi), salah
satu pengurus untuk
Badan dan IP
Permechonan Orang Pribadi Formulir PKP, 1 Hari kerja Surat Pengukuhan P|Wajib Pajak bersangkutan
Pengukuhan PKP Formulir Aktivasi
Akun PKP, Formulir
Permintaan
Sertifikat Elektronik,
Fotokopi KTP dan
NPWP
Badan 1 Hari kerja Surat Pengukuhan P|Salah satu Pengurus
Formulir PKP,
Formulir Aktivasi
Akun PKP, Formulir
Permintaan
Sertifikat Elektronik,
Fotokopi KTP dan
NPWP Pengurus,
NPWP Badan, Akta
Pendirian
Instansi Pemerintah |Formulir PKP, 1 Hari kerja Surat Pengukuhan P{Salah satu Pengurus
Fotokopi KTP dan
NPWP Pengurus,

NPWP IP




Permchonan Semua Jenis Wajib Paling lama 6 bulan  |Surat Pencabutan |Wajib Pajak bersangkutan
Pencabutan Pajak Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP  |( orang pribadi), salah
Pengukuhan PKP Pengukuhan PKP, satu pengurus untuk
7 Dokumen Pendukung, Badan dan IP
dan Dokumen
Identitas
Permohonan Semua Jenis Wajib Formulir Paling lama 21 hari  |Bukti PBK Wajib Pajak bersangkutan
Pemindahbukuan Pajak Pemindahbukuan, SSP ( orang pribadi), salah
8 asli satu pengurus untuk
Badan dan IP
Permohonan Non Semua Jenis Wajib Formulir NE, Surat Paling lama 5 harikerj|Surat Penetapan NE|Wajib Pajak bersangkutan
Efektif Pajak Pernyataan NE, { orang pribadi), salah
9 Fotokopi KTP dan satu pengurus untuk
NPWP, Dokumen Badan dan IP
Pendukung
Pelaporan SPT Orang Pribadi Formulir SPT jika 1 Hari kerja BPS SPT Wajib Pajak bersangkutan
Tahunan dan Masa masih manual, NPWP,
Efin
10 Badan Formulir SPT jika 1 Hari kerja BPS SPT Salah satu Pengurus
masih manual,
Laporan Keuangan,
NPWP, Cap, Efin
Konsultasi dan Semua Jenis Wajib KTP dan NPWP 1 Hari kerja Informasi Perpajaka|Wajib Pajak bersangkutan
Informasi Perpajakan |Pajak ( orang pribadi), salah
11 satu pengurus untuk

Badan dan IP




SOP
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG



Nomor » B-392/17070/HM.300/11/2022 Tubei, 14 November 2022
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal . Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan BPS Kabupaten Lebong
Pada Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Lebong

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
di -

Tempat

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong
nomor : 800/222/DPMPTSP/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan bergabung dengan MPP Lebong.
Berkenaan dengan hal tersbut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong sebagai salah satu
Instansi yang akan bergabung dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebong
menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Layanan Konsultasi Data dan
Layanan Permintaan Data (Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lebong

T

Yuniarto, SST, M.Si
NIP. 19730607 199512 1 001

JI. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemkab. Lebong Tubei
email : bps1707@bps.go.id website Lebongkab.bps.go.id



yusnels ueuekeed [[BIA 1P BIBP 1SBINSUOY

ueuekeyad depeyio) ueredasey uep uensedos ueNURqWAW ymun unsnsip Fuoqa] usjednges] JusHelS Jesng Uspeq Ip Blep ISEI[NSUOY UBUER Ae| jeuoiseiado Inpasoid

IPNSHEIA
=
| UBBIBPUSJ UBD UBIBIBOUDJ uejeSuLe
ouraiut ueSunef uep “wuud ‘rendwoy ojuey syny e[y | S |
uedesyBuaie J/UBle[eiad UB BRI
Lrese(q
ynspels ueere§SuspAusgd Sueuel opoz Unye], 9 JowoN Sdq eredoy uesmndayy ‘8
‘[euOISEN YHSHEIS WeSIS Suryus) 00T UNYR], ¢ JowoN §dg ejedey uesmndayy  J
“Syusnels jesng uepeg elioy] wiey,
uep 1sestueSI0 Suejue) ooz UNYBL / JOWON Yusyels jesng uepe efedoy| uemesog o
nsnels
Jesng uepeq Sueus) L0z UNYE], 08 JOWON BISSUOPUL YI[qnday UapIsald uemjeidd p
“nspelg ueere8Susjpiuog SuBlud) 6661 UNYRT 1§ JOWON YRIULIDWS] UBINEIR] D
€IM 00°GT P'S gIM 00°60 Sijqng ueuele[ad Surius) 6007 UNYE], $7 'ON Suepun-Suepup)  'q
opnd sywey wey denes eped ueynye(Ip JNsnelS ueueARR (BN Bped ueueAe] g ‘(£89¢ JowoN
Fuisew-Suisew vAuduepiq eissuopuy y1jqnday ereSap uBIRqUIOT UBYBQWE], ‘6¢ JOWON L661 UNYRL BISSUOPUL
1p epewsw susppdwoy pyijnuow Suek remeSaed Lep LIpIs) siuey wy 085Uy | yiqndey ereSaN uerequio) Yusnels Sueius) 661 UNYRL, 91 JowoN Suepun)-Suepun B
T ugBUESR[R ISeIIENY] T WImng Jeseq

VIVAISVLTASNOYM NVNVAVT
UNAASOAL TYNOISVHIJO UVANVLS

100 [ 215661 L090EL61 ‘dIN
1SN LSS, ‘omeruny

° -

FuoqeT Gertdnqeyy
NusHelg Jesng uepeq eredoy] yo[o ueyyesiq
TTOT 39qUIAON ¥ JWIRYH [eS5UE],
ISIAQY [BTB5UR ],
) 7707 WqUIBAON 7] uejenquisJ [edsue], guogaT usjednges] ynsiels jesng uepeq e[ede3]
& TTOT/SIN'dOS/0LOLT/TO0 dO§ JoWoN jusnelg jesng uepeg




resaey 8
A

nfue] yigaj [Ip Istuyop dasuoy Sjusnues
JepIL seyiqnd  “yusuels 1seynsuoy ueynyepw  SunfunSusg L

sasRels Su0qo7 L8] ueeAueped ueSusp renses

ISensuoy .- Sdg eloy wig oy JSeUoyuI Suek Suoqe] uelednqes] Sdg eloy wif, 93 mnnn?:m:&

ueynyeoIN ueyyeseSUDIA npog upyyeseduow ueye ueuedepod seSmed eyewr ‘eA eyil
X ¢ miue] yiga seunojur ueynpeunw Sunfundusd eriqedy 0

Ansnels

ISelNsuo}| ueynyeRN [P “1stugep ‘dosuoy “opsuels

ry seyrgnd  Synsnels iseynsuoy  ueynyepw  SunfunSusg ¥
gunfunduad
uenfny uep
pnsyjeu isejiepy
Suejep Sued nwe) denss ueSuejepay] pnsyew ueyeAURUIA €
nwey nyng
1si8uaw Bunfun8uad Nusue)s ueuekeiod [N
ueyiisewsin . ;

nuwe) nyjnq reep weep epe SunfunSuad weu ueynsRWSIA z

A nspEg
ueueAR[o [[BJAl UBUBAR[SJ oY Suelep elEp USWINSUOY] 1

3931 MIHBAN mdmg
SuoqoT unednqeyy Nnsnels ueueiepg
Ve ML Sdd elwyy wiy, IEIN se3ng Sunfunsuag seNAnYY ON




nsyels ueueke(ad [IeN 1p erep

1segnsuoy] ueuedefad deperio) uejedsjey uep uensedes] ueyIRqUILW Ynjun unsnsip SuoqaT uetednqesy Susnels 1esng uepeq p eiep ueeviuiwiiad [euorserado Inpesolg

HIM 00°ST P'S €1IM 0060
mynd sTwey ey depes eped ueynoeIp YNsNelS UeueAR[RJ [[BIA eped ueueie] 7
Fuisew-3uisew eAuguepiq

1p repeweur 1suajeduioy piijwew Sued remedad wep wipse) snuey wi gl088uy |

:pnsye
- * ﬂ
: UBRJRPUSJ UBP UBJRIEOUSJ ugjeSuLeg
1ouratu veSunel uep ‘reund ‘endwoy ojuey SIM 1By T |
uedeyFuajiag/urie|edg UBEYIOWY]
‘aeseqq

yusnels ueereS8uspeAusg Suejuel ooz unyel 9 JowoN Sdd ejedeyy uesmndeyp 8
‘euoIseN YNsnelS wasig Suejuel 00z UNyYeL ¢ JowoN §44 eledes] uesmndeyy I
Syusnels jesng uepeg el ele]
uep 1sestueSiQ Suejus) ooz unye] £ JOWON Yusnels jesng uepeq ejedosy ueinmeng o
usnels
jesng uepeq Sueiuel £OQ7 Unye], 98 JOWON BIsouopu] Yrjqndey uepsald ueinieiog
Smsnels ueeressuopiusg Suviuol 6661 UNYB], 1S JOWON YRIULIDWJ URIMBISJ
Sqng ueuelead Sueus) ooz Unye L, ¢z "ON Suepun-8uepupy 'q
‘(£89¢€ 1owoN
eIsauopuy yiqndsay vieSaN uerequia URYRGUIR], ‘6€ JOWION /66] UNYRT BISSUOPUT
yiqndoy BreSaN uerequio) yUSNEIS SueluLl /661 Unye] 9f JowopN Suepu-Suepun B

oo

T ueRUESYR[Rg ISENI[Eny] Cwnyny Ieseq
VLVU NVVLNINYHEd NVNVAVT
dNdISO¥d TYVNOISVIHEdO SVANV.LS
100 I TIS661 LOSOELET "dIN
IS “LSS ‘oueung
mcoauq Srednqgey
qusnels jesng uepeg ejedoyy o710 ueqyesiq
ET0T JOqUISAON ] IRy [eF5ue N
ISIASY] [e8BuR], -/ \ Lu
7207 QUIAON ] uejenquiag [edsue], guoqeT uarednqey] yusnels 1esng uepeg eeday] ] M
20T/SAN'dOS/0LOLT/Z00 dOS 10WoN Jnshels jesng uepeg -




I
Lo

1ESafos 8
*l i
ueyuBunp b ﬁ%uo%
Bueh |11 e1edUdN | gy !
SunfunBuod yajo yipidip Sued 1ensas I JEIOUSA ‘L
VA SN
/
iseyijde ueyeunssuaw
mc:_.c_._mcwn [1seyiag
npuewalA P - w80 Sdg onsgem rsexrde ueeunSsusw wWeep uBHnsay
YepLL ‘ nweefuow  SunfunSuad  eyif SunfunSusd muRqUIDIA 9
ui8o| Sunfunduad /ﬂ\
nueqwaln gdg 2nsqem depeyial
5 sosye ueymjepw jedep eSe SunfunSusd MUBqUSA P
8unfun3uad
uenfni uep
pnsyew jseLep
Suejep Suek nue) denos ueSurjepey pnsyeu ueyeAUBUSIA €
nwey mjng
1si8uaw unfunduad ANSHEIS URUEAR[RJ (R
ueyisewain .
nwe) nynq Jeyep wepep epe Sunfunfuad Bwey UBNHSEWAN z
RN usnels
ueueke[od (BN UBUBAR[Dq 93 SuBlEp BIBP USWINSUOT] S
19y nPEAN mding Suoqo
uajedngeyy NISBIS
MV AL Sdg vlaoy wiy, uvueAvR  [[RIAl SE8n1d Bunfundusg SENANYY oN




SOP
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
CURUP-REJANG LEBONG



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No.22 Kel. Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Rejang Lebong
Telp.(0732) 3345236|ULPK/WA0858-6544-0319; Website : www.pom.go.id
BADAN POM E-mail : lokapomdirejanglebong@gmail.com;loka_rejanglebong@pom.go.id

Rejang Lebong, 09 November 2022

Nomor : HM.03.01.11B.11B4.11.22.309
Lampiran : 2 berkas
Perihal : Permintaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan

bergabung dengan MPP Lebong

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong
di
Tempat

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong tentang
Permintaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan bergabung dengan
MPP Lebong Nomor Surat: 800/224/DPMPTSP/2022. Bersama surat ini kami sampaikan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang akan dilaksanakan Mal Pelayanan
Publik (MPP) Kabupaten Lebong.

No Nama Layanan Nama SOP Terkait Pelayanan

1. | Pendampingan Dalam Rangka Pendaftaran |zin Badan | Advokasi, Pembinaan, dan

POM Produk Obat dan Makanan. Pendampingan, Serta

*Produk Obat termasuk : Obat, Obat Tradisional, Fembermayaan Masyarakal

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Terhadap Pemangku
Kepentingan

2. | Informasi dan Pengaduan terkait Obat dan Makanan Pengukuran Kepuasan
Masyarakat

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka POM
di Kabupaten Rejang Lebong

.,'b’..;;‘: ; hE




BADAN POM

NOMOR SOP :| POM-16.02/CFM.02/SOP.01.1K.11B.01
TGL. PEMBUATAN | :| 27 April 2021
NO & TGL. REVISI | :| 00
TGL. EFEKTIF :| 29 April 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
DISAHKAN OLEH |

Drs. Sasra, Apt, M.Si

NAMA SOP ‘| PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA: ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

1,

2

Memahami peraturan terkait pedoman survei kepuasan masyarakat unit
penyelenggara pelayanan publik.
Memiliki kemampuan mengelola,
menganalisis data dan informasi.
Mampu mengoperasikan program Ms Office.

mengolah, menyajikan, serta




10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 25);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomar 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1132);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1002);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); dan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1151).

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

POM-16.02/CFM.01/SOP.01.1K.11B.01 Tinjauan Manajemen.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Printer dan Komputer.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP Pengukuran Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan | Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti
sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi kinerja Loka POM di| kegiatan dan bahan referensi.
Kabupaten Rejang Lebong.




KODE SOP

NAMA SOP

BADAN POM naiaman

.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

POM-16.02/CFM.02/SOP.01.1K.11B.01

PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

: 3 dari 6
A. Diagram Alir
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas ] Keterangan
Masyarakat Koordinator Infokom Petugas ULPK Kelengkapan Waktu Output
1 [Membuat jadwal tugas di ULPK Rencana Kegiatan Jadwal Jadwal dibuat untuk 1 minggu
1 HK
2 |Menerima permintaan Informasi/ e Pemohen Informasi / Data pemohon Permintaan informasi / konsultasi oleh
Konsultasi dari Masyarakat Konsultasi Infarmasi / Konsullasi  |masyarakat melalui tatap muka
MNIA maupun melalui media sosial /
whatsapp dapat dilakukan
3 |Verifikasi Data Pemohon Informasi / Data pemohon Informasi / Data Pemohon Verifikasi dilakulkan dalam bentuk:
kansultasi Konsultasi Informasi / Konsultasi  |1. verifikasi identitas pelapor, substansi
MiA  |Yang Terverifikasi 2. mengidentifikasi subyek dan obyek
informasi / konsultasi
4 |Berkoordinasi dengan bagian / seksi Data Pemohon Infarmasi / Hasil kaordinasi terkait
terkait Konsultasi Yang Terverifikasi - _aﬂosww.__my Woam:_.mm_ Respon awal berupa komunikasi antara
yang petugas ULPK
5 |Memberikan Informasi / jawaban Hasil koordinasi terkait infermasi yang diminta
konsultasi W informasi / konsultasi yang dan hasil konsultasi
diminta vang dilakulan
MA




KODE SOP

NAMA SOP

BADAN POM naLaman

o

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

POM-16.02/CFM.02/SOP.01.1K.11B.01

PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

14 dari 6
Pelaksana Mutu Baku
Mo Aktivitas Keterangan
IMasyarakat Koordinator Infokom Petugas ULPK Kelengkapan Wakitu Output
6 |Pengisian Formulir Pelayanan Publik H informasi yang diminta dan Form Pelayanan Publik
hasil konsultasi yang yang telah diisi oleh
dilakukan pemohon
HiA
7 |Input data hasil Layanan Publik ke \ Form Pelayanan Publik Hasil input data di
SIMPEL LPK yang telah diisi oleh Setiap 6 |SIMPEL LPK
pemaohon Bulan
8 [Melakukan pengukuran Kepuasan Hasil input data di SIMPEL Hasil pengukuran Pengukuran Kepuasan masyarakat
Masyarakat per 6 Bulan . 4 LPK ) Kepuasan Masyarakat |dilakukan berdasarkan Permenpan RB
NiA terkait survei kepuasan masyarakat
9 |Publikasi hasil pengukuran Kepuasan Hasil pengukuran Kepuasan Publilasi Pengukuran
W
Masyarakat Masyarakat ’ Kepuasan Masyarakat
WA 1di Media Sosial Loka
POM Rajang Lebong
10 |Publileasi hasil pengukuran Kepuasan Publikasi Pengukuran Pelaporan Hasil
Pelaporan Hasil Pengukuran Kepuasan Kepuasan Masyarakat di Pengukuran Kepuasan
asyarakal ke Biro SDIM IMedia Sosial Loka POM WA |Masyarakat ke Biro
Rejang Lebong SDM




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-16.02/CFM.02/SOP.01.IK.11B.01

NAMA SOP : PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

BADAN POM naiaman 5 dari 6

B.

Deskripsi/Pengertian Umum

1.

B g

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung
maupun secara fidak langsung.

Unit pelayanan publik adalah unit kerja di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Masyarakat adalah pihak yang mengajukan permohonan pelayanan publik di lingkungan BPOM.

Kepuasan masyarakat adalah suatu derajat kedekatan data yang mewakili kondisi kinerja pelayanan masing-masing unit kerja dalam lingkup BPOM
dengan keinginan atau harapan masyarakat baik secara eksternal maupun internal.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pihak yang Terkait

1
2.
3.

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Petugas ULPK Loka POM Rejang Lebong
Petugas Infokom Loka POM Rejang Lebong

Formulir yang Digunakan

1.
2.

POM-16.02.CFM.02.S0P.01.IK.11B.01.FORM.01 Form Penerimaan Layanan Publik
POM-16.02.CFM.02.SOP.01.IK.11B.01.FORM.02 Form Kuisioner Kepuasan Pelanggan

Output yang Dihasilkan

8

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO
KODE SOP : POM-16.02/CFM.02/SOP.01.1K.11B.01

NAMA SOP : PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

BADAN POM uaLaman : 6 dari 6

F. Bagan Subproses Bisnis

_um._.b. mc_w_ux.m m
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SOP
PT TASPEN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PT TASPEN (PERSERO)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu panduan atau pedoman yang dipakai

untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja.

Bertujuan untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, efektif, efisien,

dan terhindar dari kesalahan. Adapun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Ketaspenan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Ketaspenan memiliki ruang lingkup

menerima tamu, menanyakan kepentingan peserta/ahli waris/tamu, dan memberikan

informasi kepada peserta/ahli waris/tamu sesuai yang dibutuhkan. Berikut ini adalah Standar

Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Ketaspenan, yaitu:

Mengucapkan salam selamat datang dan mempersilahkan peserta duduk.
Memperkenalkan diri dan menanyakan nama peserta.

Menanyakan maksud kedatangan/keperluan peserta.

Memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh peserta sesuai dengan keperluannya.
Apabila tamu membutuhkan formulir, maka customer service memberikan formulir
sekaligus menerangkan cara pengisiannya (bagi peserta yang berusia sangat lanjut,
petugas dapat mengisikan formulir atas permintaan peserta).

Menanyakan kebutuhan lain dari peserta, menunjukan proses selanjutnya, dan

mengucapkan terima kasih.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Sosialisasi/Edukasi Digitalisasi Layanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Sosialisasi/Edukasi Digitalisasi Layanan

memiliki ruang lingkup menyusun rencana sosialisasi sampai dengan membuat laporan

pelaksanaan sosialisasi. Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan

Sosialisasi/Edukasi Digitalisasi Layanan, yaitu:

Menyusun rencana sosialisasi.
Menyusun materi sosialisasi.

Membuat surat permohonan sosialisasi/menerima permintaan dari instansi peserta.



e Melakukan konfirmasi.

e Apabila surat permohonan telah disetujui maka sosialisasi dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu dengan tatap muka atau melalui media elektronik/cetak.

» Melalui Tatap Muka

e Membuat rencana Sosialisasi

e Menyiapkan sarana dan prasarana serta materi sosialisasi.

e Melaksanaan sosialiasi.

e Membuat laporan pelaksanaan sosialisasi.

e Mengarsipkan dokumen.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Menyediakan Formulir Persyaratan Pengajuan Klim

dan Non Klim

Standar Operasional Prosedur (SOP) Menyediakan Formulir Persyaratan Pengajuan Klim

dan Non Klim memiliki ruang lingkup menanyakan kepentingan peserta/ahli waris/tamu,

memberikan formulir persyaratan klaim atau non klaim yang dibutuhkan peserta, dan

memberikan penjelasan kepada peserta/ahli waris/tamu sesuai terkait formulir yang diberikan.

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Ketaspenan, yaitu:

e Menanyakan keperluan peserta/ahli waris/tamu.

e Memberikan formulir persyaratan klaim atau non klaim yang dibutuhkan peserta.

e Menerangkan cara pengisiannya pada peserta/ahli waris/tamu (bagi peserta yang berusia
sangat lanjut, petugas dapat mengisikan formulir atas permintaan peserta).

e Menanyakan kebutuhan lain dari peserta, menunjukan proses selanjutnya, dan
mengucapkan terima kasih.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberkasan Klim dan Non Klim

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberkasan Klim dan Non Klim memiliki ruang

lingkup menerima berkas permohonan klaim dan non klaim, serta melakukan pemeriksaan

dokumen dan data peserta. Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemberkasan Klim dan Non Klim, yaitu:

e Menerima berkas permohonan klaim dan non klaim dari peserta.

e Melakukan pemeriksaan kelengkapan data peserta.

e Melakukan pemeriksaan validitas dan keakuratan data.

e Memberikan tanda terima berkas kepada peserta.



o Apabila berkas sudah valid dan akurat maka customer service menerima permberkasan

tersebut serta memberikan tanda terima kepada peserta.

*Catatan : SOP di atas bukan SOP resmi dari masing-masing tugas (karena bersifat

rahasia), melainkan deskripsi secara umum terkait prosedur pelayanan yang diberikan.
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